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ABSTRAK 

 

Desy Hartining. NIM. 6661111177. Skripsi. Efektivitas Pengawasan Badan 

Lingkungan Hidup Dalam Mengatasi Pencemaran Udara oleh Perusahaan di 

Kota Cilegon. Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Fakultas Ilmu 

Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pembimbing I, 

DR. Agus Sjafari, S.Sos., M.Si. Pembimbing II, Titi Stiawati, S.Sos.,M.Si.  

 

Penelitian mengenai efektivitas pengawasan Badan lingkungan Hidup dalam 

mengatasi pencemaran udara oleh perusahaan di Kota Cilegon dilatar belakangi 

oleh adanya permasalahan terkait masalah lingkungan hidup kini telah menjadi 

suatu masalah bagi suatu daerah terutama daerah kawasan industri seperti Kota 

Cilegon karena banyak mengalami kerusakan dan pencemaran akibat adanya 

dampak dari kegiatan industri yang mencemari lingkungan.Tujuan penelitian ini 

untuk mengukur seberapa besar efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh 

Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon dalam mengatasi pencemaran udara oleh 

perusahaan di Kota Cilegon. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif 

deskriptif dan menggunakan teori Siagian tentang karakteristik dari pengawasan 

yang efektif. Penentuan sampel menggunakan sampel acak dengan teknik 

proportional random sampling. Teknik analisa data menggunakan uji hipotesis t-

test satu variabel pihak kiri. Hasil penelitian menunjukan bahwa efektivitas Badan 

Lingkungan Hidup Kota Cilegon dalam mengatasi pencemaran udara di Kota 

Cilegon dinilai sudah berjalan dengan baik. Berdasarkan hasil perhitungan data 

diperoleh thitung lebih besar daripada ttabel (10,92> 1,671) maka, efektivitas Badan 

Lingkungan Hidup dalam mengatasi pencemaran udara oleh perusahaan di Kota 

Cilegon mencapai 75% lebih besar dari angka yang dihipotesiskan yaitu 65%. 

Saran peneliti dalam penelitian ini ialah untuk lebih meningkatkan pengawasan, 

menambah jumlah petugas pengawas, dan menyediakan sarana prasarana yang 

memadai untuk pengawasan komponen udara.  

 

Kata Kunci: Efektivitas, Lingkungan, Pencemaran Udara, Pengawasan 
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ABSTRACT 

 

Desy Hartining. NIM. 6661111177. Thesis. The effectiveness of controlling by 

The Environment Department to overcome company’sair pollution in Cilegon 

City. Department of Public Administration. Faculty of Social and Political 

Science. Sultan Ageng Tirtayasa University. Advisor I: DR. Agus Sjafari, M.Si. 

Advisor II: Titi Stiawati, S.Sos.,M.Si.  

 

The research about the effectiveness of controlling by The Environment 

Department to overcome company’s air pollution in Cilegon City based on 

problem in environment that being a problem in many city, especially industrial 

area, one of it is Cilegon City. In industrial area there is have many damage and 

contamination that impact of industrial activity that could polluting the 

environment. This research purpose for measure the effectiveness controlling of 

The Enviroment Department to overcome company’s air pollution in Cilegon 

City. This thesis using descriptive method and quntitative approach, and used 

Siagian theory about the chacarteristics of controlling effectiviness. Sampling 

determination using probability sampling with proportional random sampling 

technique. Technical analysis data using t-test of hypothesis test one variable left 

side. The result of the research show that the effectiveness of controlling by The 

Environment Department to overcome company’s air pollution in Cilegon City is 

considered to be running well. Based on the results of the calculation of the data 

obtained tcount greater than ttable ((10,92 > 1,671) so that, the effectiveness of 

controlling by The Environment Department to overcome company’s air pollution 

in Cilegon City reached 75% is greater than the hypothetical rate that is 65%. 

Recommendation from this research is so further enchance the effectiveness of 

controlling, adding the supervisor for controlling many company, procurement 

adequate of facilities for controlling an air pollution. 

 

Keywords : air pollution, control, effectiveness, environment 
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1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Masalah lingkungan hidup kini telah menjadi suatu permasalahan di 

seluruh belahan dunia. Masalah ini menjadi perhatian bangsa-bangsa di 

dunia. Lingkungan hidup mempengaruhi kelangsungan hidup dan 

kesejahteraan manusia dan mahluk hidup lainnya. Pembangunan dan 

perindustrian selain memberikan dampak bagi perekonomian dan 

kesejahteraan masyarakat, juga telah menimbulkan permasalahan lingkungan. 

Eksploitasi lingkungan secara berlebihan dan tidak memerhatikan akibatnya 

pada lingkungan inilah yang mengancam lingkungan hidup, sehingga pada 

periode waktu tertentu sumber daya alam yang terus dikeruk akan 

menghasilkan dampak kerusakan lingkungan dan ekosistem. Kegiatan 

manusia mengakibatkan pencemaran lingkungan seperti pencemaran tanah, 

air, udara, kerusakan hutan dan lahan, kerusakan ekosistem laut dan masalah 

bahan berbahaya dan beracun (B3). 

Indikator dari kemajuan suatu daerah adalah meningkatnya jumlah 

investasi yang ada. Bentuknyata dari investasi adalah terbentuknya suatu 

badan usaha atau industri. Dengan pertumbuhan yang pesat dari sektor 

industri dan kegiatan usaha lainnya, akan berbanding terbalik dengan efek 

yang akan diterima oleh masyarakat, karena banyak industri dan kegiatan 
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usaha lainnya sehingga akan meningkatkan resiko dari pencemaran 

lingkungan. Pada kegiatan industri dampak yang ditimbulkan adalah masalah 

limbah dari industri itu sendiri yang apabila tidak dilakukan batasan dan 

pemantauan, akan menimbulkan pencemaran pada lingkungan dan 

menimbulkan kerusakan lingkungan hidup. 

Seiring dengan banyaknya pencemaran yang tidak terkontrol, dapat 

menyebabkan ancaman kerusakan lingkungan hidup dan ekosistem. Dari 

permasalahan lingkungan tersebut maka perlu adanya upaya untuk 

perlindungan dan upaya pengelolaan lingkungan hidup yaitu dengan 

meningkatkan pengawasan dan pemberian sanki yang tegas bagi 

pelanggarnya, salah satunya pencabutan ijin produksi bagi perusahaan yang 

mengesampingkan dampak lingkungan. Dengan menindak lanjuti 

permasalahan lingkungan tersebut, maka dikeluarkanlah Undang-Undang 

Nomor 32 Tahun 2009, dimana membahas tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Hidup. Berkenaan dengan hal tersebut maka dibentuklah Satuan 

Kerja Perangkat Daerah yakni Badan Lingkungan Hidup (BLH).Adanya 

pengawasan yang efektif sangatlah diperlukan, guna mengatasi pengendalian 

lingkungan terutama bagi daerah yang merupakan kawasan industri. Fungsi 

pengawasan dilakukan terhadap perencanaan dan pelaksanaan, kegiatan 

pengawasan sebagai fungsi manajemen bermaksud untuk mengetahui 

sejauhmana pelaksaan dapat berjalan sesuai dengan perencanaan. 

Pencemaran udara terutama di daerah perkotaan dari waktu ke waktu 

diperkirakan akan semakin meningkat seiring dengan laju pertumbuhan 
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pembangunan di berbagai sektor seperti sektor industri, kegiatan trasportasi, 

kegiatan rumah tangga, dan masalah sampah. Berikut ini adalah tabel beban 

pencemaran udara dan sumbernya yang ada di daerah Provinsi Banten dilihat 

dari data Status Lingkungan Hidup Provinsi Banten (SLH) tahun 2013. 

Tabel 1.1 

Beban Pencemaran Udara dan Sumbernya 

no. Nama Kabupaten/ Kota Sumber Pencemaran  

1 

Kota Cilegon 

Industri dan transportasi; debu (231-

1461g/m
3, 

hidrokarbon (176-392 g/m
3, 

karbonmonoksida (15.886-

16.000g/m
3
). 

 

Sumber tidak bergerak; nitrogen dioksida 

(1.776.768 ton/tahun). 

 

2 
Kota tangerang Transportasi. 

3 

Kabupaten Pandeglang 

Industri dan rumah tangga; 

karbondioksida (±145.592 ton), partikel 

debu (±15.879), karbonmonoksida 

(±1827 ton), hidrokarbon (±158 ton), 

nitrogen dioksida (±98,66 ton). 

4 Kabupaten Tangerang < Baku mutu udara ambien 

5 Kabupaten Serang < Baku mutu udara ambien 

6 Kabupaten Lebak (-) 

 

Sumber : Buku Data Status Lingkungan Hidup Provinsi Banten Tahun 2013 

 

Menurut buku data Status Lingkungan Hidup Provinsi Banten, dari 

masing-masing kabupaten/kota di provinsi Banten yang tercemar udara, kota 

Cilegon merupakan wilayah pertama yang tingkat pencemaran udaranya 

tinggi. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh kondisi lingkungan yaitu pengaruh 

industri dan transportasi. Pada urutan kedua yaitu kota Tangerang, jalan tol 

Jakarta-Merak dan Bandara Soekarno-Hatta merupakan salah satu potensi 

yang menjadi daya tarik investasi di kota Tangerang, namun pada tahap 
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berikutnya potensi tersebut berkembang sehingga mengancam daya dukung 

lingkungan, termasuk permasalahan kualitas udara karena pencemaran udara 

oleh sektor transportasi. Pada posisi ketiga yaitu kabupaten Pandeglang, 

dengan adanya PLTU Labuan maka beban pencemaran udara yang dihasilkan 

di kabupaten Pandeglang bertambah terutama pada sumber pencemaran tidak 

bergerak. Posisi keempat yaitu kabupaten Tangerang, pengamatan terhadap 

kualitas udara di kabupaten Tangerang menunjukan bahwa kualitas udara 

ambien masih dibawah nilai ambang batas yang ditentukan. Posisi keenam 

yaitu kabupaten Serang, berdasarkan hasil pemantauan menunjukan bahwa 

udaranya masih cukup baik dimana sebagian besar parameter pencemar udara 

masih dibawah dari ambang batas. Kemudian di posisi terakhir yaitu 

kabupaten Lebak, data mengenai kondisi kualitas udara di kabupaten Lebak 

tidak diperoleh, namun dapat diperkirakan bahwa beban pencemaran udara di 

wilayah ini masih reatif kecil. (Sumber: Buku Data Status Lingkungan Hidup 

Daerah Provinsi Banten Tahun 2013). 

Berdasarkan uraian diatas, Kota Cilegon merupakan kota yang berada 

pada urutan pertama dalam pencemaran kualitas udara, maka penulis akan 

membahas Kota Cilegon sebagai lokasi penelitian. Kota Cilegon adalah 

sebuah kota di provinsi Banten. Cilegon berada di ujung barat laut pulau 

Jawa, di tepi Selat Sunda. Kota Cilegon dikenal sebagai kota industridan 

menjadi pusat industri di kawasan Banten bagian Barat, serta harus diakui 

tulang punggung ekonomi Kota Cilegon sekarang ini adalah sektor industri. 

Sebutan lain bagi kota Cilegon adalah „Kota Baja‟ mengingat kota ini 
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merupakan penghasil baja terbesar di Asia Tenggara. Di Cilegon terdapat 

beberapa objek vital negara antara lain Pelabuhan Merak, Kawasan Industri 

Krakatau Steel, dan Jembatan Selat Sunda. Kota Cilegon memiliki delapan 

kecamatan yaitu Kecamatan Pulomerak, Kecamatan Cilegon, Kecamatan 

Cibeber, Kecamatan Ciwandan, Kecamatan Grogol, Kecamatan Purwakarta, 

Kecamatan Jombang, dan Kecamatan Citangkil.  

Berdasarkan Buku Data Status Lingkungan Hidup Kota Cilegon tahun 

2013 penggunaan lahan terbesar di Kota Cilegon adalah lahan keringsebesar 

7.775 hektar atau sebesar45% dari luas total Kota Cilegon dan lahan non 

pertanian sebesar 7.011 hektar atau sebesar 40%.Sementara itu penggunaan 

lahan terkeciladalah lahan badan air seluas 22 hektar atau 0,13% dari luas 

total Kota Cilegon. 

 

 

 

 

 

Sumber: Dinas Tata Kota, 2013 

Gambar 1.1 

Luas Wilayah Menurut Penggunaan Lahan 

Penggunaan lahan yang lain berupa lahan sawah, perkebunan, dan 

lahan hutan memiliki porsi sebesar 15,62% dari luas total Kota Cilegon. Hal 
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ini sesuai dengan tipologi Kota Cilegon sebagai kota industri, perdagangan 

dan jasa. Lahan pertanian mendapatkan tekanan yang besar dalam 

pengembangan Kota Cilegon akibat pembangunan perumahan/ permukiman, 

kegiatan industri, perdagangan dan jasa.  

Wilayah Kota Cilegon yang sebagian besar merupakan kawasan 

industri inirentan dengan persoalan lingkungan hidup. Pemerintah Kota 

Cilegon memiliki komitmen kuat dalam melakukan pembangunan 

berkelanjutan yang berwawasan lingkungan sehingga upaya pemanfaatan 

lingkungan hidup dan sumberdaya alam diharapkan mampu menopang 

keberlanjutan pembangunan itu sendiri.  

Dalam Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 2 Tahun 2004 tentang 

Pengendalian dan Pencemaran Lingkungan BAB III mengenai Perlindungan 

dan Mutu Lingkungan Pasal 4 berbunyi menyebutkan bahwa setiap orang 

atau penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan dilarang melakukan 

perbuatan yang dapat menimbulkan pencemaran dan/atau perusak 

lingkungan. Cilegon sebagai kota industri sudah sepatutnya memperhatikan 

masalah lingkungan yang ditimbulkan dari dampak kegiatan industri yang 

dilakukan di daerah tersebut, telah ditetapkan peraturan untuk masing-masing 

komponen lingkungan. Pemantauan dilakukan untuk mengetahui ada atau 

tidaknya penyimpangan atas baku mutu yang ditetapkan oleh pemerintah. 

Adapun komponen lingkungan yang memerlukan pemantauan antara lain 

kualitas udara, air tanah dan permukaan (air limbah, air laut, dan air sumur), 
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limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) dan emisi (emisin boiler, 

incinerator, dan emisi sumber tidak bergerak). 

Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon melaksanakan tugas pokok dan 

fungsi mengelola lingkungan hidup berupaya menjamin dan mengarahkan 

dampak atau pengaruh yang timbul pada lingkungan hidup yang dilibatkan 

oleh suatu kegiatan/ usaha kearah kondisi yang ideal serta melaksanakan 

Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan yaitu pencegahan 

pencemaran air, pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak, 

penyediaan informasi status kerusakan lahan dan atau tanah untuk produksi 

biomassa, tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan 

pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup.Adapun program kerja 

yang dilakukan Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon yaitu, program 

pengendaliandanpencemarankerusakanlingkungan, program perlindungan dan 

pengelolaan lingkunganhidup, konservasisumberdayaalamdanbuatan. 

Program pertama, yaitu perlindungan dan pengelolaan lingkungan. Upaya 

pengelolaan lingkungan hidup tidak hanya dilakukan oleh Badan Lingkungan 

Hidup saja, namun juga dilaksanakan dengan kerjasama dari instansi lainnya 

dan partisipasi dari masyarakat. Untuk sekolah-sekolah, terdapat program 

Adipura dan Adiwiyata Kota Cilegon. Program ini ditujukan kepada sekolah-

sekolah dengan tujuan memberikan kesadaran kepada siswa sekolah dalam 

upaya pelestarian lingkungan hidup dan juga untuk menilai sekolah-sekolah. 

Program kedua yaitu dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup Kota 

Cilegon yaitu konservasisumberdayaalamdanbuatan.Pada tahun 2013 telah 
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direlisasikan penanaman pohon sebanyak 18.000pohon yang tersebar di 

Kecamatan Cilegon dan Cibeber.Jenis pohon yang ditanam di Kota 

Tangerang berupa pohon pelindung (jenis Trembesi). Bantuan bibit tanaman 

sebanyak 300 pohon diberikan di Kelurahan Bendungan, Kecamatan 

Cilegon.Bantuan berupa 50 batang pohon jenis Glodogan tiang untuk ditanam 

di area Terminal Seruni dan di Simpang Tiga Kota Cilegon. PT. KIEC telah 

melakukan penanaman sekitar 3.000 pohon yang terdiri dari jenis Trembesi, 

Mahoni, Gamelina, Glodogan, Jati mas dan lain-lain. Penghijauan yang 

diberikan oleh PT. Chandra Asri berupa bibit pohon mangga dan nangka yang 

diserahkan kepada masyarakat. Total jumlah pohon yang diberikan sebanyak 

4.500 batang pohon. Kemudian pada tahun 2014 Badan Lingkungan Hidup 

telah melaksanakan penghijauan, di setiap kecamatan terdapat kawasan lahan 

tritis, sebagai contoh di kelurahan Banjarnegara kecamatan Ciwandan seluas 

45 Ha sebanyak 18.000 pohon. Jenis tanaman yang ditanam yaitu pohon 

Sengon, Jati, Pete, dan Mangga. (Sumber: Hasil wawancara dengan Kepala 

Sub Bidang Konservasi Lingkungan Buatan, yaitu Ibu Siti Roihatul Janah, ST 

pada hari Senin 19 Januari 2015 pukul 09.58 WIB di Kantor Badan 

lingkungan Hidup Kota Cilegon).  

Program ketiga yaitu bidang pengendalian dan pencemaran kerusakan 

lingkungan, Lingkungan Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon telah 

melaksanakan kegiatan pemantauan dan analisa terhadap kualitas komponen 

udara, air tanah dan permukaan (air limbah, air laut, dan air sumur), limbah 

bahan berbahaya dan beracun (B3) dan emisi (emisin boiler, incinerator, dan 
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emisi sumber tidak bergerak).  (Sumber: Hasil wawancara dengan Pejabat 

Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup Muda yaitu Ibu Hardani Muktiari, 

S.Si di Kantor Badan Lingkunga Hidup Kota Cilegon pada hari Selasa 31 

Maret 2015 pukul 09.48 WIB). 

Kota Cilegon merupakan kawasan industri padat modal, Kota Cilegon 

telah menjadi kota penghasil baja yang besar, dengan begitu menjadikan Kota 

Cilegon rentan dengan pencemaran yang dapat merusak lingkungan dan 

mengganggu kenyamanan masyarakat. 

Grafik 1.1 Jumlah Pengaduan Masalah Lingkungan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Su

mber: BLH Kota Cilegon, 2013 

Dari grafik 1.1 buah pengaduan yang dilayangkan masyarakat tersebut, 

seluruh pengaduan sudah ditindaklanjuti yang diawali dengan penyidikan dan 

pembuktian di lapangan. Penindakan terhadap serluruh kegiatan dan/atau 

usaha dilakukan dengan cara melakukan saran-saran teknis dari Tim BLH 



10 
 

Kota Cilegon. Dari grafik diatas dapat diketahui bahwa jumlah pengaduan 

paling banyak dikeluhkan adalah mengenai persoalan pencemaran udara. 

Berdasarkan data yang didapat dari Laporan Status Lingkungan Hidup 

Kota Cilegon tahun 2013, pengaduan persoalan udara menjadi yang paling 

tinggi maka peneliti memfokuskan penelitian pada komponen udara. 

Pemerintah Kota Cilegon sepanjang tahun 2013 telah menerima sepuluh 

pengaduan/gugatan oleh masyarakat, pengaduan tersebut terutama dalam 

masalah pencemaran udara.Pada tahun 2014 terdapat tiga pengaduan yaitu 

mengenai keluhan debu dengan dua orang pelapor, pengaduan aktifitas 

radiasi, dan pengelolaan slag di Kecamatan Purwakarta. Pengaduan tersebut 

bisa dengan surat atau langsung datang ke kantor. Dalam menanggapi 

pengaduan tersebut pihak Badan Lingkungan Hidup tanggap dalam 

mengatasinya, biasanya dikirim petugas yang akan mengecek sumber 

pencemaran, apabila berasal dari kegiatan usaha maka dikirimkan surat 

kepada pihak yang bersangkutan (Sumber: Hasil wawancara dengan Pejabat 

Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup Muda yaitu Ibu Hardani Muktiari, 

S.Si di Kantor Badan Lingkunga Hidup Kota Cilegon pada hari Selasa 31 

Maret 2015 pukul 09.50 WIB). 

Kegiatan pemantauan dan analisa terhadap kualitas udara setiap tiga bulan 

sekali atau empat kali dalam satu tahun. Hasil pemantauan secara umum 

menunjukan masih terdapat beberapa lokasi yang melebihi Baku Mutu Udara 

Ambien. Rekapitulasi hasil pemantauan kualitas udara ambien pada tahun 

2013. Udara ambien merupakan ukuran batas atau kadar zat, energi, atau 
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komponen yang ada atau yang seharusnya ada, atau unsure pencemar yang 

ditenggangkan keberadaannya  di udara. 

Table 1.3  

Rekapitulasi Hasil Pemantauan Kualitas Udara Ambien 

No Tipologi Lokasi Parameter >BMUA 

1 Permukiman/ 

Perumahan 
 Desa Bundar 

 Kampung Cilodan 

 Desa Tegal Buntu/Pondok Pesantren 

 Desa Pangabuah  

 Desa Pangabuan 

 Desa Randakali 

 Kampung Kruwuk 

 Kampung Warga Baja 

 Pabuaran Lor 

 Depan Perumahan Krakatau Steel 

 Kampung Cikusa Lama 

 Kampung Cikusa Baru 

 Kampung Citangkil 

 Sumur Waluh 

 Desa Cilurah 

 Palm Hills 

SO2, NO2, O3, CO, 

Hidrokarbon 

2 Fasilitas umum  Terminal Seruni 

 Depan ASDP Pelabuhan Merak 

 

SO2, NO2, O3, 

Hidrokarbon 

3 Perkantoran  SP 3 Polres 

 Kantor Bea Cukai 

 Depan Telkom 

SO2, NO2, O3, 

Hidrokarbon 

4 Komersial  Depan Ramayana 

 Depan Optik Nirmala 

 Pasar Merak 

SO2, NO2, O3, CO, 

Hidrokarbon 

5 Industri  KBS/Sebrang Ciwandan 

 Depan Pelabuhan Indo 

SO2, NO2, O3, 

Hidrokarbon 

6 Jalan (roadside)  Perempatan PCI NO2, O3 

  Sumber: BLH Kota Cilegon, 2013. 

 Berdasarkan hasil pemantauan pada Tabel 1.3 di atas terlihat 

bahwa daerah permukiman/perumahan yang seharusnya mendapatkan 

perlindugan terhadap pencemaran udara pun sudah memiliki kualitas udara 

yang buruk. Jenis parameter pencemar di daerah permukiman/perumahan 

hampir sama dengan jenis parameter pencemar di daearah industri, komersial, 
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dan perkantoran. Untuk itu upaya pengendalian pencemaran udara harus 

digalakan dengan intensif, terutama yang berasal dari kegiatan industri. 

Dari hasil observasi awal dengan mengumpulkan data lingkungan hidup 

Kota Cilegon dan hasil wawancara dengan petugas di Badan Lingkungan 

Hidup Kota Cilegon, peneliti menemukan beberapa masalah, diantaranya:  

Pertama, pengawasan pada komponen udara tidak sesuai dengan waktu 

yang ditentukan. Untuk pemantauan udara menurut programnya dilakukan 

empat kali dalam satu tahun atau setiap tiga bulan satu kali. Namun pada hasil 

laporan pemantauan udara, ternyata tidak sesuai. Hanya dua kali dalam satu 

tahun. Dan ada beberapa titik yang melebihi baku mutu atau nilai ambang 

batas udara. (Sumber: Hasil wawancara dengan Pejabat Fungsional Pengawas 

Lingkungan Hidup Muda yaitu Ibu Hardani Muktiari, S.Si di Kantor Badan 

Lingkunga Hidup Kota Cilegon pada hari Selasa 31 Maret 2015 pukul 10.00 

WIB). 

Kedua, pencemaran udara mengakibatkan gangguan kesehatan pada 

masyarakat.  
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Sumber : Dinas Kesehatan Kota Cilegon, 2013 

 

Gambar 1.2 

Jenis Penyakit Utama yang Diderita Penduduk 

 

Berdasarkan gambar 1.2 jenis penyakit utama yang diderita penduduk yang 

tertinggi adalah Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA). Hal ini menunjukan 

udara yang dihasilkan tidak baik untuk kesehatan masyarakat.   

Ketiga, terbatasnya sarana prasarana operasional. Dalam pemantauan 

komponen lingkungan, Badan Lingkungan Hidup menggunakan jasa pihak 

ketiga untuk mengukur kualitas komponen lingkungan hidup. Hal tersebut 

disebabkan karena belum ada lab yang menunjang, belum tersedianya alat 

pendukung untuk mengukur komponen lingkungan hidup. Untuk alat analisa 

air sudah ada, namun untuk udara belum tersedia. Dengan begitu yang 

menjadi hambatan yaitu terbatasnya sarana prasarana pendukung untuk 

melaksanakan pemantauan komponen lingkungan hidup di Kota Cilegon. 

(Sumber: Hasil wawancara dengan Kepala Sub Bidang Pengendalian 
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Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan yaitu Ibu Eri Sukaesih, ST, MM di 

Kantor Badan Lingkungan Hidup pada hari Jumat 10 April 2015 pukul 

10.00WIB). 

Keempat, keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur. Jumlah 

perusahaan industriKota Cilegon yaitu sebanyak 170 perusahaan. Setiap 

tahunnya seharusnya seluruh industri terpantau, namun hanya sekitar 90 

industri saja yang dapat dipantau, dan selebihnya apabila ada yang belum 

maka dilanjutnya di tahun berikutnya. Hal tersebut menunjukan bahwa 

sumber daya manusia yang ada belum mencukupi untuk mengawasi 

perusahaan industri yang ada di Kota Cilegon. (Sumber: Hasil wawancara 

dengan Kepala Sub Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan 

Lingkungan yaitu Ibu Eri Sukaesih, ST, MM di Kantor Badan Lingkungan 

Hidup pada hari Jumat 10 April 2015 pukul 09.36). 

Tabel 1.5 

Kualifikasi Pegawai Berdasarkan Pendidikan 

Pendidikan Jumlah 

Strata 2 9 orang 

Sarjana Teknik 8 orang 

Sarjana Sosial 1 orang 

Sarjana Hukum 1 orang 

Sarjana Ekonomi 5 orang 

Sarjana Manajemen 1 orang 

Sarjana Ilmu Pemerintahan 1 orang 

D3 3 orang 

SLTA 11 orang 

Jumlah 40 orang 

Sumber: Profil Badan Lingkungan Hidup, 2013 
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 Jumlah pegawai tersebut bila dibandingkan dengan beban kerja masih 

kurang dari mencukupi sehingga masih perlu penambahan Pegawai Negeri 

Sipil sebanyak 5 pegawai dengan kualifikasi yang dibutuhkan terdiri  dari 

Sarjana Lingkungan, Sarjana Kehutanan, Sarjana Teknik Kimia, dan Sarjana 

Pertanian. 

Kelima, terbatasnya anggaran untuk pelaksanaan pengawasan kelapangan 

dan pemenuhan sarana prasarana. Pelaksanaan pemantauan pengawasan ke 

lapangan belum berjalan secara maksimal karena faktor anggaran yang 

terbatas. Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon belum mempunyai 

laboratorium khusus sendiri dan untuk mobil baru tersedia pada tahun 2014, 

untuk mobil lab hanya ada satu dan ternyata masih kurang untuk digunakan 

untuk pemantauan ke lapangan. 

Berdasarkan permasalahan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian tentang “Efektivitas Pengawasan Badan Lingkungan Hidup Kota 

Cilegon dalam mengatasi Pencemaran Udara oleh Perusahaan di Kota 

Cilegon” 

1.2 Identifikasi Masalah  

Berdasarkan hasil pengamatan dan studi pendahuluan yang telah dilakukan 

sebelumnya, maka penulis menemukan permasalahan sebagai berikut:  

1. Pengawasan pada komponen udara tidak sesuai dengan waktu yang 

ditentukan. 

2. Pencemaran udara mengakibatkan gangguan kesehatan pada masyarakat.  
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3. Terbatasnya sarana prasarana operasional. 

4. Terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur. 

5. Terbatasnya anggaran untuk pelaksanaan pengawasan kelapangan dan 

pemenuhan sarana prasarana.  

1.3 Batasan Masalah 

Kota Cilegon merupakan kota industri dengan tingkat pencemaran 

tertinggi menurut buku data Status Lingkungan Hidup tahun 2013, maka 

peneliti memilih lokasi penelitian yaitu pada Kota Cilegon. Berdasarkan 

identifikasi masalah di Kota Cilegon yang telah diuraikan diatas, menunjukan 

bahwa pentingnya peran pengawasan dari Badan Lingkungan Hidup. 

Mengingat masalah yang diteliti adalah masalah yang kompleks, maka peneliti 

membatasi ruang lingkup kajian dengan penelitian pada: Efektivitas 

Pengawasan Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon dalam Mengatasi 

Pencemaran Udara oleh Perusahaan di Kota Cilegon. 

1.4 Rumusan Masalah 

Dalam aktifitas yang dilakukan dapat dipastikan ada suatu permasalah atau 

kendala yang dihadapi, hal ini pula yang terdapat dalamefektivitas 

pengawasan Badan Lingkungan Hidup terhadap pencemaran 

lingkungan.Permasalah yang ada tentunya memerlukan pembahasan dan 

analisis dalam rangka mencari solusi atau jalan keluar pemecahan masalahnya. 

Berkenaan dengan itu maka dalam penelitian ini, peneliti merumuskan 

masalah sebagai berikut : 
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“Seberapa besarefektivitas pengawasan Badan Lingkungan Hidup Kota 

Cilegon dalam mengatasi pencemaran udaraoleh perusahaan di Kota 

Cilegon?” 

1.5 Tujuan Penelian  

Setiap bentuk langkah atau tindakan yang terencana telah mempunyai 

tujuan tertentu, demikian pula halnya dengan penelitian yang penulis lakukan 

ini. Berdasarkan pada rumusan masalah yang ada, maka tujuan penelitian ini 

adalah : 

Untuk mengetahui seberapa besar efektivitas pengawasan Badan 

Lingkungan Hidup Kota Cilegon dalam mengatasi pencemaran udara oleh 

perusahaan di Kota Cilegon. 

1.6 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian merupakan dampak dari tercapainya tujuan. Oleh 

karena itu penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 

berikut : 

a. Manfaat Teoritis 

1. Pengembangan Ilmu Administrasi Negara 

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk wawasan dan pengetahuan, 

yang dapat digunakan dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang 

berkaitan dengan Ilmu Administrasi Negara khususnya di bidang 

manajemen dan administrasi pembangunan. 
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2. Penelitian Lebih Lanjut 

Hasil dari penelitian ini diharapkan semoga dapat dijadikan referensi 

bagi penelitian lain yang akan melakukan penelitian lebih lanjut 

dengan topik yang sama. 

b. Manfaat Praktis 

1. Manfaat untuk peneliti, yaitu untuk pengembangan kemampuan dan 

penguasaan ilmu pengetahuan yang akan diperoleh selama perkuliahan 

pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Sultan 

Ageng Tirtayasa. 

2. Manfaat bagi pembaca, yaitu dapat dijadikan sebagai bahan masukan 

yang berkaitan dengan efektivitas pengawasan Badan Lingkungan 

Hidup Kota Cilegon dalam Mengatasi Pencemaran Udara oleh 

Perusahaandi KotaCilegon. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI, KERANGKA PEMIKIRAN DAN 

HIPOTESIS PENELITIAN 

2.1 Landasan Teori 

Deskripsi teori dalam sebuah penelitian merupakan uaraian sistematis 

stentang teori (dan bukan sekedar pendapat pakar atau penulis buku) dan 

hasil-hasil penelitian yang relevan dengan variabel yang diteliti. Deskripsi 

teori paling tidak berisi tentang penjelasan terhadap variabel-variabel yang 

diteliti, melalui definisian, dan uraian yang lengkap dan mendalam dari 

berbagai referensi, sehingga ruang lingkup, kedudukan, dan prediksi terhadap 

hubungan antar variabel yang akan diteliti menjadi lebih jelas dan terarah. 

2.1.1  Efektivitas 

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, efektivitas identik 

dengan terminologi prestasi yang secara hasil dari suatu yang dilakukan 

gramatikal didefinisikan sebagai hasil yang telah diraih, sesuatu yang 

berhasil dicapai dengan baik hasil dari suatu pekerjaan. Selain itu 

menurut Handoko (2000:7), mengutarakan pengertian efektivitas 

sebagai berikut :  

“Efektivitas merupakan kemampuan untuk memilih tujuan yang 

tepat atau peralatan yang tepat untuk mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan”. 
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Menurut F. Drucker sebagai berikut : 

“Efektivitas merupakan landasan untuk mencapai sukses, dan 

efisiensi merupakan sumber daya minimal yang digunakan 

mencapai kesuksesan itu”. Efisiensi berkenaan dengan cara 

mengerjakan sesuatu yang betul, sedangkan efektivitas 

dengan pekerjaan yang betul dikerjakan”. 

Hal ini sejalan dengan derajat pencapaian tujuan baik secara 

eksplisit maupun implisit yaitu seberapa jauh rencana dapat 

dilaksanakan dan seberapa jauh tujuan itu tercapai. 

Efektivitas juga dapat diartikan sebagai berikut: 

“Kata efektif berarti terjadinya sutu efek atau akibat yang 

dikehendaki dalam sutu perbuatan setiap pekerjaan yang 

efisien tentu efektif, karena dilihat dari hasil tujuan atau 

akibat yang dikehendaki dari perbuatan dengan perbuatan 

ini telah tercapai bahkan secara maksimal setiap pekerjaan 

setiap pekerjaan yang efektif belum tentu efisien, karena 

hasil dapat dicapai tapi mungkin dengan penghamburan 

pikiran, tenaga, biaya, dan waktu”. 

Selanjut menurut Stoner (1982) yang dikutip oleh Hessel 

Nogi S. Tangkilisan (2005:138), menekankan pentingnya 

efektivitas organisasi, dan efektivitas adalah kunci dari kesuksesan 

suatu organisasi. Sedangkan menurut Miller dalam Tangkilisan 

(2005:138) mengemukakan bahwa: 

“Efektivitas dimaksud sebagai tingkat seberapa jauh suatu 

sistem sosial mencapai tujuan. Efektivitas ini harus dibedakan 

dengan efisiensi. Efisiensi terutama mengandung pengertian 

perbandingan antara biaya dan hasil. Sedangkan efektivitas 

secara langsung dihubungkan dengan pencapaian suatu 

tujuan”. 
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Selanjutnya dikatakan oleh Georgopualos dan Tannebaum dalam 

Tangkilisan (2005:139), yaitu: 

“Efektivitas organisasi adalah sejauh mana suatu organisasi 

yang merupakan sistem sosial dengan segala sumber daya dan 

sarana tertentu yang tersedia memenuhi tujuan-tujuannya tanpa 

pemborosan dan menghindari ketegangan yang tidak perlu 

diantara anggota-anggotanya”. 

Secara umum ada pandangan bahwa efektivitas dimaksudkan 

atau dapat didefinisikan dalam batas-batas tingkat pencapaian 

tujuan organisasi. Hall dalam Tangkilisan (2005:139) mengartikan 

bahwa dengan tingkat sejauh mana suatu organisasi merealisasikan 

tujuannya, semua konsep tersebut hanya menunjukan pada 

persiapan tujuan organisasi, sedangkan cara mencapai tujuan 

tersebut tidak dibahas. Yang membahas bagaimana mencapai 

tingkat efektivitas adalah Argris dalam Tangkilisan (2005:139) 

yang mengatakan: 

“Efektivitas organisasi adalah keseimbangan atau pendekatan 

secara optimal pada pencapaian tujuan, kemampuan, 

pemanfaatan tenaga manusia”. 

          Konsep tingkat efektivitas organisasi menunjuk pada tingkat 

sejauh mana organisasi melaksanakan kegiatan atau fungsi-fungsi 

sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan 

menggunakan secara optimal alat-alat dan sumber-sumber yang ada. 
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Ini berarti bahwa mengenai efektivitas organisasi neyamngkut dua 

aspek, yaitu : 

1. Tujuan organisasi, dan 

2. Pelaksanaan fungsi atau cara untuk mencapai tujuan pelaksanaan 

tersebut. 

        Suatu pekerjaan dikatakan efektif jika memiliki tujuan dan 

pelaksaan fungsi. Tujuan dan pelaksanaan fungsi dari suatu 

pekerjaan ditentukan di awal pekerjaan dimana tujuan berhubungan 

dengan sasaran atau target yang akan dicapai dari organisasi 

tersebut. Sedangkan pelaksanaan fungsi terkait dengan cara untuk 

mencapai sasaran (tujuan) yang telah ditetapkan. 

Definisi dari efektivitas pun dikemukakan oleh Sedarmayanti 

(2001:59), yang mengemukakan bahwa “efektivitas merupakan suatu 

ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target yang dapat 

tercapai”. Sedangkan kriteria atau indikator dari pada efektivitas 

menurut Tangkilisan (2005:314) yaitu diantaranya sebagai berikut : 

1. Pencapaian target: maksud dari pencapaian target disini 

diartikan sejauh mana target dapat ditetapkan organisasi, dapat 

terealisasikan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari sejauh 

mana pelaksanaan tujuan organisasi dalam mencapai target 

sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.  

2. Kemampuan adapatasi: keberhasilan suatu organisasi dilihat dari 

sejauh mana organisasi dapat menyesuaikan diri dengan 

perubahan-perubahan yang terjadi baik dalam organisasi dan 

luar organisasi. 

3. Kepuasan kerja: suatu kondisi yang dirasakan oleh seluruh 

anggota organisasi yang mampu memberikan kenyamanan dan 
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motivasi bagi peningkatan kinerja organisasi. Yang menjadi 

fokus elemen ini adalah antara pekerjaan dan kesesuaian 

imbalan atau sistem intensif yang diberlakukan bagi anggota 

organisasi yang berprestasi dan telah melakukan pekerjaan 

melebihi beban kerja yang ada. 

4. Tanggung jawab: organisasi dapat melaksanakan mandat yang 

telah diembannya sesuai dengan ketentuan yang telah dibuat 

sebelumnya. Dan bisa menghadapi serta menyelesaikan masalah 

yang terjadi dengan pekerjaannya.  

Menurut Gibson dalam Tangkilisan (2005:65), efektivitas 

organisasi dapat diukur sebagai berikut : 

1. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai 

Hal ini bertujuan agar karyawan dalam pelaksanaan tugas 

mencapai sasaran yang terarah dan tujuan organisasi dapat 

tercapai. 

2. Kejelasan strategi pencapaian tujuan 

Strategi adalah “pada jalan” yang diikuti dalam melakukan 

berbagai upaya dalam mencapai sasaran-sasaran yang 

ditentukan agar para implementer tidak tersesat dalam 

pencapaian tujuan organisasi. 

3. Proses analisis dan perumusan kebijaksanaan yang mantap 

Hal ini berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi 

yang telah ditetapkan, artinya kebijakan harus mampu 

menjembatani tujuan-tujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan 

kegiatan operasional. 

4. Perencanaan yang matang 

Pada hakikatnya berarti memutuskan sekarang apa yang 

dikerjakan oleh organisasi dimasa depan. 

5. Penyusunan program yang tepat 

Suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program-

program pelaksanaan yang tepat, sebab apabila tidak, para 

pelaksana akan kurang memiliki pedoman bertindak dan 

bekerja. 

6. Tersedianya sarana dan prasana 

Salah satu indikator efektivitas organisasi adalah kemampuan 

bekerja secara produktif. Dengan sarana dan prasarana yang 

tersedia dan mungkin disediakan oleh organisasi. 

7. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik. 

Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik 

mengingat sifat manusia yang tidak sempurna maka efektivitas 

organisasi menuntut terdapatnya sistem pengawasan dan 

pengendalian. 

 



24 
 

Definisi – definisi tersebut menilai efektivitas dengan 

menggunakan tujuan akhir atau tujuan yang diinginkan. Kenyataan 

dalam upaya mencapai tujuan akhir, perusahaan harus mengenali 

kondisi-kondisi yang dapat menghalangi tercapainya tujuan, 

sehingga dapat diterima pandangan yang menilai efektivitas 

organisasi sebagai ukuran seberapa jauh sebuah organisasi berhasil 

mencapai tujuan yang layak dicapai.  

Selanjutnya Streers dalam Tangkilisan (2005:141) 

mengemukakan lima kriteria dalam pengukuran efektivitas, yaitu : 

1. Produktivitas 

2. Kemampuan adaptasi kerja 

3. Kepuasan kerja 

4. Kemampuan berlaba 

5. Pencarian sumber daya. 

 

Untuk terwujudnya kerja yang efektif, terdapat beberapa 

faktor yang mempengaruhi, menurut Steer (2005:30) terdapat 

empat macam faktor yang mempengaruhi efektivitas kerja, yaitu: 

1. Karakteristik Organisasi 

Karakteristik organisasi terdiri dari struktur dan teknologi. 

Struktur diartikan sebagai hubungan yang relatif tetap sifatnya, 

merupakan cara suatu organisasi menyusun orang-orangnya 

untuk menciptakan sebuah organisasi yang meliputi faktor-

faktor seperti desentralisasi pengendalian., jumlah spesialisasi 

pekerjaan, cakupan perumusan interaksi antar pribadi dan 

seterusnya. Teknologi menyangkut mekanisme suatu organisasi 

untuk mengubah masukan mentah keluaran jadi. Teknologi 

dapat memiliki berbagai bentuk, termasuk variasi-variasi dalam 

proses mekanisme yang digunakan dalam produksi, dan variasi 

dalam pengetahuan teknis yang dipakai untuk menunjang 

kegiatan menuju sasaran. 

2. Karakteristik Lingkungan 
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Karakteristik lingkungan ini mencakup dua aspek, yaitu internal 

dan eksternal. Lingkungan internal dikenal sebagai iklim 

organisasi. Yaitu meliputi macam-macam atribut lingkungan 

yang mempunyai hubungan dan segi-segi dan efektivitas, 

khususnya atribut yang diukur pada tingkat individual. 

Lingkungan eksternal adalah kekuatan yang timbul dai luar 

batas organisasi, yang mempengaruhi keputusan serta tindakan 

didalam organisasi seperti kondisi ekonomi, pasar dan peraturan 

pemerintah. 

3. Karakteristik Pekerja 

Karateristik pekerja berhubungan dengan peranan perbedaan 

individu para pekerja dalam hubungannya dalam efektivitas. 

Para individu pekerja mempunyai pandangan yang berlainan, 

tujuan dan kemampuan yang berbeda-beda pula. Variasi sifat 

pekerja inilah yang menyebabkan perilaku orang berbeda satu 

sama lain. perbedaan tersebut mempunyai pengaruh langsung 

terhadap efektivitas organisasi. Dua hal tersebut adalah rasa 

keterkaitan terhadap organisasi dan prestasi kerja individu. 

4. Kebijakan dan Praktek Manajemen 

Manajer mempunyai peranan penting dalam keberhasilan suatu 

organisasi melalui perencanaan, koordinasi dan memperlancar 

kegiatan ke arah yang menjadi sasaran. Kebijakan yang baik 

adalah kebijakan tersebut secara jelas membawa kita kearah 

tujuan yang diinginkan. Pada intinya manajemen adalah tentang 

memutuskan apa yang harus dilakukan, kemudian 

melaksanakannya melalui orang-orang, oleh sebab itu orang-

orang didalam organisasi merupakan sumber daya terpenting. 

 

  Berdasarkan uraian diatas pengertian efektivitas dapat 

disimpulkan bahwa efektivitas adalah keberhasilan dalam 

pencapaian tujuan suatu organisasi melalui penyusunan program 

yang tepat dan pembagian kerja yang jelas dengan menggunakan 

sumber daya manusia dan sarana prasarana yang tersedia. Efektivitas 

organisasi pada dasarnya adalah efektivitas individu dalam 

organisasi atau efektivitas dari anggota organisasi itu sendiri dalam 

melaksanakan tugasnya dengan kedudukan dan peran mereka 

masing-masing dalam organisasi.  
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  Pandangan tentang efektivitas diatas menunjukan bahwa 

untuk mengetahui sesuatu itu efektifitas atau tidak, harus dikaitkan 

antara rencana, kehendak, aturan, sasaran atau tujuan dengan hasil 

yang telah didapat. Dengan kata lain sesuatu bisa dikatakan efektif 

apabila sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. 

Bisa dikatakan bahwa efektivitas adalah kesamaan atau kesesuaian 

rencana dengan hasil yang didapat dengan sarana dan prasarana yang 

ada agar berhasil guna dan berdaya guna. 

2.1.2 Pengawasan  

MacRae dalam buku Dunn, pengantar analisis kebijakan 

publik (2003:28) menjelaskan bahwa pemantauan atau monitoring 

menyediakan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang 

akibat dari kebijakan yang diambil sebelumnya. Ini membantu 

pengambil kebijakan pada tahap implementasi kebijakan. Banyak 

badan secara teratur memantau hasil dan dampak kebijakan dengan 

menggunakan berbagai indikator kebijakan di bidang kesehatan, 

pendidikan, perumahan, kesejahteraan, kriminalitas, dan ilmu dan 

teknologi. Pemantauan membantu menilai tingkat kepatuhan, 

menemukan akibat-akibat yang tidak diinginkan dari kebijakan dan 

program, mengidentifikasi hambatan dan rintangan implementasi, 

dan menemukan letak pihak-pihak yang bertanggungjawab pada 

setiap tahap kebijakan. 
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Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen. 

Pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses untuk “menjamin” 

bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai. 

Keseluruhan pengawasan adalah akitivitas membandingkan apa yang 

sedang atau sudah dikerjakan dengan apa yang telah direncanakan 

sebelumnya (Handoko, 2003:359). Pengertian pengawasan menurut 

beberapa tokoh dalam Syafii (2006:82) diantaranya: 

Lyndall urwick menganggap bahwa “pengawasan adalah 

upaya agar sesuatu dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang telah 

ditetapkan dan instruksi yang telah dikeluarkan”.  

Henry Fayol berpendapat bahwa “pengawasan adalah 

ketetapan dalam menguji apapun sesuatu persetujuan, yang 

disesuaikan instruksi dan prinsip perencanaan, yang sudah tidak 

dipungkiri lagi”.  

Kemudian Siagian juga mengemukakan mengenai definisi 

pengawasan yaitu proses pengamatan dari seluruh kegiatan 

organisasi kegiatan untuk menjamin agar semua pekerjaan yang 

sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah 

ditentukan sebelumnya. Ciri terpenting dari konsep yang 

dikemukakan oleh Siagian ini adalah bahwa pengawasan hanya 

dapat diterapkan pada pekerjaan-pekerjaan yang sedang berjalan dan 

tidak dapat diterapkan untuk pekerjaan-pekerjaan yang sudah selesai 
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dilaksanakan. Selanjutnya dalam Syafii (2006:83) George R Terry 

mendefinisikan pengawaan adalah: 

“Controling can be defined as the process of 

determining what is the accomplished, that is standar, what is 

being accomplished, that is performance, evaluating the 

performance, and if necessary opplying corrective moesure so 

the peformance take place according to plans, that is 

conformity with the standard”. 

Maksudnya, pengawasan dapat dirumuskan sebagai proses 

penentu yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan 

yaitu pelaksanaan, melalui pelaksanaan dan bila perlu melakukan 

perbaikan-perbaikan sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana 

yaitu selaras dengan standar (ukuran).  

Robin juga mengemukakan bahwa “control be defined as the 

process of monitoring activities to ensure they are being 

accomplished as planed and of conectingany significant 

devisitions”. 

Maksudnya, pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses 

mengikuti perkembangan untuk menjamin (to unsure) jalannya 

pekerjaan, dengan demikian dapat selesai secara sempurna 

(accomplished) sebagaimana yang direncanakan sebelumnya dengan 

pengoreksian beberapa pemikiran yang saling berhubungan.  

Pengertian tentang pengawasan sangat beragam dan banyak 

sekali pendapat para ahli yang mengemukakannya, namun demikian 

pada prinsipnya semua pendapat yang dikemukakan oleh para ahli 
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adalah sama, yaitu merupakan tindakan membandingkan antara hasil 

dan kenyataan dengan hasil yang diinginkan, yang dilakukan dalam 

rangka melakukan koreksi atas penyimpangan-penyimpangan yang 

terjadi dalam kegiatan manajemen.  

Pengawasan merupakan fungsi manajerial yang keempat 

setelah perencanaan, pengorganisasian, dan pengarahan. Sebagai 

salah satu fungsi manajemen, mekanisme pengawasan di dalam 

suatu organisasi memang mutlak diperlukan. Pelaksanaan suatu 

rencana atau program tanpa diiringi dengan suatu sistem pengawasan 

yang baik dan berkesinambungan, jelas akan mengakibatkan 

lambatnya atau bahkan tidak tercapainya sasaran dan tujuan yang 

telah ditentukan.  

Strategi pemantauan atau pengawasan menurut Widodo 

(2006:94) sama dengan strategi implementasi, yaitu “menetapkan 

siapa yang melakukan, bagaimana standar operasional prosedur 

untuk melakukan kontrol, berapa besar anggaran, peralatan yang 

diperlukan dan jadwal pelaksanaan kontrol. 

a. Pelaku Kontrol Pelaksanaan Kebijakan 

Pelaku kontrol pelaksanaan kebijakan dilihat dari asalnya dapat 

dibedakan dalam dua macam, yaitu yaitu kontrol internal dan kontrol 

eksternal. Pelaku kontrol internal dapat dilakukan oleh unit atau 

bagian monitoring dan pengendalian, dan badan pengawasan daerah. 

Sementara itu, pelaku kontrol eksternal dapat dilakukan oleh DPRD, 

LSM, dan komponen masyarakat. 

b. Standar Prosedur Operasional Pemantau 

Standard Operating Procedure (SOP) kontrol atas pelaksanaan 

kebijakan dapat digambarkan sebagai berikut: 
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a. Organisasi harus menetapkan serangkaian tujuan yang dapat 

diukur dari aktifitas yang telah direncanakan. 

b. Alat monitoring harus disusun untuk mengukur kinerja 

individu, program atau sistem secara keseluruhan. 

c. Pengukuran diperoleh melalui penerapan berbagai alat 

monitoring untuk mengoreksi setiap penyimpangan yang 

berarti (significant deviation). 

d. Tindakan koreksi dapat mencakup usaha-usaha yang 

mengarahkan pada kinerja yang ditetapkan dalam rencana 

atau memodifikasi rencana ke arah lebih mendekati. 

e. Sumber Daya Uang dan Peralatan 

Untuk melakukan suatu kontrol atas pelaksaan suatu 

kebijakan, disamping diperlakukan dana yang cukup juga 

diperlukan peralatan yang memadai. Besarnya anggaran 

yang diperlukan untuk melakukan kontrol sangat tergantung 

kepada variasi dan kompleksitas pelaksanaan suatu 

kebijakan. Sumber anggaran dapat bersumber dari 

pemerintah pusat (APBN), pemerintah daerah (APBD), 

lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan swadaya 

masyarakat. Sementara itu, perlatan yang dibutuhkan untuk 

melakukan kontrol atas pelaksanaan suatu kebijakan 

macam, jenis, dan besar kecilnya peralatan juga sangat 

tergantung kepada variasi dan kompleksitas pelaksanaan 

kebijakan yang dikontrol. 

 

c. Jadwal Pelaksaan Kontrol 

Jadwal pelaksanaan kontrol atas pelaksanaan suatu kebijakan juga 

sangat beragam. Setidaknya kontrol internal jadwal pelaksanaan 

kontrol dapat ditetapkan setiap bulan, setiap triwulan, setiap 

semester sekali. Namun untuk kontrol eksternal, jadwal kegiatan 

sulit dilakukan penjadwalan. Karena pelaku kontrol berada diluar 

organisasi dan bukan menjadi kewenangan organisasi yang menjadi 

pelaku kebijakan untuk menetapkan jadwal kontrol. Selain itu, 

kontrol eksternal karena pelakunya diluar organisasi suatu kebijakan, 

maka sulit untuk diintervensi. Pelaku kontrol eksternal bisa saja 

melakukan kontrol setiap saat jika mereka memandang diperlukan. 

2.1.3 Fungsi dan Tujuan Pengawasan 

Pada dasarnya setiap kegiatan mempunyai tujuan, dan untuk 

mencapai tujuan tersebut diperlukan pemantauan dari tiap tahapnya 

agar tidak keluar dari rencana awal. Adapun tujuan dari pengawasan 

menurut Ukas (2004:337) mengemukakan : 
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1. Mensuplai pegawai-pegawai manajemen dengna informasi-

informasi yang tepat, teliti, dan lengkap tentang apa yang 

akan dilaksanakan. 

2. Memberi kesempatan pada pegawai dalam meramalkan 

rintangan-rintangan yang akan mengganggu produktifitas 

kerja secara teliti dan mengambil langkah-langkah yang 

tepat untuk menghapuskan atau mengurangi gangguan-

gangguan yang terjadi. 

3. Setelah kedua hal diatas dilaksanakan kemudian para 

pegawai dapat membawa kepada langkah terakhir dalam 

mencapai produktivitas kerja yang maksimum dan 

pencapaian yang memuaskan dari pada hasil-hasil yang 

diharapkan. 

2.1.4 Tipe-tipe Pengawasan 

Menurut Ukas (2004:343) yang menyebutkan ada tiga fase 

pengawasan, yaitu : (1) pengawasan awal, (2) pengawasan berjalan, 

(3) dan pengawasan akhir. Lebih lanjut Maman Ukas memperjelas 

bahwa: maksud dari pada pengawasan awal yang mendahului 

tindakan, adalah tiada lain untuk mencegh serta membatasi sedini 

mungkin kesalahan-kesalahan yang tidak diinginkan sebelum terjadi. 

Dengan kata lain tindakan berjaga-jaga sebelum memulai suatu 

aktivitas. Sedangkan pengawasan tengahh berjalan dilakukan untuk 

memantau kegiatan yang sedang dilaksanakan. Dengan cara 

membandingkan standar dengan hasil kerja, sehingga perlu ada 

tindakan-tindakan korektif untuk menghindari penyimpangan-

penyimpangan. Bukan hanya manajer-manajer yang bertindak, tetapi 

bawahan pun dapat melakukannya untuk dapat memberikan 

masukan pada organisasi bagi tindakan-tindakan perencanaan yang 

akan berulang di masa yang akan datang. Sebenarnya pengawasan 
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akhir tidak berdiri sendiri tetapi hasil kombinasi pada pengawasan 

awal dan tengah. 

Berdasarkan pendapat ahli tersebut, dapat diketahui bahwa 

pelaksanaan pengawasan terhadap suatu aktivitas kerja dapat 

dilakukan sebelumnya, sedang berjalan, dan sesudah proses kegiatan 

berakhir. Dengan demikian maka sistem pengawasan harus 

dirancang sesuai dengan kegiatan-kegiatan tepat pda waktunya.s 

        2.1.5 Proses Pengawasan 

   Fungsi pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan 

organisasi terhadap stiap pegawai yang berada dalam 

organisasi adalah merupakan wujud dari pelaksaan fungsi 

administrasi dari pimpinan organisasi terhadap para bawahan. 

Oleh karena itu, sebagai suatu fungsi maka proses pelaksanaan 

pengawasan kerja oleh pimpinan dilakukan dilakukan melalui 

beberapa tahap, seperti yang diungkapkan Harahap (2000:11) 

bahwa: 

“Manajemen kontrol adalah pekerjaan yang harus 

dilakukan oleh seorang pimpinan untuk meneliti dan 

menegur pekerjaan yang sedang berlangsung maupun 

yang telah selesai. Fungsi ini dapat dilakukan melalui 

kegiatan-kegiatan antara lain: establishing performance 

standard, measuring performance, evaluating 

performance, and correcting performance.” 

      Berdasarkan pendapat yang diungkapkan oleh Harahap 

tersebut, dapat diungkapkan bahwa pengawasan yang 
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dilakukan harus melalui tahapan-tahapan sebagai bentuk dari 

sutu proses kegiatan pengawasan. Bersamaan dengan pendapat 

tersebut, terdapat banyak pendapat yang mengungkapkan ada 

beberapa hal penting yang perlu diperhatikan dalam 

pelaksanaan pengawasan. Hal tersebut diungkapkan dalam 

bentuk langkah umum mengenai proses pengawasan. Ukas 

(2004:338) menyebutkan tiga unsur pokok atau tahapan-

tahapan yang selalu terdapat dalam proses pengawasan, yaitu: 

1. Ukuran-ukuran yang menyajikan bentuk-bentuk yang 

diminta. Standar ukuran ini bisa nyata, mungkin juga tidak 

nyata, umum ataupun khusus, tetapi selama seorang masih 

menganggap bahwa hasilnya adalah seperti yang 

diharapkan. 

2. Perbandingan antara hasil yang nyata dengan ukuran tadi. 

Evaluasi ini harus disampaikan kepada khalayak ramai 

yang dapat berbuat sesuatu akan hal ini. 

3. Kegiatan mengadakan koreksi. Pengukuran-pengukuaran 

laporan dalam suatu pengawasan tidak akan berarti tanpa 

adanya koreksi, jikalau dalam hal ini diketahui bahwa 

aktivitas umum tidak mengarah ke hasil-hasil yang 

diinginkan. 

Ketiga langkah proses pengawasan oleh Ukas diragakan 

dalam gambar berikut: 
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Gambar 2.1 

Proses Pengawasan 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Ukas (2004:338) 

2.1.6 Ciri-ciri Pengawasan yang Efektif 

Dalam melakukan pengawasan sangatlah perlu 

untuk dilakukan secara efektif sehingga dapat tercipta 

efektifitas pengawasan yang baik. Menurut Handoko 

(2000:373) untuk menjadi efektif, maka sistem dalam 

pengawasan harus memenuhi beberapa karakteristik-

karateristik sebagaimana pengawasan yang efektif, dan 

kriteria pengawasan yang efektif tersebut ialah sebagai 

berikut:  

1. Akurat, informasi tentang pelaksanaan kegiatan harus 

akurat. Data yang tidak akurat dari sistem  pengawasan 

dapat menyebabkan organisasi mengambil tindakan 
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yang keliru atau bahkan menciptakan masalah yang 

sebenarnya tidak ada.  

2. Tepat waktu, informasi harus dikumpulkan, 

disampaikan, dan dievaluasi secepatnya bila kegiatan 

perbaikan harus dilakukan segera. 

3. Objektif dan menyeluruh, bahwa informasi harus 

mudah dipahami dan bersifat objektif serta lengkap. 

4. Terpusat pada titik-titik pengawasan strategik. Sistem 

pengawasan harus memusatkan perhatian pada bidang-

bidang dimana penyimpangan-penyimpangan dari 

standar paling sering terjadi atau yang akan 

mengakibatkan kerusakan paling fatal. 

5. Realistik secara ekonomis. Biaya pelaksanaan sistem 

pegawasan harus lebih rendah, atau paling tidak sama, 

dengan kegunaan yang diperoleh dari sistem tersebut. 

6. Realistik secara organisasional. Sistem pengawasan 

harus cocok atau harmonis dengan kenyataan-

kenyataan organisasi. 

7. Terkoordinasi dengan aliran kerja organisasi. Informasi 

pengawasan harus terkoordinasi dengan aliran kerja 

organisasi, karena setiap tahap dari proses pekerjaan 

dapat mempengaruhi sukses atau kegagalan 

keseluruhan operasi, dan informasi pengawasan harus 

sampai pada seluruh personalia yang memerlukannya. 

8. Fleksibel, pengawasan harus mempunyai fleksibilitas 

untuk memberikan tanggapan atau reaksi terhadap 

ancaman ataupun kesempatan dari lingkungan. 

9. Bersifat sebagai petunjuk dan operasional. Sistem 

pengawasan efektif harus menunjukan, baik deteksi 

atau deviasi dari standar, tindakan koreksi apa yang 

seharusnya diambil. 

10. Diterima para anggota organisasi. Sistem pengawasan 

harus mampu mengarahkan pelaksanaan kerja para 

anggota organisasi dengan mendorong perasaan 

otonomi, tanggung jawab dan berprestasi. 

Kemudian Siagian dalam bukunya fungsi-fungsi 

manajerial (2005:130) mengatakan bahwa pelaksanaan 

pengawasan yang efektif merupakan salah satu refleksi dari 

efektivitas manajerial seorang pemimpin. Untuk 

melaksanakan pengawasan diperlukan tersedianya suatu 
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sisteem informasi yang andal agar pelaksanaan berbagai 

kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya benar-benar 

terlaksan sesuai dengan hal-hal yang telah ditetapkan. 

Penyediaan informasi tidaklah selalu mudah karena agar 

benar-benar bermanfaat dalam pelaksanaan pengawasan, 

informasi tersebut bukan saja harus dapat dipercaya, 

mutakhir, dan terolah dengan rapi, tetapi sesuai dengan 

kebutuhan pemakainya. Pengawasan akan berlangsung 

dengan efektif apabila memiliki ciri sebagai berikut : 

1. Pengawasan harus merefleksikan sifat dari 

berbagai kegiatan yang diselenggarakan. Yang 

dimaksud ialah bahwa teknik pengawasan harus 

sesuai, antara lain dengan penemuan informasi 

tentang siapa yang melakukan pengawasan dan 

kegiatan apa yang menjadi sasaran pengawasan 

tersebut. Dalam teknik pengawasan ada hal-hal 

yang berlaku bagi semua jenis organisasi, 

misalnya anggaran yang dialokasikan, standar 

waktu penyelesaian tugas, standar biaya, serta 

pemanfaatan sumber daya manusia.  

2. Pengawasan harus segera memberikan petunjuk 

tentang kemungkinan adanya deviasi dari 

rencana. Pengawasan harus mapu mendeteksi 

deviasi atau penyimpangan yang mungkin terjadi 

sebelum penyimpangan itu menjadi kenyataan. 

Usaha deteksi seperti itu harus dilakukan sedini 

mungkin dan informasi tentang hasil tentang 

deteksi itu harus segera tiba ditangna manajer 

secara fungsional bertanggung jawab agar ia 

segera dapat mengambill tindakan 

pencegahannya.  

3. Pengawasan harus menunjukan pengecualian 

pada titik-titik strategis tertentu. Karena 

banyaknya kegiatan yang harus dilakukan, 

manajer harus mampu menentukan kegiatan apa 
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yang perlu dilakukan sendiri dan kegiatan apa 

yang seharusnya didelegasikan kepada orang lain. 

4. Objektivitas dalam melakukan pengawasan. 

Terdapat kriteria dalam standar prestasi kerja 

yang diharapkan dipenuhi oleh para pelaksana 

kegiatan operasional. Kriteria demikian bermakna 

apabila para pelaksana mengetahui, memahami 

dan menerima kriteria tersebut. Dengan adanya 

kriteria tersebut, pengawasan dapat dilaksanakan 

dengan objektif. Dampak positif dari adanya 

kriteria yang jelas demikian dipandang dari 

kacamata para bawahan ialah bahwa bagi mereka 

lebih mudah menerima hasil pengawasan yang 

dilakukan.  

5. Keluwesan pengawasan. Salah satu konsekuensi 

adanya rencana yang fleksibel ialah bahwa 

pengawasan pun harus bersifat fleksibel pula. 

Fleksibilitas berarti bahwa pelaksanaan 

pengawasan harus tetap bisa berlangsung 

meskipun organisasi menghaapi perubahan 

karena timbulnya keadaan yang tidak diduga 

sebelumnya. Dengan demikian penyesuaian-

penyesuaian yang diperlukan dapat dilakukan 

dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan.  

6. Pengawasan harus memperhitungkan pola dasar 

organisasi. Pola dasar dan tipe organisasi tertentu 

ditetapkan dalam mana tertampung berbagai hal 

seperti pembagian tugas, pendelegasian 

wewenang, pola pertanggungjawaban, jalur 

komunikasi dan jaringan informasi. Semua ini 

harus diperhatikan dalam pengawasan.  

7. Efisiensi pelaksanaan pengawasan. Pengawasan 

dilaksanakan supaya keseluruhan organisasi 

bekerja dengan tingkat efisiensi yang semakain 

tinggi. Oleh karena itu pengawasan sendiri harus 

diselenggarakan dengan tingkat efisiensi tinggi 

pula.  

8. Pemahaman sistem pengawasan oleh semua 

pihak yang terlibat. Sistem pengawasan dewasa 

ini banyak digunakan dan dikembangkan 

berbagai teknik untuk membantu para manajer 

melakukan pengawasan seperti dengan 

menggunakan rumus matematika, bagan-bagan 

yang rumit, analisis yang terinci, atau data 

statistik. Akan tetapi tidak semua manajer 

memahami terlatih untuk menggunakan teknik-
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teknik canggih tersebut. Bagi yang bertugas 

selaku pengawas, perlu menentukan teknik 

pengawasan bagaimana yang dibutuhkannya, dan 

alat bantu apa yang dikuasainya.  

9. Pengawasan mencari apa yang tidak beres. 

Pengawasan yang baik harus menemukan siapa 

yang salah dan faktor-faktor apa yang 

menyebabkan terjadinya kesalahan tersebut. 

10. Pengawasan harus bersifat membimbing. Jika 

telah ditemukan ada yang tidak beres dan siapa 

yang salah serta telah diketahui pula faktor-faktor 

penyebabnya. Kelemahan dan kesalahan bawahan 

hanya bisa dikoreksi apabila manajer yang 

bersangkutan relatif bebas dari kelemahan dan 

kesalahan yang sama.  

Berdasarkan karakteristik diatas dapat diketahui 

bahwa pengawasan yang efektif adalah pengawasan yang 

merefleksikan sifat dari kegiatan yang sedang 

diselenggarakan, pengawasan tersebut dapat memberikan 

petunjuk tentang kemungkinan dari adanya kesalahan atau 

penyimpangan yang terjadi agar kesalahan tetrsebut dapat 

diantisipasi, dan apabila sudah terjadi maka dapat diketahui 

penyebabnya agar tidak terulang lagi sehingga kegiatan 

yang dilakukan tepat guna dan tujuan dari perencanaan 

dapat dicapai.  

2.1.7 Teknik-teknik dalam Pengawasan 

Siagian dalam bukunya fungsi-fungsi manajerial 

(2005:192) mengatakan bahwa jenis apapun pekerjaan 

senantiasa memerlukan suatu teknik atau cara yang tepat 

sehingga pekerjaan tersebut dapat diselesaikan dengan baik 
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dan memberikan hasil yang sesuai dengan jumlah atau 

kuantitas yang telah diharapkan dan memiliki kualitas atau 

mutu berdasarkan standar yang telah ditentukan 

sebelumnya. Tata nilai dalam kehidupan kelembagaan 

senantiasa berorientasi pada masa yang akan datang, 

disinilah pentingnya peranan teknik-teknik pengawasan 

agar tata nilai dalam kehidupan kelembagaan dapat 

terpelihara dengan baik dalam melaksanakan aktivitas 

anggota kelembagaan menaati tata nilai tersebut. 

1. Teknik pemantauan dalam pengawasan. 

Salah satu teknik melakukan pengawasan baik kepada 

para oknum yang melaksanakan kegiatan dalam 

berbagai kelembagaan maupun yaqng dilihat dari aspek 

pelaksanaan kegiatan adalah melakukan suatu 

pemantauan baik dilakukan secara langsung maupun 

tidak secara langsung.  

2. Teknik pemeriksaan dalam pengawasan. 

Tidak ada pengawasan tanpa melakukan pemeriksaan 

karena dengan melalui pemeriksaan dapat menentukan 

suatu tindakan dalam melaksankan suatu kegiatan 

berjalan dengan baik atau mengalami hambatan dalam 

pelaksanaannya, teknik pemeriksaan dalam pengawasan 

harus dapat memberikan suatu informasi atau 

keterangan yang jelas dengan mengandung kebenaran. 

Memang masalah pemeriksaan ini kadang dilakukan 

secara subjektif karen ayang diperiksa terdpat ikatan 

akrab sehingga kesalahan direkayasa menjadi suatu 

kebenaran. 

3. Teknik penilaian dalam pengawasan. 

Teknik penilaian sebagai bagian dari pada pengawasan 

terhadap pelaksanaan suatu kegiatan tentunya harus 

dilakukan secara tepat, adil, dan jujur dengan jiwa 

utamanya adalah kebenaran, karena penilaian yang salah 

akan berakibat negatif bagi unsur pelaksanaan kegiatan. 

4. Teknik wawancara dalam pengawasan. 
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Salah satu teknik pelaksanaan pengawasan adalah 

melalui wawancara baik yang terlibat langsung 

pelaksaan suatu kegiatan maupun orang-orang yang 

mengetahui tentang objek dari suatu pengawasan yang 

dilakukan. Tujuan wawancara dari suatu pengawasan 

adalah dalam rangka memperoleh informasi sehingga 

pengawas bisa menentukan suatu keyakinan kebenaran 

pelaksanaan suatu kegiatan. 

5. Teknik pengamatan dalam pengawasan. 

Teknik pengawasan lainnya adalah dengan melalui 

pengamatan yang harus dilakukan secermat mungkin 

sehingga apa yang diamati dapat memberikan informasi 

tentang keadaan yang sesungguhnya mengenai kegiatan 

tersebut. 

6. Teknik perhitungan dalam pengawasan. 

Perhitungan sangat memegang peranan penting dalam 

pengawasan karena salah satu teknik untuk menentukan 

dari pada hasil pengawasan, kekeliruan dalam 

perhitungan berarti kesalahan hasil dalam pengawasan.  

7. Teknik analisis dalam pengawasan. 

Setiap data dan informasi yang diterima dari kegiatan 

pengawasan harus dilakukan analisis untuk menentukan 

kualitas hasil pekerjaan yang dilakukan unit kerja teknis 

sehingga dapat memberikan suatu kepastian terhadap 

kebenaran atau kekeliruan dalam melaksanakan suatu 

pekerjaan. Teknik analisis dalam pengawasan 

merupakan suatu hal yang menentukan kebenaran 

penyajian hasil dari pada pengawasan, kekeliruan 

penyajian hasil pengawasan lebih banyak disebabkan 

oleh teknik analisis yang digunakan.  

8. Teknik pelaporan dalam pengawasan. 

Setiap pelaksanaan kegiatan dalam berbagai 

kelembagaan selalu memberikan laporan pelaksanaan 

suatu pekerjaan yang diberikannya kepada pejabat yang 

memberikan kewenangan tersebut. Laporan ini 

merupakan suatu objek pelaksanaan pengawasan, yang 

menjadi masalah pengawasan hanya mempercayai 

laporan saja, karena terkadang tidak sesuai dengan 

perkembangan yang sesungguhnya.  

Teknik-teknik pengawasan tidak selamanya cocok 

dari seluruh kegiatan dalam kelembagaan karena jenis 

pekerjaan yang dilakukan setiap unit kerja berbeda sifatnya 
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dan teknik pengawasan yang harus digunakan disesuaikan 

dengan jenis pekerjaan atau kegiatan yang dilaksanakan oleh 

orang-orang yang bersangkutan.  

2.1.8 Instrumen Pengawasan 

         Siagian dalam bukunya fungsi-fungsi manajerial 

(2005:136) menyebutkan bahwa ada enam instrumen dalam 

pengawasan yaitu: 

1. Standar hasil. 

Makna dan hakikat standar hasil yang ingin dicapai 

merupakan hal yang sangat fundamental karena terhadap 

standar itulah penyelenggaraan berbagai kegiatan 

dibandingkan. Standar hasi yang baik yaitu bertumpu 

pada rencan dan tujuan awal. 

2. Anggaran. 

Salah satu faktor pembatas tentang apa yang mungkin dan 

tidak mungkin dikerjakan adalah anggaran. Anggaran 

merupakan instrumen pengawasan karena dengan mudah 

diketahui berapa jumalh dana yang tersedia untuk 

membiayai kegiatan tertentu.  

3. Data statistik. 

Analisis data statistik dar berbagai segi operasional satu 

organisasi merupakan alat pengawasan yang sangat 

penting. Informasi yang bersifat teknis harus mampu 

mendukung pengawasan teknis operasional, sedangkan 

informasi yang mempunyai nilai strategis tinggi harus 

mendukung pengawasan yang berkaitan dengan 

kebijaksanaan organisasi yang bersangkutan. 

4. Laporan.  

Kelengkapan laporan sehingga menggambarkan keadaan, 

bahasa laporan, ketepatan waktu laporan, dan laporan 

yang besifat faktual dapat menjadi alat atau instrumen 

pengawasan jarak jauh sehingga dapat diketahui 

bagaimana keadaan suatu kegiatan tersebut. 

5. Auditing. 

Salah satu instrumen pengawasan yang banyak digunakan 

dewasa ini adalah auditing yang merupakan usaha 
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verifikasi yang sistematis dan ditujukan pada berbagai 

segi operasional dan organisasi. Yang terjadi dalam 

pelaksanaan auditing ialah pemeriksaan oleh tenaga-

tenaga ahli dalam bidang yang akan diperika. 

6. Observasi langsung. 

Betapapun besarnya manfaat yang mungkin diperoleh 

dari penggunaan berbagai teknik pengawasan yang telah 

dibahas di muka, masih diperlukan observasi langsung 

oleh para manajer selaku pengawas. Ada dua segi positif 

dari observasi langsung sebagai teknik pengawasan, 

pertama ialah bahwa dapat dilihat sendiri pelaksanaan 

operasional dan yang kedua para anggota akan merasa 

lebih diperhatikan. 

 

Pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan memerlukan pengawasan agar perencanaan yang 

telah disusun dapat terlaksana dengan baik. Pengawasan 

dikatakan sangat penting karena pada dasarnya manusia 

sebagai objek pengawasan mempunyai sifat salah dan khilaf. 

Oleh karena itu, manusi adalam organisai peru diawasi, 

bukan mencari kesalahannya kemudian diberikan sanksi, tapi 

dibimbing agar tidak terjadi kesalahan yang sama lagi.  

Berbagai tujuan dan fungsi dari suatu pengawasan 

memberikan pengertian bahwa pengawasan terhadap 

pelaksanaan suatu peraturan memiliki tujuan yang secara 

tidak langsung terhadap terlaksananya peraturan yang telah 

ditetapkan dan mendidik aparat pelaksana perauran untuk 

tetap melaksanakan kesepakatan yang telah dibentuk sama-

sama, sekaligus bagaimana aparat pengawas akan belajar 
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banyak mengenai apa saja yang harus diperbaiki dan kendala 

yang dihadapi dalam pelaksanaan suatu peraturan.  

2.1.9 Definisi Pencemaran 

Menurut Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup No.32 Tahun 2009 Pasal I angka 14, 

bahwa pencemaran lingkungan hidup adalah: 

“Masuk atau dimasukannya makhluk hidup, zat, 

energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan 

hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui 

baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.”  

Menurut Peraturan Daerah Kota Cilegon No.2 Tahun 

2004 tentang Pengendalian Pencemaran dan Perusakan 

Lingkungan, pencemaran lingkungan adalah: 

“Masuknya atau dimasukannya makhluk hidup, zat 

energi dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan 

hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya 

turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan 

lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan 

peruntukannya”. 

Dalam Laporan Status Lingkungan Hidup (SLHD) 

pencemaran lingkungan dikategorikan menjadi tiga bagian 

seperti pencemaran air, pencemaran udara, dan pencemaran 

tanah. 

2.1.10 Pencemaran Udara 

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 

Tentang Pengendalian Pencemaran Udara, bahwa udara 
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sebagai sumber daya alam yang mempengaruhi kehidupan 

manusia serta mahluk hidup lainnya harus dijaga dan 

dipelihara kelestarian fungsinya untuk pemeliharaan 

kesehatan dan kesejahteraan manusia serta perlindungan 

bagi mahluk hidup lainnya.  

Pencemaran udara adalah masuknya atau 

dimasukannya zat, energi, dari komponen lain ke dalam 

udara ambien oleh kegiatan manusia, sehingga mutu udara 

turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan udara 

ambien tidak dapat memenuhi fungsinya.  

Dengan adanya pengawasan Badan Lingkungan 

Hidup Daerah Kota Cilegon serta dengan adanya sinergi 

hukum dan Undang-Undang maka diharapkan lingkungan 

hidup akan terlindungi dari kerusakan. Adapun sasaran 

yang akan dicapai secara nyata oleh Badan Lingkungan 

Hidup Kota Cilegon dalam rumusan yang lebih spesifik : 

1. Terpenuhinya Pelayanan yang cepat, tepat dan terukur 

dalam Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan 

dan Program. 

2. Tercapainya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 

Hidup. 

3. Terlaksananya Pengawasan Pencemaran dan Perusakan 

lingkungan oleh masyarakat dan Industri serta proses 

hukum bagi masyarakat dan Industri yang melakukan 

pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. 

4. Meningkatnya penghijauan Kota, Ruang Terbuka Hijau, 

dan berkurangnya lahan kritis serta terlindungnya 

sumber daya alam dan buatan. 

(Program Kerja Badan Lingkungan Hidup Daerah). 
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2.2 Penelitian Terdahulu 

 Penelitian terdahulu adalah kajian penelitian yang pernah 

dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang dapat diambil dari berbagai 

sumber ilmiah, baik Skripsi, Tesis, Disertasi, atau Jurnal Penelitian. 

Penelitian terdahulu yang peneliti kaji dalam penelitian ini berasal 

dari Skripsi.  

1. Efektivitas Pengawasan Badan Lingkungan Hidup Daerah dalam 

Mengatasi Pencemaran Lingkungan Hidup di Kota Tangerang 

Selatan. 

2. Pengawasan oleh Badan Pengawas Lingkungan Hidup Kota 

Bandar Lampung terhadap Pengelolaan Limbah Hasil 

Pembakaran Batubara bagi Industri. 

 Pertama, penelitian tentang Efektivitas Pengawasan Badan 

Lingkungan Hidup Daerah dalam Mengatasi Pencemaran Lingkungan 

Hidup di Kota Tangerang Selatan oleh Krida K Septian tahun 2012. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur seberapa besar efektivitas 

pengawasan yang dilakukan Badan Lingkungan Hidup Daerah dalam 

mengatasi pencemaran lingkungan hidup di Kota Tangerang selatan. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur seberapa besarkah 

efektivitas pengawasan yang dilakukan Badan Lingkungan Hidup 

Daerah Kota Tangerang Selatan dalam mengatasi pencemaran 

lingkungan hidup di Kota Tangerang selatan. 
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 Penelitian ini menggunakan teori karakteristik pengawasan yang 

baik menurut Handoko (2000) yang menyatakan bahwa terdapat 

sepuluh karakteristik pengawasan yang baik yaitu akurat, tepat waktu, 

obyektif, terpusat pada titik-titik pengawasan strategik, realistik 

secara ekonomis, realistik secara organisasional, terkoordinasi dengan 

aliran kerja organisasional, diterima para anggota organisasi. Metode 

yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode kuantitatif yang 

bersifat deskriptif, penelitian deskriptif ini bertujuan untuk 

menggambarkan gejala sosial yang ada tanpa melihat hubungan-

hubungan yang ada (Bungin, 2008:171). Hipotesis dari penelitian ini 

adalah efektivitas pengawasan Badan Lingkungan Hidup Daerah 

dalam mengatasi pencemaran lingkungan hidup di Kota Tangerang 

Selatan adalah paling tinggi 70% dari 100%.  

 Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa efektivitas 

pengawasan Badan Lingkungan Hidup Daerah dalam mengatasi 

pencemaran lingkungan hidup di Kota Tangerang selatan dinilai 

sudah baik, hal ini terbukti dari hasil persentase yaitu sebesar 

75,74%.  

 Persamaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu 

dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti saat ini adalah ingin 

mengetahui seberapa besar efektivitas pengawasan Badan 

Lingkungan Hidup dalam mengatasi pencemaran lingkungan. 

Perbedaan sedangkan perbedaan yang terletak pada penelitian 
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terdahulu dan penelitian yang peneliti laksanakan ini adalah berbeda 

lokasi penelitian dan teori yang digunakan. Peneliti menggunakan 

teori pengawasan yang efektif menurut Siagian (2005). Pengawasan 

akan berlangsung dengan efektif apabila memiliki ciri yaitu 

pengawasan harus merefleksikan sifat dari berbagai kegiatan yang 

diselenggarakan, pengawasan harus segera memberikan petunjuk 

tentang kemungkinan adanya deviasi dari rencana, pengawasan harus 

menunjukan pengecualian pada titik-titik strategis tertentu, 

objektivitas dalam melakukan pengawasan, keluwesan pengawasan, 

pengawasan harus memperhitungkan pola dasar organisasi, efisiensi 

pelaksanaan pengawasan, pengawasan dilaksanakan supaya 

keseluruhan organisasi bekerja dengan tingkat efisiensi yang 

semakain tinggi, pemahaman sistem pengawasan oleh semua pihak 

yang terlibat, pengawasan mencari apa yang tidak beres, pengawasan 

harus bersifat membimbing. 

 Kedua, penelitian mengenai pengawasan oleh Badan Lingkungan 

Hidup Kota Bandar Lampung terhadap pengelolaan limbah hasil 

pembakaran batubara bagi industri (Studi di Kawasan Industri 

Panjang) oleh Ahmad Hirliansyah pada tahun 2013. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pengawasan 

Badan Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung terhadap 

pengelolaan limbah hasil pembakaan batubara bagi industri. 

Penelitian ini menggunakan landasan hukum dari Undang-Undang 
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Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup 

(UUPLH) adalah payung di bidang pengelolaan lingkungan hidup 

yang dijadikan dasar bagi pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia 

dewasa ini. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian 

kualitatif.  

 Berdasarkan hasil analisis, disimpulkan bahwa pelaksanaan 

pengawasan Badan Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung 

terhadap pengelolaan limbah hasil pembakaran batubara bagi industri 

telah efektif dengan dibentuknya Tim Pengawas Pelaksanaan 

Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung. 

Adapun faktor yang menghambat antara lain kurangnya SDM yang 

mendukung dan kurangnya kesadaran para pelaku usaha dalam hal 

ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Persamaan dengan penelitian yang sedang dilaksanakan oleh peneliti 

yaitu sama-sama meneliti pengawasan yang dilakukan Badan 

Lingkungan Hidup. perbedaan yaitu pad teori atau landasan yang 

dipakai untuk meneliti.  

2.3 Kerangka Pemikiran Penelitian 

 Badan Lingkungan Hidup merupakan unsur pendukung tugas 

WaliKota di bidang lingkungan hidup, Badan Lingkungan Hidup 

adalah badan yang bertugas memelihara dan memantau pelestarian 

alam dan lingkungan hidup daerah. Badan Lingkungan Hidup 

memiliki suatu peranan yang sangat besar dalam melakukan suatu 
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pengawasan, dan mengendalikan terhadap adanya suatu aktifitas 

industri, rumah sakit, dan pelaku unit usaha lainnya yang melakukan 

suatu pencemaran terhadap lingkungan. 

 Dengan adanya efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh Badan 

Lingkungan Hidup akan memberikan peran besar pada keadaan 

lingkungan hidup tersebut, maka dari itu penulis menggunakan teori 

karakteristik pengawasan yang efektif dari Siagian (2005) yaitu : 

1. Pengawasan harus merefleksikan sifat dari berbagai 

kegiatan yang diselenggarakan. Yang dimaksud ialah 

bahwa yeknik pengawasan harus sesuai, antara lain 

dengan penemuan informasi tentang siapa yang 

melakukan pengawasan dan kegiatan apa yang menjadi 

sasaran pengawasan tersebut. Dalam teknik pengawasan 

ada hal-hal yang berlaku bagi semua jenis organisasi, 

misalnya anggaran yang dialokasikan, standar waktu 

penyelesaian tugas, standar biaya, serta pemanfaatan 

sumber daya manusia.  

2. Pengawasan harus segera memberikan petunjuk tentang 

kemungkinan adanya deviasi dari rencana. Pengawasan 

harus mapu mendeteksi deviasi atau penyimpangan 

yang mungkin terjadi sebelum penyimpangan itu 

menjadi kenyataan. Usaha deteksi seperti itu harus 

dilakukan sedini mungkin dan informasi tentang hasil 

tentang deteksi itu harus segera tiba ditangna manajer 

secara fungsional bertanggung jawab agar ia segera 

dapat mengambill tindakan pencegahannya.  

3. Pengawasan harus menunjukan pengecualian pada titik-

titik strategis tertentu. Karena banyaknya kegiatan yang 

harus dilakukan, manajer harus mampu menentukan 

kegiatan apa yang perlu dilakukan sendiri dan kegiatan 

apa yang seharusnya didelegasikan kepada orang lain. 

4. Objektivitas dalam melakukan pengawasan. Terdapat 

kriteria dalam standar prestasi kerja yang diharapkan 

dipenuhi oleh para pelaksana kegiatan operasional. 

Kriteria demikian bermakna apabila para pelaksana 

mengetahui, memahami dan menerima kriteria tersebut. 

Dengan adanya kriteria tersebut, pengawasan dapat 

dilaksanakan dengan objektif. Dampak positif dari 

adanya kriteria yang jelas demikian dipandang dari 
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kacamata para bawahan ialah bahwa bagi mereka lebih 

mudah menerima hasil pengawasan yang dilakukan.  

5. Keluwesan pengawasan. Salah satu konsekuensi adanya 

rencana yang fleksibel ialah bahwa pengawasan pun 

harus bersifat fleksibel pula. Fleksibilitas berarti bahwa 

pelaksanaan pengawasan harus tetap bisa berlangsung 

meskipun organisasi menghaapi perubahan karena 

timbulnya keadaan yang tidak diduga sebelumnya. 

Dengan demikian penyesuaian-penyesuaian yang 

diperlukan dapat dilakukan dalam pelaksanaan kegiatan 

pengawasan.  

6. Pengawasan harus memperhitungkan pola dasar 

organisasi. Pola dasar dan tipe organisasi tertentu 

ditetapkan dalam mana tertampung berbagai hal seperti 

pembagian tugas, pendelegasian wewenang, pola 

pertanggungjawaban, jalur komunikasi dan jaringan 

informasi. Semua ini harus diperhatikan dalam 

pengawasan.  

7. Efisiensi pelaksanaan pengawasan. Pengawasan 

dilaksanakan supaya keseluruhan organisasi bekerja 

dengan tingkat efisiensi yang semakain tinggi. Oleh 

karena itu pengawasan sendiri harus diselenggarakan 

dengan tingkat efisiensi tinggi pula.  

8. Pemahaman sistem pengawasan oleh semua pihak yang 

terlibat. Sistem pengawasan dewasa ini banyak 

digunakan dan dikembangkan berbagai teknik untuk 

membantu para manajer melakukan pengawasan seperti 

dengan menggunakan rumus matematika, bagan-bagan 

yang rumit, analisis yang terinci, atau data statistik. 

Akan tetapi tidak semua manajer memahami terlatih 

untuk menggunakan teknik-teknik canggih tersebut. 

Bagi yang bertugas selaku pengawas, perlu menentukan 

teknik pengawasan bagaimana yang dibutuhkannya, dan 

alat bantu apa yang dikuasainya.  

9. Pengawasan mencari apa yang tidak beres. Pengawasan 

yang baik harus menemukan siapa yang salah dan 

faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya 

kesalahan tersebut. 

10. Pengawasan harus bersifat membimbing. Jika telah 

ditemukan ada yang tidak beres dan siapa yang salah 

serta telah diketahui pula faktor-faktor penyebabnya. 

Kelemahan dan kesalahan bawahan hanya bisa dikoreksi 

apabila manajer yang bersangkutan relatif bebas dari 

kelemahan dan kesalahan yang sama.  
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Dengan terpenuhinya karakteristik dalam pengawasan 

tersebut maka dapat menciptakan efektivitas pengawasan pada 

Badan Lingkungan Hidup Daerah dalam mengatasi pencemaran 

lingkungan di Kota Cilegon. Kemudian dengan adanya ketegasan 

hukum yang mengatur perlindungan dan pengelolaan lingkungan 

hidup yaitu Undang-Undang No.32 Tahun 2009, akan sangat 

membantu untuk penegakan hukum dan menindak lanjuti pihak-

pihak yang melanggar ketentuan dalam perlindungan dan 

pengelolaan lingkungan.  

Dengan adanya kerjasama antara Badan Lingkungan Hidup 

Daerah, hukum yang menjadi landasan, dan peran serta masyarakat 

untuk ikut memantau dan berperan dalam menjaga lingkungan 

akan menciptakan efektivitas pengawasan yang baik guna menjaga 

dan menciptakan lingkungan yang sehat. Adapun bentuk dari 

kerangka berfikir yang digunakan adalah sebagai berikut: 
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Gambar 2.3.1 

Kerangka Berfikir 
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Sumber: Peneliti, 2015 

 

Identifikasi Masalah: 

1. Pengawasan pada komponen udara tidak sesuai dengan 

waktu yang ditentukan. 

2. Pencemaran udara mengakibatkan gangguan kesehatan 

pada masyarakat.  

3. Terbatasnya sarana prasarana operasional. 

4. Terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur. 

5. Terbatasnya anggaran untuk pelaksanaan pengawasan 

kelapangan dan pemenuhan sarana prasarana.  

 

(Sumber: Peneliti, 2015) 

 

Karakteristik pengawasan yang efektif menurut Siagian 

(2005) yaitu : 

1. Pengawasan harus merefleksikan sifat dari berbagai 

kegiatan yang diselenggarakan. 

2. Pengawasan harus segera memberikan petunjuk tentang 

kemungkinan adanya deviasi dari rencana. 

3. Pengawasan harus menunjukan pengecualian pada titik-

titik strategis tertentu. 

4. Objektivitas dalam melakukan pengawasan. 

5. Keluwesan pengawasan. 

6. Pengawasan harus memperhitungkan pola dasar 

organisasi. 

7. Efisiensi pelaksanaan pengawasan. 

8. Pemahaman sistem pengawasan oleh semua pihak yang 

terlibat. 

9. Pengawasan mencari apa yang tidak beres. 

10. Pengawasan harus bersifat membimbing. 
 

Dengan adanya pengawasan, pengendalian, perlindungan, 

dan pengelolaan terhadap lingkungan maka terciptalah lingkungan 

yang sehat bagi masyarakat. Aktifitas kegiatan industri dan usaha 

tetap berjalan dan lingkungan tetap terjaga dengan meminimalisir 

dampak kerusakan lingkungan. 
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2.4 Hipotesis Penelitian 

 Menurut Siregar (2010:152) bahwa “hipotesis merupakan jawaban 

atau dugaan sementara yang harus diuji kebenarannya”. Pada 

penelitian ini, hipotesis yang digunakan oleh peneliti adalah hipotesis 

deskriptif. Menurut Siregar (2010:153) hipotesis deskriptif ialah 

“hipotesis yang tidak membandingkan dan menghubungkan dengan 

variabel lain atau hipotesis yang dirumuskan untuk menggambarkan 

suatu fenomena, atau hipotesis yang dirumuskan untuk 

menggambarkan suatu fenomena, atau hipotesis yang dirumuskan 

untuk menjawab permasalahan taksiran”.Berdasarkan kerangka 

pemikiran yang telah dikemukakan diatas, maka dalam penelitian ini 

penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut : 

Ho : µ0    % 

Ho :         “Efektivitas pengawasan Badan Lingkungan Hidup Daerah 

dalam mengatasi masalah pencemaran lingkungan di Kota 

Cilegon paling rendah atau sama dengan 65% dari 100%.“ 

Ha : µa      

Ha :        “Efektivitas pengawasan Badan Lingkungan Hidup Daerah 

dalam mengatasi masalah pencemaran lingkungan di Kota 

Cilegon paling tinggi 65% dari 100%.“ 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Metode Penelitian 

Metode penelitian sangat erat dengan tipe penelitian yang digunakan, 

karena tiap-tiap tipe dan tujuan penelitian yang didesain memiliki 

konsekuensi pada pilihan metode penelitian yang tepat, guna mencapai tujuan 

penelitian tersebut. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian 

kuantitatif yang bersifat deskriptif. Menurut Bungin (2008:171) penelitian 

deskriptif ini bertujuan hanya menggambarkan keadaan gejala sosial apa 

adanya, tanpa melihat hubungan-hubungan yang ada. Selain itu menurut 

Siregar (2010:107) mengemukakan bahwa penelitian deskriptif adalah 

penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu 

variabel atau lebih (independent) tanpa membuat perbandingan, atau 

penghubungan dengna variabel lain. Metode analisis deskriptif menurut 

Siregar (2010:221) adalah analisis deskriptif merupakan bentuk analisis data 

penelitian untuk menguji generalisasi hasil penelitian berdasarkan satu 

sampel. Analisis deksriptif ini dilakukan dengan pengujian hipotesis 

deskriptif. Hasil analisisnya adalah apakah hipotesis penelitian dapat 

digeneralisasikan atau tidak. Jika hipotesis (Ha) diterima, berarti hasil 

penelitian dapat digeneralisasikan. 
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Penelitian kuantitatif lebih banyak menggunakan instrumen dalam 

mengumpulkan data. Data kuantitatif ini data yang berbentuk angka atau 

kualitatif yang diangkakan dengan menggunakan skala skoring. Proses 

penelitian kuantitatif adalah mencari teori-teori, konsep-konsep dan 

generalisasi-generalisasi hasil penelitian yang dapat dijadikan sebagai 

landasan teori untuk pelaksanaan penelitian. Selain itu, penelitian secara 

kuantitatif digunakan untuk menjaga nilai keobjektifan hasil penelitian 

nantinya. 

3.2 Ruang Lingkup/ Fokus Penelitian 

Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah efektivitas pengawasan 

Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon dalam mengatasi pencemaran udara 

oleh perusahaan di Kota Cilegon. 

3.3 Lokasi Penelitian 

Tempat (locus) penelitian ini adalah di Kota Cilegon. Kota Cilegon 

adalah sebuah Kota di Provinsi Banten. Cilegon berada di ujung barat laut 

pulau Jawa, di tepi Selat Sunda. Kota Cilegon dikenal sebagai kota 

industridan menjadi pusat industri di kawasan Banten bagian Barat, serta 

harus diakui tulang punggung ekonomi Kota Cilegon sekarang ini adalah 

sektor industri. Kota Cilegon memiliki delapanKecamatan yaitu Kecamatan 

Pulomerak, Kecamatan Cilegon, Kecamatan Cibeber, Kecamatan Ciwandan, 

Kecamatan Grogol, Kecamatan Purwakarta, Kecamatan Jombang, dan 

Kecamatan Citangkil. 
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3.4 Variabel Penelitian 

Variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk 

apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh 

informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. Secara 

ringkas, dapat dikatakan bahwa variabel penelitian adalah suatu atribut atau 

sifat atau nilai dari orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi 

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya (Sugiyono, 2009 : 38). 

 

3.4.1 Definisi Konsep 

Definisi konseptual memberikan penjelasan tentang konsep dari 

variabel yang akan diteliti menurut pendapat peneliti berdasarkan 

kerangka teori yang digunakan. Dengan demikian, definisi konsep 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Efektivitas  

Efektivitas memiliki arti berhasil atau tepat guna. Efektif 

merupakan kata dasar, sementara sifat dari efektif adalah 

efektivitas. Efektif lebih mengarah pada pencapaian sasaran, 

sementara efisien mengarah pada kemampuan menggunakan 

sumber daya yang ada secara baik (tidak berlebihan) untuk 

mencapai produktivitas yang tinggi. Organisasi dikatakan efektif 

bila tujuan suatu organisasi tersebut tercapai. Sedangkan efisien 

berkaitan dengan jumlah pengorbanan yang dikeluarkan dalam 
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upaya mencapai tujuan. Bila pengorbanannya terlalu besar 

sehingga menyebabkan ketidakpuasan maka dikatakan tidak 

efisien. 

2. Pengawasan 

Pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses untuk 

“menjamin” bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen 

tercapai. Keseluruhan pengawasan adalah akitivitas 

membandingkan apa yang sedang atau sudah dikerjakan dengan 

apa yang telah direncanakan sebelumnya (Handoko, 2003:359). 

Pengawasan dapat dirumuskan sebagai proses penentu yang 

harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan yaitu 

pelaksanaan, melalui pelaksanaan dan bila perlu melakukan 

perbaikan-perbaikan sehingga pelaksanaan sesuai dengan 

rencana yaitu selaras dengan standar (ukuran). 

3. Efektivitas Pengawasan 

Berdasarkan karakteristik diatas dapat diketahui bahwa 

pengawasan yang efektif adalah pengawasan yang 

merefleksikan sifat dari kegiatan yang sedang diselenggarakan, 

pengawasan tersebut dapat memberikan petunjuk tentang 

kemungkinan dari adanya kesalahan atau penyimpangan yang 

terjadi agar kesalahan tetrsebut dapat diantisipasi, dan apabila 

sudah terjadi maka dapat diketahui penyebabnya agar tidak 
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terulang lagi sehingga kegiatan yang dilakukan tepat guna dan 

tujuan dari perencanaan dapat dicapai.  

 3.4.2 Definisi Operasional 

Definisi operasional merupakan penjabaran konsep atau 

variabel penelitian dalam rincian yang terukur (indikator penelitian). 

Dalam penelitian ini menggunakan satu variabel, variabel penelitian 

dalam kuantitatif deskriptif bersifat mandiri dan sampelnya hanya 

satu, tidak berbentuk perbandingan ataupun hubungan antar dua 

variabel atau lebih. Kesimpulan yang dihasilkan adalah apakah 

hipotesis yang diuji itu dapat digeneralisasikan atau tidak. Apabila 

Ha diterima, berarti hipotesis dapat digeneralisasikan. 

Variabel indikator efektivitas pengawasan menurut Siagian 

(2005: 130) memiliki 10 indikator, yaitu : 

1. Pengawasan harus merefleksikan sifat dari berbagai kegiatan 

yang diselenggarakan. Yang dimaksud ialah bahwa yeknik 

pengawasan harus sesuai, antara lain dengan penemuan 

informasi tentang siapa yang melakukan pengawasan dan 

kegiatan apa yang menjadi sasaran pengawasan tersebut. 

Dalam teknik pengawasan ada hal-hal yang berlaku bagi 

semua jenis organisasi, misalnya anggaran yang dialokasikan, 

standar waktu penyelesaian tugas, standar biaya, serta 

pemanfaatan sumber daya manusia.  

2. Pengawasan harus segera memberikan petunjuk tentang 

kemungkinan adanya deviasi dari rencana. Pengawasan harus 

mapu mendeteksi deviasi atau penyimpangan yang mungkin 

terjadi sebelum penyimpangan itu menjadi kenyataan. Usaha 

deteksi seperti itu harus dilakukan sedini mungkin dan 

informasi tentang hasil tentang deteksi itu harus segera tiba 

ditangna manajer secara fungsional bertanggung jawab agar 

ia segera dapat mengambill tindakan pencegahannya.  

3. Pengawasan harus menunjukan pengecualian pada titik-titik 

strategis tertentu. Karena banyaknya kegiatan yang harus 

dilakukan, manajer harus mampu menentukan kegiatan apa 
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yang perlu dilakukan sendiri dan kegiatan apa yang 

seharusnya didelegasikan kepada orang lain. 

4. Objektivitas dalam melakukan pengawasan. Terdapat kriteria 

dalam standar prestasi kerja yang diharapkan dipenuhi oleh 

para pelaksana kegiatan operasional. Kriteria demikian 

bermakna apabila para pelaksana mengetahui, memahami dan 

menerima kriteria tersebut. Dengan adanya kriteria tersebut, 

pengawasan dapat dilaksanakan dengan objektif. Dampak 

positif dari adanya kriteria yang jelas demikian dipandang 

dari kacamata para bawahan ialah bahwa bagi mereka lebih 

mudah menerima hasil pengawasan yang dilakukan.  

5. Keluwesan pengawasan. Salah satu konsekuensi adanya 

rencana yang fleksibel ialah bahwa pengawasan pun harus 

bersifat fleksibel pula. Fleksibilitas berarti bahwa 

pelaksanaan pengawasan harus tetap bisa berlangsung 

meskipun organisasi menghaapi perubahan karena timbulnya 

keadaan yang tidak diduga sebelumnya. Dengan demikian 

penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan dapat dilakukan 

dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan.  

6. Pengawasan harus memperhitungkan pola dasar organisasi. 

Pola dasar dan tipe organisasi tertentu ditetapkan dalam mana 

tertampung berbagai hal seperti pembagian tugas, 

pendelegasian wewenang, pola pertanggungjawaban, jalur 

komunikasi dan jaringan informasi. Semua ini harus 

diperhatikan dalam pengawasan.  

7. Efisiensi pelaksanaan pengawasan. Pengawasan dilaksanakan 

supaya keseluruhan organisasi bekerja dengan tingkat 

efisiensi yang semakain tinggi. Oleh karena itu pengawasan 

sendiri harus diselenggarakan dengan tingkat efisiensi tinggi 

pula.  

8. Pemahaman sistem pengawasan oleh semua pihak yang 

terlibat. Sistem pengawasan dewasa ini banyak digunakan 

dan dikembangkan berbagai teknik untuk membantu para 

manajer melakukan pengawasan seperti dengan 

menggunakan rumus matematika, bagan-bagan yang rumit, 

analisis yang terinci, atau data statistik. Akan tetapi tidak 

semua manajer memahami terlatih untuk menggunakan 

teknik-teknik canggih tersebut. Bagi yang bertugas selaku 

pengawas, perlu menentukan teknik pengawasan bagaimana 

yang dibutuhkannya, dan alat bantu apa yang dikuasainya.  

9. Pengawasan mencari apa yang tidak beres. Pengawasan yang 

baik harus menemukan siapa yang salah dan faktor-faktor apa 

yang menyebabkan terjadinya kesalahan tersebut. 

10. Pengawasan harus bersifat membimbing. Jika telah 

ditemukan ada yang tidak beres dan siapa yang salah serta 

telah diketahui pula faktor-faktor penyebabnya. Kelemahan 
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dan kesalahan bawahan hanya bisa dikoreksi apabila manajer 

yang bersangkutan relatif bebas dari kelemahan dan 

kesalahan yang sama.  

Untuk memudahkan peneliti dalam proses pengumpulan data, 

maka peneliti membuat pengembangan instrumen berupa kisi-kisi 

instrumen sebagai acuan dalam mengumpulkan data di lapangan 

sebagai berikut : 

Tabel 3.1 

Kisi-Kisi Instrumen Penelitian 

 
Variabel Indikator Sub Indikator No. Item 

Instrumen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variabel 

Efektivitas 

Pengawasan 

Menurut 

Siagian  

(2005: 130) 

1. Pengawasan harus 

merefleksikan sifat dari 

berbagai kegiatan yang 

diselenggarakan. 

 

a. Teknik pengawasan yang 

sesuai (anggaran yang 

dialokasikan, standar 

waktu penyelesaian  

tugas, standar biaya dan 

pemanfaatan sumber daya 

manusia).  

b. Kegiatan apa yang 

menjadi sasaran 

pengawasan. 

1, 2, 3 

 

 

 

 

 

 

4, 5 

2. Pengawasan harus segera 

memberikan petunjuk tentang 

kemungkinan adanya deviasi 

dari rencana. 

 

a. Pengawasan mampu 

mendeteksi jika terjadi 

penyimpangan. 

b. Informasi yang didapat 

dapat memberikan 

gambaran kegiatan. 

c. Terdapat data yang 

relevan yang memberikan 

informasi keadaan yang 

terbaru. 

8, 9 

 

 

6, 8 

 

 

7, 9 

3. Pengawasan harus 

menunjukan pengecualian 

pada titik-titik strategis 

tertentu. 

 

a. Mampu membedakan 

mana pekerjaan sendiri, 

dan mana yang harus 

didelegasikan. 

b. Adanya pembagian 

pekerjaan yang sesuai. 

11, 12, 13 

 

 

 

10, 12 

4. Objektivitas dalam 

melakukan pengawasan. 

a. Pelaksana mengetahui, 

memahami, dan 

menerima kriteria 

mekanisme kerja. 

b. Memahami prosedur 

kerja. 

c. Data yang didapat sesuai 

dengan keadaan dan 

bersifat objektif. 

14, 15, 16 

 

 

 

15, 16 

 

 

14, 17 
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5. Keluwesan pengawasan. 

 

a. Fleksibel jika terjadi 

desakan. 

b. Pengawasan tetap 

berlangsung walaupun 

organisasi menghadapi 

perubahan. 

18, 20 

 

19, 21, 22 

6. Pengawasan harus 

memperhitungkan pola dasar 

organisasi. 

 

a. Pertimbangan psikologis 

apabila terdapat temuan 

pengawasan. 

b. Jangan ada pihak yang 

merasa dilampaui. 

23, 24 

 

 

25, 26 

7. Efisiensi pelaksanaan 

pengawasan. 

 

a. Perhatian utama pada 

kegiatan strategik lebih 

didahulukan. 

b. Menciptakan sistem 

pengawasan sesuai 

kebutuhan organisasi. 

27, 28 

 

 

29,30 

 

8. Pemahaman sistem 

pengawasan oleh semua 

pihak yang terlibat. 

 

a. Data informasi dapat 

dipahami oleh yang 

membaca. 

b. Menggunakan teknik 

yang dapat dipahami 

organisasi. 

31, 32, 33 

 

 

 

9. Pengawasan mencari apa 

yang tidak beres. 

 

a. Menonjolkan usaha 

efektivitas dan efisiensi , 

bukan mencari siapa yang 

salah. 

b. Faktor apa yang 

menyebabkan kesalahan. 

35, 36 

 

 

 

37, 38 

 

10. Pengawasan harus bersifat 

membimbing. 

 

a. Mengambil tindakan yang 

tepat untuk menangulangi 

kesalahan. 

b. Bukan menyalahkan 

namun juga diberitahu 

apa yang harus dilakukan. 

34, 39, 40 

 

 

 

Sumber: Peneliti, 2015 

3.5 Instrumen Penelitian 

 Dalam metode penelitian kuantitatif, tentunya sangat berbeda dengan 

penelitian kualitatif, dimana dalam penelitian kualitatif yang menjadi 

instrumen penelitian adalah peneliti itu sendiri, sedangkan dalam penelitian 

kuantitatif umumnya peneliti menggunakan instrumen (alat ukur) untuk 

mengumpulkan data. Instrumen penelitian digunakan untuk menilai variabel 

yang akan diteliti, adapun variabel yang digunakan yaitu variabel mandiri 
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(efektivitas pengawasan). Skala pengukuran yang digunakan oleh peneliti 

ialah skala pengukuran dengan menggunakan Skala Likert. Menurut Siregar 

(2010:138), Skala Likert merupakan skala yang dapat digunakan untuk 

mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang tentang suatu objek atau 

fenomena tertentu. 

Selain itu Siregar (2010:140) menambahkan bahwa dalam alternatif 

jawaban pada Skala Likert tidak hanya tergantung pada jawaban setuju atau 

penting. Alternatif jawaban dapat berupa apapun sepanjang mengukur sikap, 

pendapat, persepsi seseorang tentang suatu objek jawaban misalnya baik, 

senang, tinggi, puas, dan lain-lain. Skala Likert menggunakan jawaban dari 

setiap item instrumen ini dengan menetapkan bobot jawaban terhadap tiap-

tiap item yang ditetapkan serta mempunyai gradasi dari sangat positif sampai 

sangat negatif. Dengan skala Likert, maka variabel yang akan diukur akan 

dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian, indikator tersebut dijadikan 

tolak ukur untuk menyusun item-item instrumen dalam bentuk pertanyaan. 

Untuk keperluan analisis kuantitatif, maka jawaban dari setiap item instrumen 

diberi skor, yakni sebagai berikut : 

Tabel 3.5.1 

Skoring / Nilai 

Jawaban Skor 

Sangat Setuju 4 

Setuju 3 

Tidak Setuju 2 

Sangat Tidak Setuju 1 

Sumber : Peneliti, 2015 
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Penelitian kuantitatif sangat berbeda dengan penelitian kualitatif, 

dimana dalam penelitian kualitatif yang menjadi instrumen penelitian adalah 

peneliti itu sendiri, sedangkan dalam penelitian kuantitatif umumnya peneliti 

menggunakan instrumen sebagai alat ukur untuk mengumpulkan data. Dalam 

penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data berupa 

kuesioner, studi dokumentasi, dan pengamatan/observasi. 

1. Kuesioner / angket 

Merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada 

responden untuk dijawab dengan alternatif jawaban yang sesuai dengan 

aspirasi, persepsi, sikap, keadaan, atau pendapat pribadinya. Data yang 

akan diperoleh akan lebih efisien apabila peneliti tahu dengan pasti 

variabel yang akan diukur dan tahu apa yang bisa diharapkan. 

2. Studi dokumentasi 

Pengumpulan data diperoleh melalui pengumpulan peraturan, Undang-

Undang, laporan-laporan ,catatan serta dokumen-dokumen yang relevan 

mengenai masalah penelitian ini. 

3. Studi literatur atau studi kepustakaan 

Pengumpulan data diperoleh dari berbagai referensi yang relevan 

mengenai penelitian ini berdasarkan teks books maupun jurnal ilmiah. 

4. Pengamatan / observasi 
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Dalam penelitian ini pengamatan/observasi yang dilakukan adalah 

nonpartisipan, dimana peneliti tidak terlibat dan hanya sebagai pengamat 

independen. 

Beberapa sumber data yang dipakai dalam penelitian ini, yaitu : 

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya 

(sampel atau responden) dengan menggunakan teknik pengumpulan 

data tertentu. Data primer dalam penelitian ini didapatkan dari hasil 

kuesioner dan wawancara tidak terstruktur. 

2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari sumber kedua, yang 

dapat berbentuk buku-buku ilmiah, dokumen administrasi, atau 

bahan lain yang sudah merupakan data hasil olahan yang digunakan 

sebagai data awal maupun data pendukung dalam penelitian. 

 

3.6 Populasi dan Sampel Penelitian 

Menurut Sugiyono (2009:80-81), populasi adalah wilayah generalisasi 

yang terdiri atas obyek / subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik 

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya. Sedangkan sampel adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. 

Menurut Bungin (2009:99) populasi adalah keseluruhan (universum) 

dari objek penelitian yang dapat berupa manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, 

udara, gejala, nilai, peristiwa, sikap, hidup, dan sebagainya, sehingga objek-

objek ini dapat menjadi sumber data penelitian.  
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Populasi beragam, jika dilihat dari penentuan sumber data, penelitian 

menggunakan populasi terbatas yaitu populasi yang memiliki sumber daya 

yang jelas batas-batasnya secara kuantitatif (Bungin, 2009:99). Adapun 

populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan di Kota Cilegon yang 

berada dalam pengawasan Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon yaitu 

sebanyak 147 perusahaan yang tersebar di masing-masing wilayah 

Kecamatan di Kota Cilegon. 

Tabel 3.6.1 

Jumlah Perusahaan di setiap Kecamatan 

No. Nama Kecamatan Jumlah Perusahaan 

1 Cilegon 63 

2 Cibeber 3 

3 Pulomerak 20 

4 Ciwandan 28 

5 Grogol 22 

6 Purwakarta 4 

7 Citangkil 7 

8 Jombang 0 

  Jumlah 147 
Sumber: Peneliti, 2015 

 

Teknik sampel adalah merupakan teknik dari pengambilan sampel yang 

akan digunakan dalam penelitian. Dalam Sugiyono (2012:82) teknik sampel 

pada dasarnya dapat dikelompokan menjadi dua yaitu sampel acak (prbability 

sampling) dan sampel tak acak (non probability sampling). 

 Dalam penelitian ini menggunakan sampel acak (Probability Sampling) 

yaitu teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi 

setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. 
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Dalam penelitian ini menggunakan teknik proportional random sampling. 

Teknik proportional random samplingadalah teknik pengambilan sampel 

dimana semua individu dalam populasi baik secara sendiri-sendiri atau 

bersama-sama diberi kesempatan untuk dipilih menjadi sampel. 

Adapun dalam menentukan ukuran sampel dalam penelitian ini 

menggunakan rumus Taro Yamane dengan taraf kesalahan atau tingkat presisi 

10%  yaitu sebagai berikut: 

 

 

 

Keterangan : 

n  =  banyaknya unit sampel 

N  = banyaknya populasi 

d
2
 = presisi atau tingkat kesalahan (presisi yang digunakan dalam penelitian   

        ini adalah 10%) 

1  = bilangan konstanta 

 

Berikut adalah perhitungan pencarian sampel dengan menggunakan 

rumus Taro Yamane : 

 

 

n = 
   

   (    )  
 

       N 

    n  =  

   N.(d
2
)+1 

       N 

    n  =  

   N.(d
2
)+1 
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n = 
   

   (   )    
 

n = 
   

   (    )  
 

n = 
   

      
 

n = 
   

    
 

n = 59,5 dibulatkan menjadi 60. 

Dengan  metode perhitungan di atas, maka yang akan menjadi sampel 

responden dalam penelitian ini yaitu sebanyak 60 responden.  

Kemudian untuk memperoleh alokasi sampel tiap Kecamatan, maka 

dihitung berdasarkan proporsional jumlah perusahaan dari setiap Kecamatan, 

dihitung dengan menggunakan rumus metode alokasi proporsional (Nadzir, 

2003 : 306) adalah sebagai berikut : 

 

 

Keterangan : 

ni  = jumlah sampel unit 

Ni = populasi unit 

N = Populasi 

n = sampel keseluruhan 
 

Berdasarkan pada rumus di atas, maka alokasi sampel tiap Kecamatan 

adalah sebagai berikut : 

 

 

    ni  = Ni . n 

               N 
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Tabel 3.6.2 

Jumlah Sampel Tiap Kecamatan 

No.  Nama Kecamatan 
Jumlah 

Perusahaan 
Sampel 

1. Cilegon 81 33 

2. Cibeber 3 2 

3. Pulomerak 10 4 

4. Ciwandan 28 11 

5. Grogol 18 7 

6. Purwakarta 2 1 

7. Citangkil 5 2 

8. Jombang 0 0 

  Jumlah 147 60 

 sumber : Peneliti, 2015 

 

 Jadi jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 

107 perusahaan dengan jumlah pada masing-masing perusahaan seperti pada 

tabel diatas. Penentuan jumlah perusahaan pada masing-masing Kecamatan 

ditentukan secara proporsional. 

3.7 Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Sebelum data analisis maka data yang diperoleh dari lapangan harus 

diolah terlebih dahulu. Teknik pengolahan data merupakan tahapan dimana 

data dipersiapkan, diklarifikasi, dan diformat ke dalam aturan tertentu untuk 

keperluan berikutnya yakni dengan analisis data. Menurut Siregar (2010:206) 

dalam pengolahan data meliputi kegiatan sebagai berikut: 

1. Editing  

Editing adalah proses pengecekan atau memeriksa data yang telah berhasil 

dikumpulkan dari lapangan, karena ada kemungkinan data yang telah 
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masuk tidak memenuhi syarat atau tidak dibutuhkan. Tujuan dilakukan 

editing adalah untuk mengoreksi kesalahan-kesalahan dan kekurangan 

data yang terdapat pada catatan lapangan. 

2. Coding  

Coding adalah kegiatan pemberian kode tertentu pada tiap-tiap data yang 

termasuk kategori yang sama. Kode adalah isyarat yang dibuat dalam 

bentuk angka-angka atau huruf untuk membedakan antara data atau 

identitas data yang akan dianalisis. 

3. Tabulating  

Tabulating adalah proses penempatan data ke dalam bentuk tabel yang 

telah diberi kode sesuai dengan kebutuhan analisis. 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

analisis data kuantitatif yang bersifat deskriptif. Siregar (2010:107) 

mengemukakan bahwa penelitian deskriptif adalah penelitian yang 

dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik untuk satu 

variabel atau lebih (independent) tanpa membuat perbandingan, atau 

penghubungan dengan variabel lain. sedangkan dalam penelitian ini 

menggunakan metode analisis deskriptif. Dalam analisis deskriptif ini, 

Siregar (2010:221) mengemukakan bahwa analisis deskriptif merupakan 

bentuk analisis data penelitian untuk menguji generalisasi hasil penelitian 

berdasarkan satu sampel. Analisis deskriptif ini dilakukan dengan 

pengujian hipotesis deskriptif. Hasil analisisnya adalah apakah hipotesis 

penelitian dapat digeneralisasikan atau tidak. Jika hipotesis (Ha) diterima, 
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berarti hasil penelitian dapat digeneralisasikan. Untuk menguji hipotesis 

deskriptif ini menggunakan teknik pengelolaan dan analisis data sebagai 

berikut : 

3.7.1 Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen 

Dalam hal ini perlu dibedakan antara hasil penelitian antara yang 

valid dan reliabel dengan instrumen valid dan reliabel. Hasil penelitian 

yang valid bila terdapat kesamaan antara data yang terkumpul dengan data 

yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti tersebut. Pengujian 

validitas tiap butir digunakan analisis item, yaitu dengan mengkorelasikan 

skor tiap butir dengan skor total yang merupakan jumlah tiap skor butir. 

Uji validitas ini dengan menggunakan rumus Product Moment Corelation. 

Adapun rumus Product Moment Corelation adalah sebagai berikut : 

r   = 
  (∑  ) (∑ )(∑ ) 

√[ (∑  ) (∑ ) ][ (∑  ) (∑ ) ]
 

 

Dimana : 

 r = koefisien korelasi 

x = skor variabel (jawaban responden) 

y = skor total variabel untuk responden n  

Siregar (2010:164) menjelaskan bahwa dalam suatu instrumen 

penelitian dikatakan valid, bila : 

1. Koefisien korelasi product moment melebihi 0,3 

2. Jika koefisien korelasi product moment > r-tabel (α; n-2), 

n=jumlah sampel. 

3. Nilai Sig   α  

Selanjutnya untuk mengetahui hasil penelitian yang reliabel, maka 

perlu dilakukan uji reliabilitas. Siregar (2010:173) mengatakan bahwa 

reliabilitas adalah : untuk mengetahui sejauh mana hasil pengukuran tetap 
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konsisten, apabila dilakukan pengukuran dua kali atau lebih terhadap 

gejala yang sama dengan menggunkan alat pengukur yang sama pula.  

Uji reabilitas bertujuan untuk mengukur instrumen sehingga dapat 

dipercaya dan menghasilkan data yang dapat dipercaya juga. Menurut 

Arikunto (2002:154) “reabilitas menunjukan pada suatu pengertian bahwa 

sesuatu instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat 

pengumpul data karena instrumen tersebut sudah baik. Instrumen yang 

baik tidak akan bersifat tendesius mengarahkan responden untuk memilih 

jawaban-jawaban tertentu. Instrumen yang sudah dapat dipercaya, yang 

reliabel akan menghasilkan data yang dapat dipercaya juga. Apabila 

datanya benar sesuai dengan kenyataannya, maka berapa kali pun diambil, 

tetap akan sama. Jadi, reabilitas menunjukan pada tingkat keterandalan 

sesuatu. Reliabel artinya dapat dipercaya dan dapat diandalkan.  

Pengujian reliabilitas dalam penelitian ini dilakukan dengan internal 

consistency dengan rumus Cronbach‟s Alpha (  ) : 
 

ri = [ 
 

   
 [ 1 - 

     

    
 ]    (Arikunto, 2001:171). 

Dimana :  

ri            = reliabilitas instrumen 

k             = banyak butir pertanyaan atau soal 

           = jumlah varians butir 

            = varians total  

 

Bila koefisien positif dan signifikan maka instrumen tersebut sudah 

dinyatakan reliabel. Dikatakan reliabel jika nilai r alpha > r tabel (  

        ). 
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3.7.2 Normalitas  

Uji normalitas merupakan pengujian data bertujuan untuk 

menguji apakah dalam model regresi variabel residual memiliki 

distribusi normal atau tidak. 

3.7.3 Pengujian Hipotesis 

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dimaksudkan 

untuk mengetahui tingkat signifikasi dari hipotesis yang diajukan. 

Berdasarkan metode penelitian, maka pada tahap pengujian 

hipotesis penelitian ini, penelitian menggunakan rumus Uji-t , yaitu 

sebagai berikut : 

t = 
      

 

√  

 

keterangan : 

 

t      = nilai hitung  

      rata-rata hasil pengambilan data 

      = nilai yang dihipotesiskan 

S     = standar deviasi sampel 

 n    = jumlah sampel 

 

3.8 Jadwal Penelitian 

 

Jadwal penelitian ini merupakan tahap penelitian yang dilakukan 

oleh peneliti dalam melakukan penelitian tentang efektivitas 

pengawasan Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon dalam mengatasi 

pencemaran lingkungan hidup di Kota Cilegon: 
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Tabel 3.8.1 

Jadwal Penelitian 

  

Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des

1 Observasi Awal

2 Pengajuan Judul

3

4 Penyusunan Proposal

6 Seminar Proposal 

7 Perbaikan Proposal 

8 Penelitian Lapangan

9

10 Sidang Skripsi

5
Bimbingan dan 

Perbaikan

Penulisan Laporan 

(BAB IV & V)

No Kegiatan

Waktu Pelaksanaan

2014 2015

Perizinan dan Observasi 

Lapangan
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

4.1 Deskripsi Objek Penelitian 

4.1.1 Letak Geografis dan Geologi Kota Cilegon 

Kota Cilegon merupakan sebuah kota di Provinsi Banten. Cilegon 

berada di ujung Barat Laut Pulau Jawa, di tepi Selat Sunda. Kota Cilegon 

dikenal sebagai kota industri. Wilayah Kota Cilegon di sebebelah Utara 

berbatasan dengan Kecamatan Bojonegara (Kabupaten Serang), di sebelah 

Barat berbatasan dengan Selat Sunda, di sebelah Selatan berbatasan 

dengan Kecamatan anyer dan Kecamatan Mancak (Kabupaten Serang), di 

sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Kramatwatu tepat di wilayah 

serdang (Kabupaten Serang). Berdasarkan administratif pemerintahan, 

Kota Cilegon memiliki luas wilayah ±17.550 Ha terbagi atas delapan 

kecamatan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2002 tentang 

pembentukan empat kecamatan baru, wilayah Kota Cilegon yang semula 

terdiri dari empat kecamatan beruah menjadi delapan kecamatan, yaitu 

Kecamatan Cilegon, Kecamatan Ciwandan, Kecamatan Pulomerak, 

Kecamatan Cibeber, Kecamatan Grogol, Kecamatan Purwakarta, 

Kecamatan Citangkil, dan Kecamatan Jombang. 
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4.1.2Gambaran Umum Badan lingkungan Hidup Kota Cilegon 

a. Kedudukan 

Badan Lingkungan Hidup merupakan unsur pendukung tugas 

Walikota di bidang Lingkungan Hidup, dipimpin oleh seorang Kepala 

Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada 

Walikota melalui Sekretaris Daerah. 

Mengacu pada Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 6 Tahun 

2008 tentang Pembentukan dan Susunan Lembaga Teknis Daerah dan 

Peraturan Walikota Nomor 31 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon serta Peraturan Walikota 

Nomor 61 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural 

Dilingkungan Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon, Maka Badan 

Lingkungan Hidup merupakan perangkat daerah sebagai unsur pelaksana 

penyelenggaraan pemerintahan daerah dan dipimpin oleh Kepala Badan 

yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota. 

 b. Tugas Pokok dan Fungsi 

Menurut Peraturan Walikota Nomor 61 Tahun 2008 tentang Uraian 

Tugas Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon adalah sebagai berikut : 

1. Tugas 

Badan Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok 

melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah 

dibidang lingkungan Hidup. 

2. Fungsi 

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 

diatas Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon 

menyelenggarakan fungsi : 
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1. Perumusan perencanaan kebijakan teknis dan operasional 

dibidang Lingkungan Hidup; 

2. Pembinaan dukungan atas Penyelenggaraan ketatausahaan 

dan keuangan serta pemerintahan daerah dibidang 

lingkungan hidup; 

3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas terhadap UPTD dalam 

lingkup Lingkungan Hidup; 

4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota 

sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

 

4.1.3 Perencanaan Strategik Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon 

Setiap organisasi pasti memiliki sebuah tujuan yang hendak 

dicapai, agar tujuan tersebut tercapai maka perlu adanya perencanaan 

untuk membuat tujuan tersebut terealisasi. Untuk itu diperlukan adanya 

visi dan misi yang jelas dari organisasi untuk rencana kerja dan program 

yang akan dilakukan. Demikian pula dengan Badan Lingkungan Hidup 

Kota Cilegon memiliki visi dan misi yang hendak dicapai.Visi dapat 

membantu organisasi untuk mendefinisikan kemana organisasi akan 

dibawa dan membantu mendefinisikan bagaimana pelayanan harus 

dilaksanakan. Misi Badan Lingkungan Hidup adalah rumusan umum 

mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi 

Badan Lingkungan Hidup. Berikut adalah visi dan misi dari Badan 

Lingkungan Hidup Kota Cilegon : 

a. Visi dan Misi 

Visi dari Badan lingkungan Hidup Kota Cilegon adalah 

sebagai berikut: 

1. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, 

daya, keadaan dan mahluk hidup, termasuk manusia dan 

prilakunya yang mempengaruhi Alam itu sendiri kelangsungan 

perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup 

lainnya. 

2. Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup yang 

berkelanjutan adalah upaya sistematis dan terpadu yang 
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dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan 

mencegah terjadinya pencemaran dan / atau kerusakan 

lingkungan yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, 

pengendalian, pemeliharaan pengawasan, dan  penegakan 

hukum.  

3. Daya dukung Kota Cilegon ramah lingkungan adalah 

kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung 

perikehidupan manusia, makhluk hidup lain dan 

keseimbangannya, sehingga Kota Cilegon dapat menjadi Kota 

yang mampu mewujudkan keserasian dan keseimbangan dalam 

pemanfaatan lingkungan hidup dengan daya dukung Ekosistem 

dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup. 

Sedangkan untuk mewujudkan visi Badan Lingkungan Hidup 

Kota Cilegon menetapakan misi sebagai berikut :  

1. Meningkatkan Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan 

dan Program. 

2. Meningkatkan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 

Hidup. 

3. Meningkatkan pengendalian pencemaran dan kerusakan 

lingkungan. 

4. Meningkatkan konservasi sumber daya alam dan buatan. 

 

b. Tujuan dan Sasaran 

TujuanJangkaMenengahBadanLingkunganHidupadalahsebagai

berikut: 

1. Meningkatkan Kualitas Kinerja Pelayanan Prima dalam 

Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan dan Program. 

2. Meningkatkan Daya Dukung dan Kualitas Lingkungan Hidup 

melalui Upaya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 

Hidup. 

3. Menyelenggarakan Pengawasan dan Penegakkan Hukum 

untuk Mengendalikan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan 

Hidup. 

4. Menciptakan Lingkungan Hidup dan Asri serta meningkatkan 

rehabilitasi dan pemulihan fungsi lahan. 

 Sedangkan sasaran yang akan dicapai secara nyata oleh 

Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon dalam rumusan yang 

lebih spesifik.  

5. Terpenuhinya Pelayanan yang cepat, tepat dan terukur dalam 

Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan dan Program. 
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6. Tercapainya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 

Hidup. 

7. Terlaksananya Pengawasan Pencemaran dan Perusakan 

lingkungan oleh masyarakat dan Industri serta proses hukum 

bagi masyarakat dan Industri yang melakukan pencemaran dan 

perusakan lingkungan hidup. 

8. Meningkatnya penghijauan Kota, Ruang Terbuka Hijau, dan 

berkurangnya lahan kritis serta terlindungnya sumber daya 

alam dan buatan. 

 

4.1.4 Susunan Kepegawaian Badan Lingkungan Hidup Kota 

Cilegon 

Demi keberhasilan organisasi, perlu didukung dengan 

peningkatan SDM aparatur melalui pendidikkan formal dan 

informal sesuai tugas dan fungsinya. Keadaan jumlah pegawai 

yang ada seluruhnya sebanyak 40 orang:  36 orang PNS, 1 Orang 

THL dan 3 orang TKS dengan kualifikasi pendidikan sebagai 

berikut: 

Tabel 4.1 

Jumlah Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan  

No. Pendidikan Jumlah 

1 Strata 2 9 

2 Sarjana Teknik 8 

3 Sarjana Sosial 1 

4 Sarjana Hukum 1 

5 Sarjana Ekonomi 5 

6 Sarjana Manajemen 1 

7 Sarjana Ilmu Pemerintahan 1 

8 

D3 (Politeknik Kimia, Akuntansi, 

Keuangan Perbankan, Kimia, 

Administrasi) 
3 

9 SLTA 11 

 

Total 40 

Sumber: Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon, 2014 
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4.2 Deskripsi Data 

4.2.1 Identitas Responden  

 Responden pada penelitian ini adalah seluruh perusahaan di Kota 

Cilegon yang berada di bawah naungan Badan Lingkungan Hidup Kota 

Cilegon yaitu sebanyak 147 perusahaan yang tersebar di masing-masing 

kecamatan di Kota Cilegon. Jadi populasi dari penelitian ini adalah 

sebanyak 147 perusahaan, kemudian peneliti menentukan ukuran sampel 

dengan menggunakan teknik dari Taro Yamane dengan tingkat presisi 

10% maka dihasilkan ukuran sampel 60 responden atau 60 perusahaan 

yang tersebar pada masing-masing kecamatan yang ada di Kota Cilegon. 

Tabel 4.2 

Populasi Perusahaan di Kota Cilegon 

 

No.  Nama Kecamatan 
Jumlah 

Perusahaan 

1. Cilegon 81 

2. Cibeber 3 

3. Pulomerak 10 

4. Ciwandan 28 

5. Grogol 18 

6. Purwakarta 2 

7. Citangkil 5 

8. Jombang 0 

  Jumlah 147 

 Sumber : Peneliti, 2015 

 

 Dari tabel 4.1 kecamatan yang paling banyak terdapat industri 

adalah Kecamatan Cilegon dan yang tidak terdapat industri adalah 

Kecamatan Jombang. Menurut salah satu staf di Badan Lingkungan 

Hidup untuk industri berat yang lebih banyak menghasilkan pencemaran 
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yaitu terdapat di daerah Kecamatan Ciwandan dan Kecamatan 

Pulomerak. 

Tabel 4.3 

Jumlah Perusahaan di setiap Kecamatan 

 

No. Nama Kecamatan 
Jumlah 

Perusahaan 
Sampel 

1. Cilegon 81 33 

2. Cibeber 3 2 

3. Pulomerak 10 4 

4. Ciwandan 28 11 

5. Grogol 18 7 

6. Purwakarta 2 1 

7. Citangkil 5 2 

8. Jombang 0 0 

  Jumlah 147 60 

 Peneliti, 2015 

 

 Dari tabel 4.2 masing-masing kecamatan telah diambil sampel 

secara proporsional, jumlah paling banyak terdapat di Kecamatan 

Cilegon yaitu sebanyak 33 perusahaan dan yang paling sedikit yaitu 

Kecamatan Purwakarta yaitu diambil 1 perusahaan yang dijadikan 

sampel. Kecamatan Cilegon memiliki kawasan khusus yang digunkan 

untuk kegiatan produksi perusahaan yang disebut Krakatau Industrial 

Estate Cilegon atau disingkat menjadi KIEC. Dan Kecamatan yang tidak 

mempunyai perusahaan industri berat yaitu Kecamatan Jombang.  
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Gambar 4.1 

Identitas Responden Berdasarkan Luas Wilayah 

 

 Sumber : peneliti, 2015 

 

 Berdasarkan diagram 4.1 Kecamatan Cilegon merupakan 

kecamatan yang palig banyak terdapat industri. Kecamatan Cilegon 

memiliki kawasan khusus yang digunkan untuk kegiatan produksi 

perusahaan yang disebut Krakatau Industrial Estate Cilegon atau 

disingkast menjadi KIEC. Dan Kecamatan yang tidak mempunyai 

perusahaan industri berat yaitu Kecamatan Jombang. 

4.3 Analisis Data 

 Pada bagian ini peneliti akan mendeskripsikan data hasil penelitian 

yang dilakukan melalui metode wawancara tidak terstruktur dan 

penyebaran angket. Angket ini disebarkan kepada 60 perusahaan di 

seluruh Kota Cilegon yang berada dibawah naungan Badan Lingkungan 

Hidup Kota Cilegon. wawancara tidak terstruktur dilakukan untuk 

mengetahui lebih dalam dari jawaban angket yang dikemukakan oleh 

responden tersebut. Adapun penyebaran angket ini dilakukan untuk 

55% 

3% 

7% 

18% 

12% 

2% 3% 0% 

Sampel 

1. Cilegon 2. Cibeber 3. Pulomerak 4. Ciwandan

5. Grogol 6. Purwakarta 7. Citangkil 8. Jombang
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mengetahui keefektivan pengawasan Badan Lingkungan Hidup dalam 

mengatasi pencemaran udara oleh perusahaan di Kota Cilegon.  

 Dalam melakukan analisis data peneliti menggunakan teori dari 

Siagian (2005:130) dalam teori tersebut Siagian mengemukakan 1 

indikator efektivitas pengawasan yang diuraikan dalam angket tersebut. 

Skala yang dipakai dalam angket ini adalah skala Likert. Pilihan jawaban 

dalam angket terdiri dari 4 item yaitu sangat setuju bernilai 4 poin, setuju 

bernilai 3 poin, tidak setuju bernilai 2 poin dan sangat tidak setuju 

bernilai 1 poin. Semakain tinggi nilai yang diperoleh dari angket tersebut 

maka semakin baik pula pengawasan tersebut. Pemaparan tanggapan 

responden atas angket ini akan digambarkan dalam bentuk grafik yang 

disertai pemaparan dan kesimpulan hasil jawaban dari pertanyaan yang 

diajukan melalui angket berdasarkan indikator dalam teori tersebut. 

Adapun pemaparan jawaban atas angket tersebut adalah sebagai berikut : 

4.3.1 Merefleksikan Sifat Kegiatan 

 

 Pengawasan harus merefleksikan sifat dari berbagai kegiatan yang 

diselenggarakan. Yang dimaksud ialah bahwa teknik pengawasan harus 

sesuai, antara lain dengan penemuan informasi tentang siapa yang 

melakukan pengawasan dan kegiatan apa yang menjadi sasaran 

pengawasan tersebut. Dalam teknik pengawasan ada hal-hal yang berlaku 

bagi semua jenis organisasi, misalnya anggaran yang dialokasikan, 

standar waktu penyelesaian tugas, standar biaya, serta pemanfaatan 

sumber daya manusia.Indikator pertama ini dikembangkan menjadi lima 
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pernyataan yang digambarkan dalam bentuk grafik dan pemaparan 

jawaban atas kuesioner tersebut adalah sebagai berikut: 

Grafik 4.1 

Tanggapan Responden atas Badan Lingkungan Hidup yang 

Melakukan Pengawasan pada Kegiatan Usaha Perusahaan yang 

Berdampak pada Lingkungan Sekitar 

 
Sumber : Diolah oleh peneliti berdasarkan pertanyaan nomor 1, 2015 

 

 Berdasarkan grafik 4.1di atas mengenai tanggapan responden atas 

Badan Lingkungan Hidup yang melakukan pengawasan pada 

kegiatan usaha perusahaan yang berdampak pada lingkungan sekitar 

adalah sebanyak 60 responden, 7 responden atau sekitar 11% 

responden menjawab sangat setuju, karena menurut responden Badan 

Lingkungan Hidup telah melakukan pengawasan sesuai dengan tugas 

fungsinya, 46 responden atau sekitar 77% responden menjawab 

setuju, karena menurut responden Badan Lingkungan Hidup 

melakukan pengawasan langsung ke lokasinya, 7 responden atau 

sekitar 12% responden menjawab tidak setuju, karena menurut 

responden masih ada beberapa yang tidak rutin diawasi, dan tidak ada 

responden yang menjawab sangat tidak setuju. Dengan demikian, 
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mayoritas responden menjawab setuju. Artinya Badan Lingkungan 

Hidup melakukan pengawasan pada kegiatan usaha perusahaan yang 

bisa berdampak buruk pada lingkungan sekitar. Dari mulai sebuah 

perusahaan akan berdiri hingga sudah berjalan proses kegiatan usaha, 

hal tersebut telah dipantau oleh Badan Lingkungan Hidup. buku 

analisis dampak lingkungan perusahaan diberika sebelum perusahaan 

tersebut berdiri, dengan demikian Badan Lingkungan Hidup 

mengetahui jenis kegiatan usaha apa saja yang dijalankan perusahaan 

yang berada di Kota Cilegon. 

Grafik4.2 

Tanggapan Responden Atas Badan Lingkungan Hidup 

Melakukan Pengawasan Pada Perusahaan Setiap Periode 

Tertentu 

 
 Sumber : Diolah oleh peneliti berdasarkan pernyataan nomo 2, 

2015 

 

 Berdasarkan grafik 4.2 mengenai tanggapan responden atas Badan 

Lingkungan Hidup melakukan pengawasan pada perusahaan setiap 

periode tertentu adalah sebanyak 60 responden, 12 responden atau 

sekitar 20% responden menjawab sangat setuju, karena menurut 

responden pengawasan dilakukan rutin pada waktu-waktu tertentu, 
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43responden atau sekitar 72% responden menjawab setuju, karena 

menurut responden pengawasan ini baik dilakukan secara periodik,5 

responden atau sekitar 8% responden menjawab tidak setuju, karena 

menurut responden ada waktu tertentu dimana pengawasan tidak 

dilakukan tepat pada priodenya dan tidak ada responden yang 

menjawab sangat tidak setuju. Dengan demikian secara mayoritas 

responden menjawab setuju. Artinya Badan Lingkungan Hidup 

melakukan pengawasan secara rutin setiap periode tertentu. Menurut 

responden, pengawasan ini dilakukan secara periodik dan ada 

jadwalnya misalnya tiga bulan bulan sekali. Badan Lingkungan 

Hidup melakukan pengawasan untuk setiap komponen lingkungan 

hidup sesuai dengan periode waktunya, dan masing-masing 

komponen hidup tidak sama. Untuk komponen udara dilakukan 

pengawasan setiap setahun dua kali pada 52 titik yang tersebar di 

Kota Cilegon. 

Grafik 4.3 

Tanggapan Responden Atas Petugas Pengawas dari Badan 

Lingkungan Hidup Sesuai dengan Latar Belakang Keahliannya 

 
 Sumber : Diolah oleh peneliti atas pernyataan nomor 3, 2015 
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 Berdasarkan grafik 4.3 mengenai tanggapan atas pernyataan bahwa 

petugas pengawas dari Badan Lingkungan Hidup yang ditugaskan 

untuk mengawasi adalah mereka yang sesuaidengan dan ahlinya 

adalah sebanyak 60 responden, sebanyak 11 responden atau sekitar 

18% responden menjawab sangat setuju, karena menurut responden 

pengawasan ini dilakukan oleh orang yang sesuai dengan latar 

belakangnya,49 responden atau sekitar 82% responden menjawab 

sangat setuju, karena menurut responden walaupun alat pengawasan 

udara belum tersedia namun dengan bekerjasama dengan pihak ketiga 

maka kekurangan tersebut dapat ditutupi dan tidak ada responden 

yang menjawab tidak setuju dansangat tidak setuju. Dengan demikian 

mayoritas responden menjawab setuju. Artinya, petugas yang datang 

mengawasi merupakan orang yang seuai dengan keahliannya karena 

dengan pengawasna tersebut dapat diketahui ciri-ciri apabila terjadi 

penyimpangan. Dengan adanya pengawasan ini maka akan diketahui 

apabila terjadi kesalahan di lapangan yang akan menimbulkan 

masalah apabila tidak ditanggulangi. Maka sebelum kesalahan 

tersebut terjadi, dengan pengawasan ini dapat mencegahnya.  
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Grafik 4.4 

 

Tanggapan Responden Atas Petugas Pengawas dari Badan 

Lingkungan Hidup Memiliki Sasaran dalam Melakukan 

Pengawasan 

 
 Sumber : Diolah oleh peneliti atas pernyataan nomor 4, 2015 

 

 Berdasarkan grafik 4.4mengenai tanggapan atas pernyataan bahwa 

petugas pengawas dari Badan Lingkungan Hidup memiliki sasaran-

sasaran dalam melakukan pengawasan adalah sebanyak 60 reponden, 

sebanyak 10 responden atau sekitar 17% responden menjawab sangat 

setuju, karena menurut responden pengawasan telah tepat pada 

sasarannya dan apa yang perlu diperiksa, sebanyak 46 responden atau 

sekitar 77% responden menjawab setuju, karena menurut responden 

apa yang dilakukan di lapangan telah sesuai dengan semestinya, 4 

responden menjawab tidak setuju dan tidak ada responden yang 

menjawab sangat tidak setuju. Dengan demikian mayoritas responden 

menjawab setuju. Artinya, dalam melakukan pengawasan memiliki 

sasaran dalam melaksanakan tugasnya, untuk kualitas udara ini 

Badan Lingkungan Hidup melakukan pemantauan udara sebanyak 2 
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kali dalam setahun atau setiap enam bulan sekali. Penetapan 

pemantauan udara ambien ini meliputi arah angin, tata guna lahan, 

tinggi cerobong, luas sebaran bahan pencemar. Titik lokasi 

pemnatauan juga pada kawasan pemukiman masyarakat, dan 

kawasan kehidupan mahluk hidup lainnya. Pemantauan rutin yang 

dilakukan oleh penanggung jawab kegiatan berupa pemantauan 

secara terus menerus dengan menggunakan peralatan secara otomatis, 

namun yang menggunakan peralatan manual dilakukan setiap 6 bulan 

sekali. Karena sarana prasarana belum memadai, maka Badan 

Lingkungan Hidup menggunakan pihak ketiga untuk pengukuran.  

Grafik 4.5 

Tanggapan Responden Atas Badan Lingkungan Hidup 

Melakukan Pengawasan dengan Cara Datang Langsung ke 

Lokasi  

 
 Sumber : Diolah oleh peneliti atas pernyataan nomor 5, 2015 

 

 Berdasarkan grafik 4.5 mengenai tanggapan atas pernyataan bahwa 

Badan Lingkungan Hidup melakukan pengawasan dengan cara 

datang langsung ke lokasi kegiatan usaha adalah sebanyak 60 

responden. Sebanyak 9 responden atau sekitar 15% responden 
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menjawab sangat setuju, karena menurut responden petugas 

pengawas telah datang langsung ke lokasi pemantauan, 49 responden 

atau sekitar 82% responden menjawab setuju, karena menurut 

responden apa yang telah dilakukan adalah merupakan hal sudah 

semestinya pengawasan dilakukan dengan cara terjun langsung, 2 

responden atau sekitar 3% responden menjawab tidak setuju, karena 

menurut responden ada sebagain hanya mengandalkan data, dan tidak 

ada responden yang menjawab sangat tidak setuju. Dengan demikian 

mayoritas responden menjawab setuju. Artinya, Badan Lingkungan 

Hidup melakukan pengawasan dengan cara datang langsung ke lokasi 

tempat kegiatan usaha perusahaan. Dengan begitu petugas pengawas 

dapat mengecek sendiri bagaimana keadaan kegiatan usaha tersebut. 

Petugas pengawas dalam melakukan pengendalian pencemaran 

lingkungan berwenang melakukan pemantauan langsung, membuat 

catatan yang diperlukan, memasuki tempat tertentu, mengambil 

contoh limbah untuk diteliti dan dianalisa yang berasal dari tempat-

tempat terkait, dan memeriksa peralatan. 

 Pada indikator pertama ini, pengawasan harus merefleksikan sifat 

dari berbagai kegiatan yang diselenggarakan. Peneliti membagi ke 

dalam dua sub indikator yaitu teknik pengawasan yang sesuai baik 

dari pemanfaatan anggaran yang dialokasikan, standar waktu 

penyelesaian tugas, standar biaya dan pemanfaatan sumber daya 

manusia dan kegiatan apa yang menjadi sasaran pengawasan. Jumlah 
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pernyataan sebanyak 5 item yaitu pernyataan nomor 1,2,3,4 dan 5. 

Jumlah jawaban responden atas 5 pernyataan tersebut adalah 

181+189+194+190+192=946. Skor ideal untuk indikator yaitu 

sebesar 5x4x60=1200 (5= jumlah pernyataan yang valid untuk 

indikator pengawasan harus merefleksikan sifat dari berbagai 

kegiatan yang diselenggaraka, 4= nilai skor ideal dari setiap jawaban 

responden, kriteria skor berdasarkan pada skala Likert, 60= jumlah 

sampel yang dijadikan responden). Jadi, nilai presentase untuk untuk 

indikator pengawasan harus merefleksikan sifat dari berbagai 

kegiatan yang diselenggarakan adalah 946:1200x100%= 78,8%. Hal 

ini dapat diartikan bahwa Efektivitas Pengawasan Badan Lingkungan 

Hidup Kota Cilegon dalam Mengatasi Pencemaran Udara di Kota 

Cilegon sudah baik (efektif) bila dilihat dari indikator pengawasan 

harus merefleksikan sifat dari berbagai kegiatan yang 

diselenggarakan. Sebagaimana tertera dalam kategori berikut ini: 

 

Tidak baik               Kurang baik   BaikSangat baik 

 

 

300  600900946 1200 

 Nilai 946 termasuk dalam interval baik dan  dan sangat baik, 

karena lebih mendekati kategori baik maka indikator ini termasuk 

baik. 
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4.3.2 Memberikan Petunjuk Deviasi 

 

 Pengawasan harus mapu mendeteksi deviasi atau penyimpangan 

yang mungkin terjadi sebelum penyimpangan itu menjadi kenyataan. 

Usaha deteksi seperti itu harus dilakukan sedini mungkin dan 

informasi tentang hasil tentang deteksi itu harus segera tiba ditangna 

manajer secara fungsional bertanggung jawab agar ia segera dapat 

mengambill tindakan pencegahannya. Indikator kedua ini 

dikembangkan menjadi empat pernyataan yang digambarkan dalam 

bentuk grafik dan pemaparan jawaban atas kuesioner tersebut adalah 

sebagai berikut: 

Grafik 4.6 

Tanggapan Responden Atas Badan Lingkungan Hidup Memberi 

Peringatan Apabila Ada yang Tidak Sesuai Aturan 

 
 Sumber : Diolah oleh peneliti atas pernyataan nomor 6, 2015 

 

 Berdasarkan grafik 4.6 mengenai tanggapan atas pernyataan bahwa 

Badan Lingkungan Hidup memberikan peringatan pada perusahaan 

apabila ada yang tidak sesuai dengan aturan adalah sebanyak 60 

responden. Sebanyak 5 responden atau sekitar 9% responden 
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menjawab sangat setuju, karena menurut responden bagi yang 

bermasalah segera ditanggapi, 47 responden atau sekitar 78% 

responden menjawab setuju, karena menurut responden memberikan 

peringatan sesuai dengan tahap yang ada pada peraturannya, 8 

responden atau sekitar 13% responden menjawab tidak setuju, karena 

menurut responden keluhan dari masyarakat terkadang lama 

menganggapinya, dan tidak ada responden yang menjawab sangat 

tidak setuju. Dengan demikian mayoritas responden menjawab setuju. 

Artinya, responden stuju bahwa apabila ada perusahaan yang 

melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai aturan maka Badan 

Lingkungan Hidup mengeluarkan surat peringatannya. Apabila 

menerima laporan atau menemukan hal yang tidak sesuai dengan 

yang seharusnya petugas segera melakukan verifikasi laporan 

terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan. Dinas 

memberikan surat teguran kepada penanggung jawab kegiatan/ usaha 

apabila hasil pemnatauan ditemukan adanya parameter yang melebihi 

baku mutu. Dalam komponen udara ini dibagi lagi menjadi beberapa 

komponen yaitu pemantauan gas buang kendaraan bermotor, emisi 

sumber tidak bergerak, tingkat kebisingan, tingkat getaran, dan 

tingkat kebauan.  
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Grafik 4.7 

Tanggapan Responden Atas Pernyataan Badan Lingkungan 

Hidup Memiliki Program Khusus Ketika Melakukan 

Pengawasan 

 
 Sumber : Diolah oleh peneliti atas pernyataan nomor 7, 2015 

 

 Berdasarkan grafik 4.7 mengenai tanggapan atas pernyataan bahwa 

Badan Lingkungan Hidup memliki program khusus ketika melakukan 

pengawasan adalah sebanyak 60 responden. Sebanyak 8 responden 

atau sekitar 13% responden menjawab sangat setuju, karena menurut 

responden  pemantauan udara ini ada teknik-tekniknya dan begitu 

pula pada masing-masing komponen lingkungan hidup, 33 responden 

atau sekitar 55% responden menjawab setuju, karena menurut 

responden  pengawasan dilakukan seperti biasa secara profesional, 13 

responden atau sekitar 22% responden menjawab tidak setuju,dan 6 

responden atau sekitar 10% responden menjawab sangat tidak setuju. 

Dengan demikian mayoritas responden menjawab setuju. Artinya, 

responden setuju bahwa terdapat program tersendiri dari Badan 

Lingkungan Hidup dalam melakukan pengawasan ke perusahaan. 

Dalam melakukan pengawasan pada komponen udara ini, terbagi lagi 
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yaitu pemantauan gas buang kendaraan bermotor, emisi sumber tidak 

bergerak, tingkat kebisingan, tingkat getaran, dan tingkat kebauan. 

Untuk masing-masing komponen udara tersebut memiliki periode 

pemantauan yang berbeda. Untuk tingkat kebauan dilakukan 

pengawasan atau pemantauan sebanyak 3 bulan sekali, pada 

pemantauan tingkat getaran dilakukan sebanyak 3 bulan sekali, pada 

emisi gas buang kendaraan bermotor sekurang-kurangnya 5 tahun 

sekali. 

Grafik 4.8 

Tanggapan Responden Atas Pernyataan Bahwa Pengawasan 

yang Dilakukan Dapat Mendeteksi Penyimpangan atau Resiko 

yang Akan Terjadi 

 
            Sumber : Diolah oleh peneliti atas pernyataan nomor 8, 2015 

 

 Berdasarkan grafik 4.8mengenai tanggapan atas pernyataan bahwa 

pengawasan yang dilakukan dapat mendeteksi adanya penyimpangan 

atau resiko yang akan terjadi adalah sebanyak 60 responden. 8 

responden atau sekitar 14% responden menjawab  sangat setuju, 

karena menurut responden bila ada terjadi penyimpangan maka akan 

diberitahu letak kesalahannya, sebanyak 47 responden atau sekitar 

78% responden menjawab setuju, karena menurut responden  
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pengawasan ini dilakukan untuk mencegah terjadinya penyimpangan, 

sebanyak 5 responden atau sekitar 8% responden menjawab tidak 

setuju, karena menurut responden dilakukan pengawasan 

penyimpangan ini diketahui setelah terjadi masalah, dan tidak ada 

responden yang menjawab sangat tidak setuju. Dengan demikian 

mayoritas responden menjawab setuju. Artinya, dengan adanya suatu 

pengawasan maka akan terpantau aktifitas kegiatan usaha dan apabila 

terjadi hal yang tidak sesuai dengan peraturan misalnya nilai baku 

mutu melebihi dari yang sewajarnya, maka hal tersebut dapat 

diketahui sebelum terjadi penyimpangan yang lebih besar lagi yang 

akan menimbulkan efek pada lingkungan dan mengganggu 

kenyamanan. Sebelum terjadi hal yang lebih fatal maka dengan 

pengawasan ini dapat mendeteksi mana yang diluar ambang batas.  

Grafik 4.9 

Tanggapan Responden Atas Pernyataan Bahwa Data yang 

Didapat di Lapangan Merupakan Data yang Relevan 

 
 Sumber : Diolah oleh peneliti berdasarkan pernyataan nomor 9, 2015 

 

 Berdasarkan grafik 4.9 mengenai tanggapan atas pernyataan bahwa 

data yang didapat dari lapangan merupaka data yang relevan adalah 
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sebanyak 60 responden. Sebanyak 6 responden atau sekitar 10% 

responden menjawab sangat setuju, karena menurut responden 

petugas pengawas sendiri yang cek ke lapangan, 45 responden atau 

sekitar 75% responden menjawab setuju, karena menurut responden 

kedua belah pihak sama-sama melakukan pengawasan karena di 

perusahaan terdapat staf khusus dampak lingkungan, 9 responden 

atau sekitar 15% responden menjawab tidak setuju, karena menurut 

responden ada saja oknum yang mencatat baik-baik saja, dan tidak 

ada responden yang menjawab sangat tidak setuju. Dengan demikian 

maka mayoritas responden menjawab saetuju. Artinya, data yang 

didapatkan petugas tersebut merupakan data sesungguhnya yang 

terjadi saat itu. Setiap penanggung jawab usaha wajib mengijinkan 

petugas pengawas memasuki lingkungan kerjanya demi 

terlaksananya tugas pengawasan tersebut, dan berkewajiban 

memberikan keterangan yang benar dan terbaru.  

 Indikator kedua yaitu pengawasan harus segera memberikan 

petunjuk tentang kemungkinan adanya deviasi dari rencana. Peneliti 

membagi ke dalam sub indikator pengawasan mampu mendeteksi 

jika terjadi penyimpangan, informasi yang didapat dapat memberikan 

gambaran kegiatan, dan terdapat data yang relevan yang memberikan 

informasi keadaan yang terbaru dengan jumlah pernyataan sebanyak 

4 item, yaitu pernyataan nomor 6, 7, 8 dan 9. Jumlah jawaban 

responden dari 4 pernyataan tersebut yaitu 183+170+191+186= 730. 



97 
 

Skor ideal untuk indikator Pengawasan harus segera memberikan 

petunjuk tentang kemungkinan adanya deviasi dari rencana adalah 

4x4x60= 960 (4= jumlah pernyataan yang valid untuk indikator 

Pengawasan harus segera memberikan petunjuk tentang 

kemungkinan adanya deviasi dari rencana, 4= nilai skor ideal dari 

setiap jawaban responden, kriteria skor berdasarkan pada skala 

Likert, 60= jumlah sampel yang dijadikan responden). Jadi, nilai 

presentase untuk untuk indikator pengawasan harus segera 

memberikan petunjuk tentang kemungkinan adanya deviasi dari 

rencana adalah 730:960x100%= 76,04%. Hal ini dapat diartikan 

bahwa Efektivitas Pengawasan Badan Lingkungan Hidup Kota 

Cilegon dalam Mengatasi Pencemaran Udara di Kota Cilegon sudah 

baik (efektif) bila dilihat dari indikator pengawasan harus segera 

memberikan petunjuk tentang kemungkinan adanya deviasi dari 

rencana. Hal tersebut dapat dilihat sebagai berikut: 

      Tidak baik  Kurang baik  Baik    Sangat baik 

 

 

240   480  720    730                  960 

 Nilai 730 termasuk dalam interval baik dan  dan sangat baik, 

karena lebih mendekati kategori baik maka indikator ini termasuk 

baik. 
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4.3.3 Pengecualian Titik Strategis Tertentu 

 

 Pengawasan harus menunjukan pengecualian pada titik-titik 

strategis tertentu. Karena banyaknya kegiatan yang harus dilakukan, 

pengawas harus mampu menentukan kegiatan apa yang perlu 

dilakukan sendiri dan kegiatan apa yang seharusnya didelegasikan 

kepada orang lain. Indikator ketiga ini dikembangkan menjadi empat 

pernyataan yang digambarkan dalam bentuk grafik dan pemaparan 

jawaban atas kuesioner tersebut adalah sebagai berikut: 

Grafik 4.10 

Tanggapan Responden Atas Pernyataan Bahwa Jumlah petugas 

Pengawas Mencukupi Sesuai Keperluan 

 
Sumber : Diolah oleh peneliti berdasarkan pernyataan nomor 10, 2015 

 

 Berdasarkan grafik 4.10 mengenai tanggapan atas pernyataan 

bahwa jumlah petugas pengawas Badan Lingkungan Hidup 

mencukupi sesuai keperluan adalah sebanyak 60 responden. 

Sebanyak 7 responden atau sekitar 12% responden menjawab setuju, 

karena menurut responden selama pengawasan masih berjalan berarti 

bahwa tidak ada masalah, 17 responden atau sekitar 28% responden 

menjawab tidak setuju, karena ada beberapa yang tidak rutin diawasi 
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karena terbatasnya tenaga pengawas, 26 responden atau sekitar 43% 

responden menjawab sangat tidak setuju, karena ternyata tidak semua 

perusahaan tepat waktu diawasi karena kurangnya tenaga 

pengawas,10 responden atau sekitar 17% responden menjawab sangat 

tidak setuju, karena tenaga pengawas pada kenyataannya memang 

kurang mencukupi. Artinya, bahwa petugas pengawas dari Badan 

Lingkungan Hidup yang bertugas mengawasi perusahaan adalah 

tidakmencukupi. Menurut staf Badan lingkungan Hidup sendiri, 

ternyata tim yang ada tidak mencukupi. Dalam satu tahun dari 147 

perusahaan hanya dapat dipantau sekitar 90 perusahaan dikarenakan 

petugas pengawas yang jumlahnya tidak mencukupi kebutuhan, maka 

perusahaan lainnya dipantau pada tahun berikutnya. Jumlah pegawai 

tersebut bila dibandingkan dengan beban kerja masih kurang dari 

mencukupi sehingga masih perlu penambahan pegawai dengan 

kualifikasi yang dibutuhkan terdiri dari Sarjana Lingkungan, Sarjana 

Kehutanan, Sarjana Teknik Kimia, Sarjana Pertanian. 
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Grafik4.11 

Tanggapan Responden Atas Pernyataan Bahwa Tugas Pengawasan 

Dilaksanakan oleh Petugas yang Sesuai dengan Keahliannya 

 

 Sumber : Diolah oleh peneliti berdasarkan pernyataan nomor 11, 2015 

 Berdasarkan grafik 4.11 mengenai tanggapan atas pernyataan bahwa 

tugas pengawasan dilaksanakan oleh petugas yang sesuai dengan bidang 

keahliannya adalah sebanyak 60 responden. Sebanyak 5 responden atau 

sekitar 9%responden menjawab sangat setuju, karena telah seharusnya 

dilakukan oleh mereka yangahli, 47 responden atau sekitar 78% responden 

menjawab setuju, karena pengawasan membutuhkan keahlian dan Badan 

Lingkungan Hidup mengirim petugasnya sesuai ahlinya, 8 responden atau 

sekitar 13% responden menjawab tidak setuju, karena yang datang timnya 

sama saja pada semua komponen lingkungan hidup, dan tidak ada responden 

yang menjawab sangat tidak setuju. Maka dengan demikian mayoritas 

responden menjawab setuju. Menurut staf Badan Lingkungan Hidup, 

petugas pengawas atau disebut juga Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup 

yang disingkat PPLH, bahwa petugas yang bertugas mengawasi tersebut 
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merupakan orang-orang dengan keahliannya yang latar belakangnya juga 

sesuai dengan beban kerjanya. Walaupun dalam melakukan pengawasan 

lapangan mengandalkan orang ketiga namun petugas pengawas tetap 

bertanggung jawab dan memahami apa yang harus dilakukan dalam hal 

pengawasan.  

Grafik4.12 

Tanggapan Responden Atas Pernyataan Bahwa Tugas Pengawasan 

Dibagi Menurut Bidang Komponen Hidup yang Diteliti  

 

Sumber : Diolah oleh peneliti berdasarkan pernyataan nomor 12, 2015  

 Berdasarkan grafik 4.12 mengenai tanggapan atas pernyataan bahwa 

tugas pengawasan dibagi menurut bidang komponen hidup yang diteliti 

adalah 60 responden. Sebanyak 6 responden atau sekitar 10%  responden 

menjawab setuju, karena petugas yang mengawasi disesuaikan dengan 

masing-masing komponen, 20 responden atau sekitar 33% responden 

menjawab tidak setuju, karena petugas pengawas tidak dibagi dalam tim 

khusus, 24 responden atau sekitar 40% responden menjawab sangat tidak 

setuju, karena tidak ada tim khusus untuk masing-masing komponen 
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lingkungan hidup, 10 responden atau sekitar 17% responden menjawab 

sangat tidak setuju, karena yang mengawasi petugasnya sama saja.Dengan 

demikian maka mayoritas responden menjawab tidak setuju. Artinya, 

petugas yang bertugas untuk mengawasi tidakdibagi khusus sesuai 

komponen lingkungan hidup yang diteliti. Tidak dapat dipastikan siapa saja 

petugas yang masuk ke dalam tim tiap-tiap komponen lingkungan hidup, 

maka dapat dipastikan untuk masing-masing komponen lingkungan hidup 

tidak dibagi tim khusus. Karena Badan Lingkungan Hidup memakai jasa 

pihak ketiga untuk mengukur langsung ke lapangan maka petugas yang 

mengawasi merupakan tim yang sama pada seluruh komponen hidup.  

Grafik 4.13 

Tanggapan Responden Atas Pernyataan Bahwa Apabila Terjadi 

Masalah Pihak Badan Lingkungan Hidup Segera Menurunkan Tenaga 

Ahlinya 

 

Sumber : Diolah oleh peneliti berdasarkan pernyataan nomor 13, 2015  

 Berdasarkan grafik 4.13 mengenai tanggapan atas pernyataan bahwa 

apabila terjadi masalah pihak dari Badan Lingkungan Hidup segera 

menurunkan tenaga ahlinya adalah 60 responden. Sebanyak 4 responden 
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atau sekitar 7% responden menjawab sangat setuju, karena apabila terjadi 

masalah dianggap cepat memberikan respon, 40 responden atau sekitar 67% 

responden menjawab setuju, karena masalah segera diselidiki, 14 responden 

atau sekitar 23% responden menjawab tidak setuju, karena terkadang 

laporan harus disposisi yang memakan waktu,2 responden atau sekitar 3% 

responden menjawab sangat tidak setuju, karena harus mengikuti alur 

peraturan sehingga menunggu. Maka dengan demikian mayoritas responden 

menjawab setuju. Artinya, Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon sudah 

cukup tanggap apabila ada pelaporan atau ada yang tidak beres terjadi di 

lapangan yang dapat merugikan. Pelaporan ini biasanya berasal dari 

masyarakat sekitar perusahaan yang merasa dirugikan karena aktifitas 

kegiatan usaha dari perusahaan yang mengganggu lingkungan sekitar. Maka 

dengan demikian masyarakat berhak mengadu atau melakukan pelaporan 

kepada Badan Lingkungan Hidup dan dari pihak Badan Lingkungan Hidup 

akan menurunkan tenaga ahlinya untuk memeriksa. 

 Indikator ketiga yaitu pengawasan harus menunjukan pengecualian 

pada titik-titik strategis tertentu. Peneliti membagi ke dalam sub indikator 

yaitu mampu membedakan mana pekerjaan sendiri, dan mana yang harus 

didelegasikan, dan adanya pembagian pekerjaan yang sesuai, sub indikator 

ini terdiri dari 4 item pernyataan yaitu pada pernyataan nomor 10, 11, 12, 

13. Jumlah jawaban responden dari 4 pernyataan tersebut yaitu 

151+188+154+179= 672. Skor ideal untuk indikator Pengawasan harus 

segera memberikan petunjuk tentang kemungkinan adanya deviasi dari 
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rencana adalah 4x4x60= 960 (4= jumlah pernyataan yang valid untuk 

indikator pengawasan harus menunjukan pengecualian pada titik-titik 

strategis tertentu, 4= nilai skor ideal dari setiap jawaban responden, kriteria 

skor berdasarkan pada skala Likert, 60= jumlah sampel yang dijadikan 

responden). Jadi, nilai presentase untuk untuk indikator pengawasan harus 

menunjukan pengecualian pada titik-titik strategis tertentu adalah 

672:960x100%= 70%. Hal ini dapat diartikan bahwa Efektivitas 

Pengawasan Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon dalam Mengatasi 

Pencemaran Udara di Kota Cilegon sudah baik (efektif) bila dilihat dari 

indikator pengawasan harus menunjukan pengecualian pada titik-titik 

strategis tertentu. Hal tersebut dapat dilihat sebagai berikut: 

Tidak baik       Kurang baik    Baik  Sangat baik 

 

 

 

 

240  480720     672          960 

Nilai 672 termasuk dalam interval kurang baik dan  dan baik, karena lebih 

mendekati kategori baik maka indikator ini termasuk baik. 

4.3.4 Objektifitas Pengawasan 

 

 Terdapat kriteria dalam standar prestasi kerja yang diharapkan 

dipenuhi oleh para pelaksana kegiatan operasional. Kriteria demikian 

bermakna apabila para pelaksana mengetahui, memahami dan menerima 

kriteria tersebut. Dengan adanya kriteria tersebut, pengawasan dapat 

dilaksanakan dengan objektif. Indikator keempat ini dikembangkan menjadi 
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empat pernyataan yang digambarkan dalam bentuk grafik dan pemaparan 

jawaban atas kuesioner tersebut adalah sebagai berikut: 

Grafik 4.14 

Tanggapan Responden Atas Pernyataan Bahwa Badan Lingkungan 

Hidup Melaksanakan Pengawasan Objektif Tanpa Melihat 

Kepemilikan Perusahaan 

 

 Sumber : Diolah oleh peneliti berdasarkan pernyataan nomor 14, 2015 

 Berdasarkan grafik 4.14 mengenai tanggapan atas pernyataan bahwa 

Badan Lingkungan Hidup melaksanakan pengawasan secara objektif tanpa 

melihat kepemilikan perusahaan adalah sebanyak 60 responden. Sebanyak 

10 responden atau sekitar 17% responden menjawab sangat setuju, karena 

pengawasan dilakukan profesional, 48 responden atau sekitar 80%  

responden menjawab setuju,karena pengawasan dilakukan pada semua 

kegiatan usaha tanpa pandang bulu, 2 responden atau sekitar 3% responden 

menjawab tidak setuju, karena  dan tidak ada responden yang menjawab 

sangat tidak setuju. Dengan demikian mayoritas responden menjawab 

setuju. Artinya, dalam melakukan pengawasan ini Badan Lingkungan Hidup 

objektif dalam melakukan pemantauan tidak melihat status kepemilikan 
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ataupun asal negara. Baik perusahaan asing maupun dalam negeri dipantau 

sesuai peraturan yang berlaku dan apabila terjadi penyimpangan diproses 

sesuai dengan yang semestinya. 

Grafik 4.15 

Tanggapan Responden Atas Pernyataan Bahwa Petugas Pengawas 

Memahami Langkah Apa yang Harus Dilakukan Dalam Melakukan 

Pengawasan 

 

 Sumber : Diolah oleh peneliti berdasarkan pernyataan nomor 15, 2015 

 Berdasarkan grafik 4.15  mengenai tanggapan atas pernyataan bahwa 

petugas pengawas memahami langkah apa yang harus dilakukan dalam 

melakukan pengawasan adalah 60 responden. Sebanyak 12 responden atau 

sekitar 20% responden menjawab sangat setuju, karena pada saat melakukan 

pengawasan para petugas telah memahami apa saja faktor yang bisa 

menyebabkan pencemaran terutama pencemaraan udara, 41responden atau 

sekitar 68% responden menjawab setuju, karena petugas telah memiliki cara 

sendiri ketika melakukan pengawasan, 7 responden atau sekitar 12% 

responden menjawab tidak setuju,terkadang hanya melihat hasil dari data 

dari laporan perusahaan, dan tidak ada responden yang menjawab sangat 
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tidak setuju. Dengan demikian mayoritas responden menjawab setuju. 

Artinya, petugas pengawas dari Badan Lingkungan Hidup memahami apa 

yang harus dilakukan untuk melakukan pemantauan walaupun tindakan 

pengawasan dan pengecekan komponen lingkungan hidup ini dilakukan oleh 

pihak ketiga. Walaupun kegiatan pengecekan ini dilakukan oleh pihak ketiga 

namun dari tim pengendalian dampak lingkungan tidak langsung menerima 

begitu saja namun ikut mengecekmemastikan juga.  

Grafik 4.16 

Tanggapan Responden Atas Pernyataan Bahwa Petugas 

Pengawas Memiliki Mekanisme dan Prosedur Kerja Saat 

Melakukan Pengawasan 

 
Sumber : Diolah oleh peneliti berdasarkan pernyataan nomor 16, 2015 

 

 Berdasarkan grafik4.16  mengenai tanggapan atas pernyataan 

bahwa petugas pengawas memiliki mekanisme dan prosedur kerja 

saat melakukan pengawasan adalah60 responden. Sebanyak 11 

responden atau sekitar 18% responden menjawab sangat setuju, 

karena para petugas pengawas 42 responden atau sekitar 70% 

responden menjawab setuju, 7 responden atau sekitar 12% responden 

menjawab tidak setuju, karena petugas pengawas telah ahli dalam 
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bidangnya tersebut,dan tidak ada responden yang menjawab sangat 

tidak setuju. Dengan demikian mayoritas responden menjawab setuju. 

Artinya, petugas pengawas telah memiliki mekanisme dan prosedur 

kerja saat melakukan pengawasan. Badan Lingkungan Hidup 

melakukan pemantauan udara ambien meliputi arah angin, tata guna 

lahan, tinggi cerobong, luas sebaran bahan pencemar. Titik lokasi 

pemantauan juga pada kawasan pemukiman masyarakat, dan 

kawasan kehidupan mahluk hidup lainnya. Komponen udara 

memiliki beberapa pembagian komponen lagi, nutuk tingkat kebauan 

dilakukan pengawasan atau pemantauan sebanyak 3 bulan sekali, 

pada pemantauan tingkat getaran dilakukan sebanyak 3 bulan sekali, 

pada emisi gas buang kendaraan bermotor sekurang-kurangnya 5 

tahun sekali. 

Grafik 4.17 

Tanggapan Responden Atas Pernyataan Bahwa Data yang 

Didapat Objektif dan Benar Adanya 

 
 Sumber : Diolah oleh peneliti berdasarkan pernyataan nomor 17, 2015 
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 Berdasarkan grafik 4.17 mengenai tanggapan atas pernyataan 

bahwadata yang didapat merupakan data yang objektif dan 

benaradalah 60 responden. Sebanyak 12 responden atau sekitar 20%  

responden menjawab sangat setuju, karena dilakukan pengawasan 

langsung ke lokasi, 44 responden atau sekitar 73% responden 

menjawab setuju, karena data tersebut sesuai dengan keadaan 

sesungguhnya, 4 responden atau sekitar 7% responden menjawab 

tidak setuju, karena terkadang hanya melihat data laporan dari 

perusahaan, dan tidak ada responden yang menjawab sangat tidak 

setuju. Dengan demikian mayoritas responden menjawab setuju. 

Artinya, data yang didapat merupakan data yang benar adanya yang 

berasal dari apa yang terjadi di lapangan. Setiap penanggung jawab 

usaha harus menyampaikan laporan hasil pemantauan atau 

pengawasan yang dilakukan kepada Badan Lingkungan Hidup. 

Kemudian Badan Lingkungan Hidup juga tidak hanya menerima 

begitu saja namun dilakukan kembali pengecekan pada titik-titik 

yang ditetapkan.  

 Indikator keempat yaitu objektivitas dalam melakukan 

pengawasan. Peneliti membagi ke dalam sub indikator yaitu 

pelaksana mengetahui, memahami, dan menerima kriteria mekanisme 

kerja, memahami prosedur kerja, data yang didapat sesuai dengan 

keadaan dan bersifat objektif. Sub indikator ini terdiri dari 4 item 

pernyataan yaitu pada pernyataan nomor 14, 15, 16, dan 17. Jumlah 
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jawaban responden dari 4 pernyataan tersebut yaitu 

202+200+200+205= 807. Skor ideal untuk indikator Pengawasan 

harus segera memberikan petunjuk tentang kemungkinan adanya 

deviasi dari rencana adalah 4x4x60= 960 (4= jumlah pernyataan yang 

valid untuk indikator objektivitas dalam melakukan pengawasan, 4= 

nilai skor ideal dari setiap jawaban responden, kriteria skor 

berdasarkan pada skala Likert, 60= jumlah sampel yang dijadikan 

responden). Jadi, nilai presentase untuk untuk indikator objektivitas 

dalam melakukan pengawasan adalah 807:960x100%= 84,06. Hal ini 

dapat diartikan bahwa Efektivitas Pengawasan Badan Lingkungan 

Hidup Kota Cilegon dalam Mengatasi Pencemaran Udara di Kota 

Cilegon sudah baik (efektif) bila dilihat dari indikator objektivitas 

dalam melakukan pengawasan. Hal tersebut dapat dilihat sebagai 

berikut: 

      Tidak baik               Kurang baik                    BaikSangat baik 

 

 

240 480720        807      960 

 Nilai 807 termasuks dalam interval kurang baik dan  dan baik, 

karena lebih mendekati kategori baik maka indikator ini termasuk baik. 

4.3.5 Keluwesan Pengawasan 

 

 Salah satu konsekuensi adanya rencana yang fleksibel ialah bahwa 

pengawasan pun harus bersifat fleksibel pula. Fleksibilitas berarti 

bahwa pelaksanaan pengawasan harus tetap bisa berlangsung 
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meskipun organisasi menghaapi perubahan karena timbulnya keadaan 

yang tidak diduga sebelumnya. Indikator kelima ini dikembangkan 

menjadi empat pernyataan yang digambarkan dalam bentuk grafik dan 

pemaparan jawaban atas kuesioner tersebut adalah sebagai berikut: 

Grafik 4.18 

Tanggapan Responden Atas Pernyataan Bahwa Jika Terjadi 

Penyimpangan Cepat Tangga Ambil Tindakan 

 
Sumber : Diolah oleh peneliti berdasarkan pernyataan nomor 18, 2015 

 

 Berdasarkan grafik 4.18 mengenai tanggapan atas pernyataan 

bahwa jika terjadi penyimpangan Badan Lingkungan Hidup cepat 

tanggap ambil tindakan adalah 60 responden. Sebanyak 5 responden atau 

sekitar 8% responden menjawab sangat setuju, karena para petugas 

pengawas dianggap cepat dalam ambil tindakan, 46 responden atau 

sekitar 77% responden menjawab setuju, karena menurut responden 

petugas pengawas cepat dalam menanggapi masalah dan mengecek ke 

lapangan, 9 responden atau sekitar 15% responden menjawab tidak 

setuju, karena terhalang disposisi laporan yang memakan waktu, dan 

tidak ada responden menjawab sangat tidak setuju. Dengan demikian 

mayoritas responden menjawab setuju. Artinya, dalam menanggapi suatu 
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masalah Badan Lingkungan Hidup memerlukan waktu untuk mengambil 

tindakan seperti turun langsung terlebih dahulu ke lokasi yang 

bermasalah, kemudian dianalisa dan apabila memang kesalahan dari 

industri maka masyarakat bisa mengajukan gugatan atau ganti rugi, atau 

dinas yang memberikan peringatan atau teguran. Namun ternyata dalam 

hal ini dianggap tidak cepat tanggap. Hal ini terkait dengan sarana pra 

sarana yang kurang memadai dan terbatasnya sumber daya manusia atau 

petugas pengawas yang ada.  

Grafik 4.19 

Tanggapan Responden Atas Pernyataan Bahwa Apabila Terjadi 

Masalah Segera Mengecek ke Lokasi 

 
 Sumber : Diolah oleh peneliti berdasarkan pernyataan nomor 19, 2015 

 Berdasarkan grafik 4.19 mengenai tanggapan atas pernyataan 

bahwa jika terjadi masalah Badan Lingkungan Hidup segeran mengecek 

ke lokasi adalah 60 responden. Sebanyak 17 responden atau sekitar 28% 

responden menjawab sangat setuju, karena petugas pengawas cepat 

tanggap turun lapangan, 42 responden atau sekitar 70% responden 

menjawab setuju,karena menurut responden petugas pengawas sangat 

memperhatikan keluhan jika terjadi masalah dari masyarakat maka 
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langsung mengecek ke lapangan, 1 responden atau sekitar 2% responden 

menjawab tidak setuju,karena untuk perusahaan dengan pencemaran 

ringan tidak sampai harus cek langsung,dan tidak ada responden yang 

menjawab sangat tidak setuju. Dengan begitu mayoritas responden 

menjawab setuju. Artinya, apabila terjadi masalah Badan Lingkungan 

Hidup segera mengecek ke lokasi. Suatu penyimpangan dapat diketahui 

saat petugas pengawas turun langsung mengawasi atau memantau ke 

lokasi dan ditemukan ketidaksesuaian, atau bisa dari laporan masyarakat 

kepada dinas. Untuk pengecekan langsung ke lokasi, Badan Lingkungan 

Hidup melakukannya segera, namun untuk penanganan atau tindakan 

membutuhkan waktu. Dalam komponen udara ini, terbagi lagi yaitu 

pemantauan gas buang kendaraan bermotor, emisi sumber tidak bergerak, 

tingkat kebisingan, tingkat getaran, dan tingkat kebauan. Untuk masing-

masing komponen udara tersebut memiliki periode pemantauan yang 

berbeda. Untuk tingkat kebauan dilakukan pengawasan atau pemantauan 

sebanyak 3 bulan sekali, pada pemantauan tingkat getaran dilakukan 

sebanyak 3 bulan sekali, pada emisi gas buang kendaraan bermotor 

sekurang-kurangnya 5 tahun sekali. Namun ada beberapa komponen 

yang memang dilakukan pengawasan lebih apabila sedang dalam 

keadaan darurat.  
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Grafik 4.20 

Tanggapan Responden Atas Pernyataan Bahwa Pengawasan Tetap 

Berjalan Sesuai Waktu yang Ditentukan 

 
 Sumber : Diolah oleh peneliti berdasarkan pernyataan nomor 20, 2015 

 

 Berdasarkan grafik 4.20 mengenai tanggapan atas pernyataan 

bahwa pengawasan tetap berjalan sesuai waktu yang ditentukan adalah 

60 responden. Sebanyak 16 responden atau sekitar 27% responden 

menjawab sangat setuju, karena menurut responden pengawasan terus 

berjalan sesuai periodenya, 39 responden atau 65% responden menjawab 

setuju,  karena selalu ada pengawasan dari Badan Lingkungan Hidup, 5 

responden atau sekitar 8% responden menjawab tidak setuju, karena 

terkadang diluar waktu periode pengawasannya, dan tidak ada responden 

yang menjawab sangat tidak setuju. Dengan demikian mayoritas 

responden menjawab setuju. Artinya, pengawasan yang dilakukan Badan 

Lingkungan Hidup tetap berjalan sesuai waktu yang ditentukan. Untuk 

komponen udara pada jadwalnya dilakukan pengawasan dan pengecekan 

setiap 3 bulan sekali, untuk daerah yang sedang mengalami masalah 

maka petugas pengawas lebih menyesuaikan waktu pengecekan yaitu 
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dengan lebih intens, karena pencemaran udara bisa dirasakan langsung 

oleh masyarakat dan bisa mengakibatkan infeksi saluran pernafasan. 

Grafik 4.21 

Tanggapan Responden Atas Pernyataan Badan Lingkungan Hidup 

Segera Menanggapi Laporan yang Diberikan Pelaku Usaha 

 

 

Sumber : Diolah oleh peneliti berdasarkan pernyataan nomor 21, 2015 

 

 Berdasarkan grafik 4.21 mengenai tanggapan atas pernyataan 

bahwa Badan Lingkungan Hidup segera menanggapi laporan yang 

diberikan pelaku usaha adalah 60 responden. Sebanyak 9responden atau 

sekitar 15% responden menjawab sangat setuju, karena laporan yang ada 

segera ditanggapi oleh bidangnya, 43 responden atau sekitar 72% 

menjawab setuju, karena laporan tetap ditanggapi walaupun terkadang 

lama, 8 responden atau sekitar 13% responden menjawab tidak setuju, 

karena apabila masalah tidak terlalu mengganggu yang berakibat fatal 

maka tidak dengan segera ditanggapi, dan tidak ada responden yang 

menjawab sangat tidak setuju. Dengan demikian mayoritas responden 

menjawab setuju. Artinya, Badan Lingkungan Hidup segera menanggapi 

laporan yang diberikan oleh pelaku usaha, dalam laporan Upaya 
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Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan lingkungan atau biasa 

disebut UKL-UPL yang berasal dari laporan status lingkungan atau 

limbah perusahaan, laporan ini diserahkan setiap 6 bulan sekali kepada 

Badan Lingkungan Hidup. namun untuk membuktikan kebenaran dari 

laporan, Badan Lingkungan Hidup melakukan pengecekan dan program 

sendiri untuk mengawasi atau memantau titik-titik rawan pencemaran di 

Kota Cilegon.   

 Indikator kelima yaitu keluwesan pengawasan. Peneliti membagi 

ke dalam sub indikator yaitu fleksibel jika terjadi desakan, dan 

pengawasan tetap berlangsung walaupun organisasi menghadapi 

perubahan. Sub indikator ini terdiri dari 4 item pernyataan yaitu pada 

pernyataan nomor 18, 19, 20 dan 21. Jumlah jawaban responden dari 4 

pernyataan tersebut yaitu 194+215+211+202= 822. Skor ideal untuk 

indikator Pengawasan harus segera memberikan petunjuk tentang 

kemungkinan adanya deviasi dari rencana adalah 4x4x60= 960 (4= 

jumlah pernyataan yang valid untuk indikator keluwesan pengawasan, 4= 

nilai skor ideal dari setiap jawaban responden, kriteria skor berdasarkan 

pada skala Likert, 60= jumlah sampel yang dijadikan responden). Jadi, 

nilai presentase untuk untuk indikator keluwesan pengawasan adalah 

822:960x100%= 85,6%. Hal ini dapat diartikan bahwa Efektivitas 

Pengawasan Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon dalam Mengatasi 

Pencemaran Udara di Kota Cilegon sudah baik (efektif) bila dilihat dari 
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indikator keluwesan pengawasan. Hal tersebut dapat dilihat sebagai 

berikut: 

      Tidak baik               Kurang baik                    BaikSangat baik 

 

 

240   480  720822    960 

Nilai 822 termasuk dalam interval kurang baik dan  dan baik, karena 

lebih mendekati kategori baik maka indikator ini termasuk baik. 

4.3.6 Memperhitungkan Pola Dasar Organisasi 

 

 Pengawasan harus memperhitungkan pola dasar organisasi. Pola 

dasar dan tipe organisasi tertentu ditetapkan dalam mana tertampung 

berbagai hal seperti pembagian tugas, pendelegasian wewenang, pola 

pertanggungjawaban, jalur komunikasi dan jaringan informasi. Semua 

ini harus diperhatikan dalam pengawasan. Indikator keenam ini 

dikembangkan menjadi empat pernyataan yang digambarkan dalam 

bentuk grafik dan pemaparan jawaban atas kuesioner tersebut adalah 

sebagai berikut: 
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Grafik 4.22 

Tanggapan Responden Atas Pernyataan Pengawasan 

Memperhitungkan Tugas, Wewenang, dan Pertanggungjawaban 

 
Sumber : Diolah oleh peneliti berdasarkan pernyataan nomor 22, 2015 

 

 Berdasarkan grafik 4.22 mengenai tanggapan atas pernyataan 

bahwa pengawasan memperhitungkan tugas, wewenang, dan 

pertanggungjawaban adalah 60 responden. Sebanyak 16 responden atau 

sekitar 15% responden menjawab sangat setuju, karena petugas 

pengawas bertanggung jawab atas tugasnya mengawasi lingkungan 

hidup, 44 responden atau sekitar 85% responden menjawab setuju, 

karena petugas pengawas telah melakukan tugasnya sesuai tugas 

fungsinya, dan tidak ada responden yang menjawab tidak setuju atau 

sangat tidak setuju. Dengan demikian mayoritas responden menjawab 

setuju. Artinya, dalam pengawasan ini dilakukan dengan 

memperhitungkan pola dasar organisasi, memperhatikan tugas, 

wewenang, jalur komunikasi dan pola pertanggungjawaban. Pengawasan 

dilakukan sesuai dengan tugas dan wewenangnya namun juga dengan 

memperhatikan siapa yang bertanggung jawab atas tugas tersebut, karena 

tidak semena-mena dapat dilakukan suatu kegiatan tanpa memperhatikan 
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pola dasar organisasi dan sesuai tanggungjawabnya, dengan begitu jalur 

komunikasi terjaga. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi hilang 

komunikasi yang menghasilkan tugas yang tidak sesuai dengan tujuan 

awal. 

Grafik 4.23 

Tanggapan Responden Atas Pernyataan Apabila Terjadi 

Penyimpangan Perusahaan Diberi Teguran atau Peringatan 

 
  Sumber: Diolah oleh peneliti berdasarkan pernyataan nomor 23, 2015 

 

 Berdasarkan grafik 4.23 mengenai tanggapan atas pernyataan 

bahwa apabila terjadi penyimpangan perusahaan diberi teguran atau 

peringatan adalah 60 responden. Sebanyak 12 responden atau sekitar 

20% responden menjawab sangat setuju, karena apabila ada 

penyimpangan Badan Lingkungan Hidup tidak segan memberi 

peringatan, 44responden atau sekitar 73% responden menjawab setuju, 

karena teguran diberikan pada yang melakukan penyimpangan sesuai 

tahapnya,4 responden atau sekitar 7% responden menjawab tidak setuju, 

karena untuk masalah ringan dilakukan pengarahan sajadan tidak ada 

responden yang menjawab sangat tidak setuju. Dengan demikian maka 

mayoritas responden menjawab setuju. Artinya, apabila terjadi 
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penyimpangan perusahaan diberi teguran atau peringatan oleh Badan 

Lingkungan Hidup. Dinas memberikan teguran kepada 

penganggungjawab kegiatan usaha apabila hasil pemantauan dan 

pemeriksaan oleh dinas ditemukan adanya parameter yang melebihi baku 

mutu. Apabila surat teguran tersebut tidak ditanggapi maka dinas 

melaporkan kepada Walikota untuk mengeluarkan surat peringatan, dan 

apabila surat peringatan yang dimaksud tidak dilanjuti maka Walikota 

dapat menjatuhkan sanksi administratif. Walikota berwenang melakukan 

tindakan administratif terhadap setiap kegiatan usaha yang melanggar 

ketentuan yaitu berupa pencabutan izin sementara dan pencabutan izin 

selamanya.  

Grafik 4.24 

Tanggapan Responden Atas Pernyataan Apabila Terjadi Masalah 

Badan Lingkungan Hidup Ikut Turun Tangan Membimbing 

Mencari Solusi 

 
        Sumber: Diolah oleh peneliti berdasarkan pernyataan nomor 24, 2015 

 Berdasarkan grafik 4.24 mengenai tanggapan atas pernyataan 

bahwa apabila terjadi masalah Badan Lingkungan Hidup turun tangan 

membimbing mencari solusi adalah 60 responden. Sebanyak 9 responden 
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atau sekitar15% responden menjawab sangat setuju, karena tidak hanya 

menyalahkan pada suatu kegiatan usaha, 50 responden atau sekitar 83% 

responden menjawab setuju, karena tidak hanya mengawasi dan 

menyalahkan, 1 responden atau sekitar 2% responden menjawab tidak 

setuju, dan  tidak ada responden yang menjawab sangat tidak setuju. 

Dengan demikian maka mayoritas responden menjawab setuju. Artinya, 

dalam menangani masalah yang ada, Badan Lingkungan Hidup tidak 

hanya menyalahkan atau menyudutkan pelaku usaha namun secara 

bersama memikirkan jalan keluar dari masalah tersebut. Untuk 

pembinaan, masyarakat yang bermukim di lokasi-lokasi  industri yang 

rawan pencemaran lingkungan harus menyadari dampak atau resiko dari 

kegiatan usaha tersebut untuk mengantisipasi. Maka dengan begitu dinas 

terkait memberikan informasi kepada masyarakat. 

Grafik 4.25 

Tanggapan Responden Atas Pernyataan Bahwa Badan Lingkungan 

Hidup Tegas dalam Memberikan Peringatan Bagi Pelaku Usaha 

yang Merusak Lingkungan  

 
  Sumber: Diolah oleh peneliti berdasarkan pernyataan nomor 25, 2015 
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 Berdasarkan grafik 4.25 mengenai tanggapan bahwa Badan 

Lingkungan Hidup tegas dalam memberikan peringatan bagi pelaku 

usaha yang merusak lingkungan adalah 60 responden. Sebanyak 13 

responden atau sekitar 22% responden menjawab sangat setuju,karena 

bagi yang melakukan penyimpangan segera diberikan peringatan 39 

responden atau sekitar 65% responden menjawab setuju, karena sesuai 

dengan tugas fungsinya, 8 responden atau sekitar 13% responden 

menjawab tidak setuju, dan tidak ada responden yang menjawab sangat 

tidak setuju. Dengan demikian mayoritas responden menjawab setuju. 

Artinya, Badan Lingkungan Hidup tegas dalam memberikan peringatan 

bagi pelaku usaha atau perusahaan yang merusak lingkungan. Peringatan 

ini diberikan apabila petugas Badan Lingkungan Hidup menemukan 

penyimpangan atau ketidaksesuaian ukuran komponen lingkungan hidup 

dengan batas baku mutu komponen tersebut, atau bisa juga suatu 

peringatan diberikan apabila ada pelaporan dari masyarakat berkaitan 

dengan keluhan masalah lingkungan akibat dari kegiatan usaha 

perusahaan yang mengganggu masyarakat. Kemudian petugas akan 

melakukan penyidikan terkait masalah tersebut. 

 Indikator keenam yaitupengawasan harus memperhitungkan pola 

dasar organisasi. Peneliti membagi ke dalam sub indikator yaitu 

pertimbangan psikologis apabila terdapat temuan pengawasan, dan 

jangan ada pihak yang merasa dilampaui. Sub indikator ini terdiri dari 4 

item pernyataan yaitu pada pernyataan nomor 22, 23, 24, dan 25. Jumlah 
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jawaban responden dari 4 pernyataan tersebut yaitu 218+211+212+210= 

851. Skor ideal untuk indikator Pengawasan harus segera memberikan 

petunjuk tentang kemungkinan adanya deviasi dari rencana adalah 

4x4x60= 960 (4= jumlah pernyataan yang valid untuk indikator 

pengawasan harus memperhitungkan pola dasar organisasi, 4= nilai skor 

ideal dari setiap jawaban responden, kriteria skor berdasarkan pada skala 

Likert, 60= jumlah sampel yang dijadikan responden). Jadi, nilai 

presentase untuk untuk indikator pengawasan harus memperhitungkan 

pola dasar organisasi adalah 851:960x100%= 88,64%. Hal ini dapat 

diartikan bahwa Efektivitas Pengawasan Badan Lingkungan Hidup Kota 

Cilegon dalam Mengatasi Pencemaran Udara di Kota Cilegon sudah baik 

(efektif) bila dilihat dari indikator pengawasan harus memperhitungkan 

pola dasar organisasi. Hal tersebut dapat dilihat sebagai berikut: 

 Tidak baik               Kurang baik                    BaikSangat baik 

 

 

   240 480 720851     960 

Nilai 851 termasuk dalam interval kurang baik dan  dan baik, karena 

lebih mendekati kategori baik maka indikator ini termasuk baik. 

3.3.7 Efisiensi Pengawasan 

 

 Efisiensi pelaksanaan pengawasan. Pengawasan dilaksanakan 

supaya keseluruhan organisasi bekerja dengan tingkat efisiensi yang 

semakain tinggi. Oleh karena itu pengawasan sendiri harus 
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diselenggarakan dengan tingkat efisiensi tinggi pula. Indikator ketujuh ini 

dikembangkan menjadi empat pernyataan yang digambarkan dalam 

bentuk grafik dan pemaparan jawaban atas kuesioner tersebut adalah 

sebagai berikut: 

Grafik 4.26 

Tanggapan Responden Atas Pernyataan Bahwa Pengawasan Tidak 

Berbelit dan Langsung Pada Hal yang Diperlukan 

 
Sumber: Diolah oleh peneliti berdasarkan pernyataan nomor 26, 2015 

 

 Berdasarkan grafik 4.26 mengenai tanggapan bahwa pengawasan 

tidak berbelit dan langsung pada hal yang diperlukan adalah 60 

responden. Sebanyak 14 responden atau sekitar 23% menjawab sangat 

setuju, karena pengawasan dilakukan hanya sesuai keperluan maka 

langsung pada inti, 46 responden atau sekitar 77% responden menjawab 

setuju, karena petugas pengawas telah rofesional dan tidak ada responden 

yang menjawab tidak setuju atau sangat tidak setuju. Dengan demikian 

tidak ada responden yang menjawab tidak setuju atau sangat tidak setuju. 

Artinya, Badan Lingkungan Hidup dalam melakukan pengawasan tidak 

berbelit dan langsung pada hal yang diperlukan. Pengawasan dan 

pemantauan pada kawasan industri ini bukan berarti akan menyulitkan 
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kegiatan usaha perusahaan, melainkan untuk melihat sejauhmana dampak 

yang timbul akibat adanya kegiatan usaha perusahaan pada daerah sekitar 

kawasan industri. Petugas pengawas tidak membatasi kegiatan usaha 

perusahaan selama hal tersebut tidak menimbulkan efek buruk bagi 

keadaan daerah sekitar dan komponen lingkungan hidup berada pada 

baku mutu yang masih baik.  

Grafik 4.27 

Tanggapan Responden Atas Pernyataan Bahwa Pengawasan 

Dilakukan pada Lokasi-lokasi Rawan Pencemaran 

 

 

Sumber: Diolah oleh peneliti berdasarkan pernyataan nomor 27, 2015 

 Berdasarkan grafik 4.27 mengenai tanggapan bahwa pengawasan 

dilakukan pada lokasi-lokasi rawan pencemaran adalah 60 responden. 

Sebanyak9 responden atau sekitar 15% responden menjawab sangat 

setuju, karena pengawasan dilakukan pada daerah-daerah yang rawan 

pencemaran, 30 responden atau sekitar 50% responden menjawab setuju, 

karena titik pada lokasi pencemaran dibagi di seluruh Kota Cilegon oleh 

Badan Lingkungan Hidup, 12 responden atau sekitar 20% responden 

menjawabtidak setuju,karena wilayah pengawasan menggunakan zona 
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tersendiri yang dipilih oleh Badan Lingkungan hidup, 9 responden atau 

sekitar 15% responden menjawab sangat tidak setuju, karena seharusnta  

titik pencemaran itu dekat dengan limbah-limbah industri. Dengan 

demikian mayoritas responden menjawab tidak setuju. Artinya, dilakukan 

pada lokasi-lokasi rawan pencemaran yang memang sudah sepatutnya 

diwasapadai. Namun menurut staf Badan Lingkungan Hidup titik-titik 

yang diawasi dibagi menjadi zona-zona tertentu, jadi pengawasan tidak 

hanya dilakukan pada titik rawan saja namun juga sudah ditentukan titik-

titik atau zona yang biasa diawasi di seluruh Kota Cilegon. Apabila 

terdapat daerah yang sedang dalam keadaan tercemar maka petugas lebih 

intensif dalam melakukan pengawasan dan pemantauannya. 

Grafik 4.28 

Tanggapan Responden Atas Pernyataan Bahwa Pengawasan yang 

Dilakukan Sesuai Kebutuhan Tidak Menyulitkan Kegiatan Usaha 

 
Sumber: Diolah oleh peneliti berdasarkan pernyataan nomor 28, 2015 

 

 Berdasarkan grafik 4.28 mengenai tanggapan bahwa pengawasan 

yang dilakukan sesuai kebutuhan tidak menyulitkan kegiatan usaha 

adalah 60 responden. Sebanyak 14 responden atau sekitar 23% responden 

menjawab sangat setuju, 42 responden atau sekitar 70% responden 
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menjawab tidak setuju, 4 responden atau sekitar 7% responden menjawab 

sangat tidak setuju, dan tidak ada responden yang menjawab sangat tidak 

setuju. Dengan demikian mayoritas responden menjawab setuju. Artinya, 

pengawasan yang dilakukan Badan Lingkungan Hidup dilakukan sesuai 

kebutuhan dan tidak menyulitkan kegiatan usaha. Pengawasan ini 

dilakukan langsung pada keperluannya tidak terbelit-belit. Untuk 

mendukung pengawasan ini maka setiap penanggungjawab usaha wajib 

mengizinkan pengawas memasuki lingkungan kerjanya demi membantu 

terlaksananya tugas pengawasan tersebut dan memberikan dokumen 

terkait yang membantu tugas pengawasan. Agar pengawasan dapat 

berjalan dengan lancar maka diperlukan kerjasama antara dinas terkait 

dan perusahaan.  

Grafik 4.29 

Tanggapan Responden Atas Pernyataan Menggunakan Sarana dan 

Prasarana yang Memadai Untuk Mengefektifkan Kegiatan 

Pengawasan 

 
Sumber: Diolah oleh peneliti berdasarkan pernyataan nomor 29, 2015 

  

 Berdasarkan grafik 4.29 mengenai tanggapan bahwa Badan 

Lingkungan Hidup menggunakan sarana dan prasarana yang memadai 
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untuk mengefektifkan kegiatan pengawasan adalah 60 responden. 

Sebanyak6 responden atau sekitar 10% responden menjawab sangat 

setuju, karena ada alat yang digunakan untuk pengawasan, 33 responden 

atau sekitar 55% responden menjawab setuju, karena saat melakukan 

pengawasan lengkap alat yang digunakannya, 12 responden atau sekitar 

20% responden menjawab tidak setuju, karena untuk alat pengawasan 

digunakan pihak ketiga,9 responden atau sekitar 15% responden 

menjawab sangat tidak setuju, karena sarana prasarana mengandalkan 

pihak ketigadan tidak ada responden yang menjawab sangat tidak setuju. 

Dengan demikian mayoritas responden menjawab setuju. Artinya, Badan 

Lingkungan Hidup menggunakan sarana dan prasarana yang memadai 

untuk melakukan pengawsan. Namun menurut staf dari Badan 

Lingkungan Hidup masih ada sarana prasarana yang belum mencukupi 

atau belum mendukung untuk berjalannya tugas pengawasan. Maka dari 

itu Badan Lingkungan Hidup menggunakan jasa dari pihak ketiga untuk 

melakukan pengukuran baku mutu komponen lingkungan hidup. Sarana 

prasaran yang kurang memadai ini dikarenakan masalah anggaran. Untuk 

kualitas udara ini ternyata belum tersedia alat pengukurnya bagi tim 

pengawas Badan Lingkungan Hidup. maka dari itu digunakan pihak 

ketiga. 

 Indikator ketujuh yaitu efisiensi pelaksanaan pengawasan. Peneliti 

membagi ke dalam sub indikator yaitu perhatian utama pada kegiatan 

strategik lebih didahulukan dan menciptakan sistem pengawasan sesuai 
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kebutuhan organisasi. Sub indikator ini terdiri dari 4 item pernyataan 

yaitu pada pernyataan nomor 26, 27, 28 dan 29. Jumlah jawaban 

responden dari 4 pernyataan tersebut yaitu 220+186+218+185= 809. 

Skor ideal untuk indikator Pengawasan harus segera memberikan 

petunjuk tentang kemungkinan adanya deviasi dari rencana adalah 

4x4x60= 960 (4= jumlah pernyataan yang valid untuk indikator efisiensi 

pelaksanaan pengawasan, 4= nilai skor ideal dari setiap jawaban 

responden, kriteria skor berdasarkan pada skala Likert, 60= jumlah 

sampel yang dijadikan responden). Jadi, nilai presentase untuk untuk 

indikator efisiensi pelaksanaan pengawasan adalah 809:960x100%= 

84,2%. Hal ini dapat diartikan bahwa Efektivitas Pengawasan Badan 

Lingkungan Hidup Kota Cilegon dalam Mengatasi Pencemaran Udara di 

Kota Cilegon sudah baik (efektif) bila dilihat dari indikator efisiensi 

pelaksanaan pengawasan. Hal tersebut dapat dilihat sebagai berikut: 

 Tidak baik               Kurang baik      Baik Sangat baik 

 

 

 

 

240   480          720809 960 

 

 Nilai 809 termasuk dalam interval kurang baik dan  dan baik, 

karena lebih mendekati kategori baik maka indikator ini termasuk baik. 

4.3.8 Pemahaman Sistem Pengawasan 

 

 Pemahaman sistem pengawasan oleh semua pihak yang terlibat. 

Sistem pengawasan dewasa ini banyak digunakan dan dikembangkan 

berbagai teknik untuk membantu para manajer melakukan pengawasan 
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seperti dengan menggunakan rumus matematika, bagan-bagan yang 

rumit, analisis yang terinci, atau data statistik. Indikator kedelapan ini 

dikembangkan menjadi empat pernyataan yang digambarkan dalam 

bentuk grafik dan pemaparan jawaban atas kuesioner tersebut adalah 

sebagai berikut: 

Grafik 4.30 

Tanggapan Responden Atas Pernyataan Bahwa Data Dapat Dibaca 

Oleh Kedua Belah Pihak 

 
Sumber: Diolah oleh peneliti berdasarkan pernyataan nomor 30, 2015 

 

 Berdasarkan grafik 4.30 mengenai tanggapan bahwa data informasi 

dapat dibaca oleh kedua belah pihak adalah 60 responden. 

Sebanyak11 responden atau sekitar 18% responden menjawab sangat 

setuju, karena data yang didapat dapat dipahamai, 45 responden atau 

sekitar 75% responden menjawab setuju, karena masing-masing 

pihak memahami data tersebut, 4 responden atau sekitar 7% 

responden menjawab tidak setuju, karena hanya orang-orang 

perusahaan di bagian pengendalian dampak lingkungan yang 

memahami tidak dengan karyawan biasa, dan tidak ada responden 

yang menjawab sangat tidak setuju. Dengan demikian mayoritas 
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responden menjawab setuju. Artinya, data yang didapat mengenai 

status lingkungan hidup khususnya komponen udara ini dapat 

dipahami oleh kedua belah pihak. Setiap penanggung jawab yang 

melakukan kegiatan usaha yang berdampak terhadap lingkungan 

wajib memiliki dokumen kajian lingkungan yang diserahkan kepada 

Badan Lingkungan Hidup, dokumen kajian lingkungan tersebut harus 

dapat dipahami oleh kedua belah pihak agar sama-sama dipahami.  

Grafik 4.31 

Tanggapan Responden Atas Pernyataan Bahwa Data yang 

Bersangkutan dengan Lingkungan Hidup Telah Dilakukan 

Pengecekan Sesuai Periode Waktunya 

 
Sumber: Diolah oleh peneliti berdasarkan pernyataan nomor 31, 2015 

 

 Berdasarkan grafik 4.31 mengenai tanggapan bahwa data yang 

bersangkutan dengan lingkungan hidup telah dilakukan pengecekan 

sesuai periode waktunya adalah 60 responden. Sebanyak 4 responden 

atau sekitar 7% responden menjawab sangat setuju, karena 

pengawasan dilakukan rutin, 45 responden atau sekitar 75% 

responden menjawab setuju, karena pengawasan selalu dilakukan 

oleh petugas, 11 responden atau sekitar 18% responden menjawab 
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tidak setuju, karena terkadang waktunya tidak sesuai, dan tidak ada 

responden yang menjawab sangat tidak setuju. Dengan demikian 

mayoritas responden menjawab setuju. Artinya, data yang 

bersangkutan dengan lingkungan hidup tersebut telah dilakukan 

pengecekan sesuai periode waktunya. Maka data yang digunakan 

tersebut merupakan data yang telah diperbaharui sesuai waktunya. 

Untuk komponen udara ini dilakukan setiap 3 bulan sekali. 

Pengawasan komponen udara ini dilakukan pada beberapa titik yang 

ada di Kota Cilegon, tidak hanya pada lokasi-lokasi yang sedang 

mengalami masalah saja. 

Grafik 4.32 

Tanggapan Responden Atas Pernyataan Bahwa Data yang Didapat 

Tersebut Dapat Mendeteksi Adanya Penyimpangan  

 
Sumber: Diolah oleh peneliti berdasarkan pernyataan nomor 32, 2015 

 

 Berdasarkan grafik 4.32 mengenai tanggapan bahwa data yang 

didapat tersebut dapat mendeteksi adanya penyimpangan adalah 60 

responden. Sebanyak5 responden atau sekitar 8% responden 

menjawab sangat setuju, karena dari data tersebut dapat diketahui 

apabil ada yang salah, 38 responden atau sekitar 64% responden 
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menjawab setuju, karena penyimpangan dapat dilihat dari hasil 

pengawasan, dan 15 responden atau sekitar 25% responden menjawab 

tidak setuju, karena data harus yang telah diperbaharui dulu kemudian 

baru diketahui apakah ada yang salah, 2 responden atau sekitar 3% 

responden mnejawab sangat tidak setuju. Dengan demikian maka 

mayoritas responden menjawab setuju. Artinya, data yang didapat 

tersebut dapat mendeteksi adanya penyimpangan. Pengawasan 

komponen udara ini dilakukan setiap 3 bulan sekali pada titik-titik 

yang tersebar di Kota Cilegon. Dengan dilakukan pengawasan rutin 

sesuai periode waktu yang ditentukan, maka kemungkinan adanya 

masalah akan terlihat dari hasil pemantauan tersebut. Dari data hasil 

pemantauan dapat dideteksi daerah mana yang ukuran kadar udara 

tercemarnya melebihi baku mutu udara ambien, maka sebelum hal 

tersebut terjadi dilakukan pengawasan dan penanggulangan sebelum 

kadar udaranya dapat menyebabkan masalah pada masyarakat atau 

mahluk hidup lainnya.  
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Grafik 4.33 

Tanggapan Responden Atas Pernyataan Bahwa Petugas Pengawas 

dan Perusahaan Satu Sama Lain Mengetahui Apa yang Harus 

Diawasi dan Dikendalikan 

 
Sumber: Diolah oleh peneliti berdasarkan pernyataan nomor 33, 2015 

 

 Berdasarkan grafik 4.33 mengenai tanggapan bahwa petugas 

pengawas dan perusahaan satu sama lain mengetahui apa yang harus 

diawasi dan dikendalikan adalah 60 responden. Sebanyak 11 

responden atau sekitar 18% responden menjawab sangat setuju, 

karena adanya koordinasi, 48 responden atau sekitar 80% responden 

menjawab setuju, karena adanya kerjasama, 1 responden menjawab 

tidak setuju, dan tidak ada responden yang menjawab sangat tidak 

setuju. Dengan demikian mayoritas responden menjawab setuju. 

Artinya, petugas pengawas dan perusahaan satu sama lain mengetahui 

apa yang harus diawasi dan dikendalikan. Kota Cilegon merupakan 

kota industri yang di dalamnya terdapat jenis industri yang heterogen. 

Perusahaan melakukan kegiatan industri yang berbeda-beda, maka 

beban pencemaran udaranya pun berbeda pula. Maka para pemilik 

kegiatan usaha tersebut harus mengetahui kondisi lingkungan, status 

mutu lingkungan, pelaksanaan dan hasil pengendalian pencemaran 
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dan kerusakan lingkungannya, dan kegiatan yang berpotensi 

menimbulkan pencemaran dan perusakan lingkungan. Kemudian dari 

petugas pengawas lingkungan pun tidak hanya menerima laporan 

hanya namun juga mengecek ulang laporan tersebut.  

Indikator kedelapan yaitu pemahaman sistem pengawasan oleh 

semua pihak yang terlibat. Peneliti membagi ke dalam sub indikator 

yaitu data informasi dapat dipahami oleh yang membaca dan 

menggunakan teknik yang dapat dipahami organisasi. Sub indikator 

ini terdiri dari 4 item pernyataan yaitu pada pernyataan nomor 30, 31, 

32 dan 33. Jumlah jawaban responden dari 4 pernyataan tersebut yaitu 

217+204+198+223= 842. Skor ideal untuk indikator Pengawasan 

harus segera memberikan petunjuk tentang kemungkinan adanya 

deviasi dari rencana adalah 4x4x60= 960 (4= jumlah pernyataan yang 

valid untuk indikatorpemahaman sistem pengawasan oleh semua 

pihak yang terlibat, 4= nilai skor ideal dari setiap jawaban responden, 

kriteria skor berdasarkan pada skala Likert, 60= jumlah sampel yang 

dijadikan responden). Jadi, nilai presentase untuk untuk indikator 

pemahaman sistem pengawasan oleh semua pihak yang terlibat adalah 

842:960x100%= 87,7%. Hal ini dapat diartikan bahwa Efektivitas 

Pengawasan Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon dalam Mengatasi 

Pencemaran Udara di Kota Cilegon sudah baik (efektif) bila dilihat 

dari indikator pemahaman sistem pengawasan oleh semua pihak yang 

terlibat.Hal tersebut dapat dilihat sebagai berikut: 
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Tidak baik               Kurang baik   BaikSangat baik 

 

 

240                                480                               720              842       960 

 Nilai 842 termasuk dalam interval kurang baik dan  dan baik, 

karena lebih mendekati kategori baik maka indikator ini termasuk 

baik. 

 

4.3.9 Pengawasan Mencari yang Tidak Beres 

 

 Pengawasan yang baik harus menemukan siapa yang salah dan 

faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya kesalahan tersebut. 

Indikator kesembilan ini dikembangkan menjadi empat pernyataan 

yang digambarkan dalam bentuk grafik dan pemaparan jawaban atas 

kuesioner tersebut adalah sebagai berikut: 
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Grafik 4.34 

Tanggapan Responden Atas Pernyataan Bahwa Pengawasan yang 

Dilakukan Dapat Mendeteksi Faktor Apa Saja yang 

Menyebabkan Masalah Tersebut 

 
Sumber: Diolah oleh peneliti berdasarkan pernyataan nomor 34, 2015 

 

 Berdasarkan grafik 4.34 mengenai tanggapan bahwa pengawasan 

yang dilakukan dapat mendeteksi faktor apa saja yang menyebabkan 

masalah tersebut adalah 60 responden. Sebanyak11 responden atau 

sekitar 18% responden menjawab sangat setuju, karena dengan 

pengawasan dapat diteksi adanya sumber penyimpangan, 46 responden 

atau sekitar 77% menjawab setuju, karena pengawasan dilakukan untuk 

menemukan pada sumber yang mana yang tidak benar, 3 responden atau 

sekitar 5% responden menjawab tidak setuju, karena masalah berdampak 

pada msyarakat maka dari laporan lebih akan mengetahui sebelah mana 

yang tidak beres, dan tidak ada responden yang menjawan sangat tidak 

setuju. Dengan demikian mayoritas responden menjawab setuju. Artinya, 

pengawasan yang dilakukan dapat mendeteksi faktor apa saja yang 

menyebabkan masalah tersebut terjadi. Pengawasan dilakukan untuk 

mendeteksi apakah kegiatan sesuai dengan rencana dan tujuan, 
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pengawasan ini juga berfungsi untuk mendeteksi masalah yang timbul 

dan apa penyebab dari masalah tersebut. Sebelum terjadinya masalah, 

dengan adanya pengawasan dapat dicegah, namun apabila suatu 

permasalahan telah terjadi maka dijadikan sebagai bahan evaluasi. 

Grafik 4.35 

Tanggapan Responden Atas Pernyataan Bahwa Petugas Pengawas 

Memberikan Cara yang Efektif Apabila Ada Masalah Bukan Hanya 

Menyalahkan 

 
Sumber: Diolah oleh peneliti berdasarkan pernyataan nomor 35, 2015 

 

 Berdasarkan grafik 4.35 mengenai tanggapan bahwa petugas 

pengawas memberikan cara efektif apabila ada masalah bukan hanya 

menyalahkan adalah 60 responden. Sebanyak 8 responden atau sekitar 

14% responden menjawab sangat setuju, karena sama-sama mencari jalan 

keluar, 46 responden atau sekitar 79% responden menjawab setuju, 

karena bersama mencari apa yang salah dan bagaimana solusinya, 6 

responden atau sekitar 7% responden menjawab tidak setuju, karena 

petugas hanya memberikan arahan dan selebihnya bagaimana 

perusahaan. Dengan demikian mayoritas responden menjawab setuju. 

Artinya, petugas pengawas memberikan cara yang efektif apabila ada 

8 

46 

4 
0 

0

10

20

30

40

50

Sangat Setuju Setuju Tidak Setuju Sangat Tidak
Setuju



139 
 

masalah bukan hanya menyalahkan. Petugas pengawas memberikan 

masukan atau membantu mencari jalan keluar apabila suatu pencemaran 

terjadi yang diakibatkan dari kegiatan usaha perusahaan. Adanya 

penyimpangan atau suatu masalah dapat dilaporkan oleh masyarakat 

kepada dinas. Kemudian dinas melakukan penyidikan ke lokasi sumber 

pencemaran. Apabila hasil dari pengawasan menunjukan adanya deviasi 

atau penyimpangan dari kegiatan usaha maka pemilik kegiatan usaha 

wajib menanggulangi, Badan Lingkungan Hidup tidak hanya 

menyalahkan namun juga memberi tanggapan atas permasalahan tersebut 

dan menindaklanjutinya apabila tidak kunjung menemukan jalan keluar.  

Diagram 4.36 

Tanggapan Responden Atas Pernyataan Bahwa Petugas Pengawas 

Mencari Faktor Permasalahan dengan Melihat dari Sumbernya, 

Tidak Hanya Menyalahkan 

 
Sumber: Diolah oleh peneliti berdasarkan pernyataan nomor 36, 2015 

 

 Berdasarkan grafik 4.38 mengenai tanggapan bahwa petugas 

pengawas mencari faktor permasalahan dengan melihat dari 

sumbernya tidak hanya menyalahakan adalah 60 responden. Sebanyak 

16 responden atau sekitar 27% responden menajwab sangat setuju, 

karena pengawasan dilakukan langsung pada sumbernya, 41 
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responden atau sekitar 68% responden menjawab setuju, karena 

pengawasan dilakukan dengan melihat pada apa yang salah dengan 

cara investigasi ke lokasi, 3 responden atau sekitar 5% responden 

menjawab tidak setuju, karena karena hanya memberi peringatan dan 

tidak melihat sebabnya, dan tidak ada responden yang menjawab 

sangat tidak setuju. Dengan demikian mayoritas responden menjawab 

setuju. Artinya, petugas pengawas mencari faktor permasalahan 

dengan melihat dari sumbernya tidak hanya menyalahkan. Badan 

Lingkungan Hidup juga memberikan pembinaan atau sosialisasi 

kepada masyarakat agar masyarakat memahami kondisi lingkungan 

sekitarnya, dan apabila terjadi hal-hal yang berkaitan dengan adanya 

gangguan karena limbah atau polusi dari industri, masyarakat tidak 

kaget dan telah mengetahui penanganan awalnya dan tidak segan 

untuk lapor kepada yang bersangkutan. 

Grafik 4.37 

Tanggapan Responden Atas Pernyataan Bahwa Pengawasan 

Dilakukan Tidak Hanya Mencari Kesalahan Namun Juga Mencari 

Jalan Keluar 

 
Sumber: Diolah oleh penelit berdasarkan pernyataan nomor 37, 2015 
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 Berdasarkan grafik 4.37 mengenai tanggapan bahwa pengawasan 

dilakukan tidak hanya mencari kesalahan namun juga mencari jalan 

keluar adalah 60 responden. Sebanyak 19 responden atau sekitar 32% 

responden menjawab sangat setuju, karena pengawas memberitahu 

apa saja yang salah dan seharusnya seperti apa, 38 responden atau 

sekitar 63% responden menjawab setuju, karena dilakukan 

pengecekan dan diarahkan apa yang salah dan harusnya seperti apa, 3 

responden atau sekitar 5% responden menjawab tidak setuju,karena 

terkadang hanya memberi peringatan bila ada laporan keluhan, dan 

tidak ada responden yang menjawab sangat tidak setuju. Dengan 

demikian mayoritas responden menjawab setuju. Artinya, pengawasan 

dilakukan tidak hanya mencari kesalahan namun juga mencari jalan 

keluar apabila terjadi ketidaksesuaian. Pengawasan ini dilakukan demi 

berjalannya kegiatan sesuai dengan rencana dan tujuannya, 

pengawasan juga dilakukan untuk mendeteksi adanya kesalahan. 

Maka sebelum terjadi kesalahan dibutuhkan pengawasan untuk 

diketahui mana yang tidak berjalan dengan baik, untuk kemudian 

dicegah agar jangan sampai menimbulkan masalah. Apabila suatu 

kegiatan usaha dijalankan sesuai dengan aturan namun ditengah jalan 

mengalami masalah yang berdampak dengan lingkungan, Badan 

Lingkungan Hidup juga dengan intens mengecek ke lokasi dan dengan 

begitu bisa diketahui faktor apa yang menyebabkan hal tersebut, dan 

apa solusinya. 
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 Indikator kesembilah yaitu pengawasan mencari apa yang tidak 

beres. Peneliti membagi ke dalam sub indikator yaitu menonjolkan 

usaha efektivitas dan efisiensi, bukan mencari siapa yang salah dan 

faktor apa yang menyebabkan kesalaha. Sub indikator ini terdiri dari 4 

item pernyataan yaitu pada pernyataan nomor 34, 35, 36 dan 37. 

Jumlah jawaban responden dari 4 pernyataan tersebut yaitu 

222+217+229+233= 901. Skor ideal untuk indikator Pengawasan 

harus segera memberikan petunjuk tentang kemungkinan adanya 

deviasi dari rencana adalah 4x4x60= 960 (4= jumlah pernyataan yang 

valid untuk indikatorpengawasan mencari apa yang tidak beres, 4= 

nilai skor ideal dari setiap jawaban responden, kriteria skor 

berdasarkan pada skala Likert, 60= jumlah sampel yang dijadikan 

responden). Jadi, nilai presentase untuk untuk indikator pengawasan 

mencari apa yang tidak beres adalah 901:960x100%= 93,8%. Hal ini 

dapat diartikan bahwa Efektivitas Pengawasan Badan Lingkungan 

Hidup Kota Cilegon dalam Mengatasi Pencemaran Udara di Kota 

Cilegon sudah baik (efektif) bila dilihat dari indikator pengawasan 

mencari apa yang tidak beres. Hal tersebut dapat dilihat sebagai 

berikut: 

      Tidak baik               Kurang baik               Baik   Sangat baik 

 

 

240   480  720                     901      960 
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 Nilai 901 termasuk dalam interval kurang baik dan  dan baik, 

karena lebih mendekati kategori sangat baik maka indikator ini 

termasuk sangat baik. 

4.3.10 Pengawasan Bersifat Membimbing 

 

 Pengawasan harus bersifat membimbing. Jika telah ditemukan ada 

yang tidak beres dan siapa yang salah serta telah diketahui pula faktor-

faktor penyebabnya. Kelemahan dan kesalahan bawahan hanya bisa 

dikoreksi apabila manajer yang bersangkutan relatif bebas dari 

kelemahan dan kesalahan yang sama. Indikator kesepuluh ini 

dikembangkan menjadi tiga pernyataan yang digambarkan dalam 

bentuk grafik dan pemaparan jawaban atas kuesioner tersebut adalah 

sebagai berikut: 

Grafik 4.38 

Tanggapan Responden Atas Pernyataan Bahwa Apabila Terjadi 

Penyimpangan, Penanggulangan dilakukan oleh Kedua Belah Pihak 

 
Sumber: Diolah oleh peneliti berdasarkan pernyataan nomor 38, 2015  

 

 Berdasarkan grafik 4.38 mengenai tanggapan bahwa apabila terjadi 

penyimpangan, penanggulangan dilakukan oleh kedua belah pihak adalah 

60 responden. Sebanyak 13 responden atau sekitar 22% responden 
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menjawab sangat setuju, karena pelestarian lingkungan hidup dijaga oleh 

semua, 43 responden atau sekitar 72% responden menjawab setuju, 

karena 4 responden atau sekitar 6% respoden menjawab tidak setuju, 

karena apabila itu merupaka kesalahan dari perusahaan maka perusahaan 

yang menanggulangi. Dengan begitu maka mayoritas responden 

menjawab setuju. Artinya, apabila terjadi penyimpangan, 

penanggulangan dilakukan oleh kedua belah pihak. Badan Lingkungan 

Hidup melakukan pemantauan, pemeriksaan, dan pengawasan dalam 

upaya pencegahan terhadap sumber kegiatan usaha yang berpotensial 

mencemari dan merusak lingkungan. Badan Lingkungan Hidup tak hanya 

menyalahkan tanpa memikirkan solusi dari masalah lingkungan hidup 

yang ada, namun juga ikut andil dalam menanggulangi permasalahan 

tersebut.  

Grafik 4.39 

Tanggapan Responden Atas Pernyataan Bahwa Pengawasan 

Berjalan dengan Komunikasi yang Baik Antara Perusahaan dan 

Badan Lingkungan Hidup 

 
Sumber: Diolah oleh peneliti berdasarkan pernyataan nomor 39, 2015 

 

 Berdasarkan grafik 4.39 mengenai tanggapan bahwa pengawasan 

berjalan dengan komunikasi yang baik antara perusahaan dengan Badan 
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Lingkungan Hidup adalah 60 responden. Sebanyak10 responden atau 

sekitar 17% responden menjawab sangat setuju, karena komunikasi 

selalu berjalan, 49 responden atau sekitar 82% responden menjawab 

setuju, karena selalu ada masukan dari pengawas, 1 responden atau 

sekitar 1% responden menjawab tidak setuju, dan tidak ada responden 

yang menjawab sangat tidak setuju. Dengan demikian mayoritas 

responden menjawab setuju. Artinya, pengawasan berjalan dengan 

komunikasi yang baik antara perusahaan dengan Badan Lingkungan 

Hidup. Setiap penanggung jawab usaha atau kegiatan yang berpotensial 

mencemari atau merusak lingkungan wajib melakukan pencegahan 

terjadinya pencemaran lingkungan. Setiap penanggung jawab usaha 

wajib memiliki dokumen analisis mengenai dampak lingkungan yang 

kemudian diserahkan kepada Badan Lingkungan Hidup untuk 

mendapatkan persetujuan, dari sana terjalin komunikasi antara 

penanggung jawab usaha dengan Badan Lingkungan Hidup.  
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Grafik 4.40 

Tanggapan Responden Atas Pernyataan Bahwa Dilakukan 

Pembinaan dan Sosialisasi Kepada Masyarakat di Daerah Sekitar 

Kawasan Industri Untuk Meningkatkan Kesadaran Masyarakat 

Akan Lingkungan 

 
Sumber: Diolah oleh peneliti berdasarkan pernyataan nomor 40, 2015 

 

 Berdasarkan grafik 4.40 mengenai tanggapan bahwa dilakukan 

pembinaan dan sosialisasi kepada masyarakat di daerah sekitar kawasan 

industri untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan 

lingkunganadalah 60 responden. Sebanyak 7 responden atau sekitar 12% 

responden menjawab sangat setuju, karena sosialisasi dilakukan di awal 

dari sebelum suatu perusahaan berdiri, 48 responden atau sekitar 80% 

responden menjawab setuju, karena dengna sosialisasi masyarakat 

mengetahui akibat apa saja yang bisa timbul dari limbah industri, 5 

responden atau sekitar 8% responden menjawab tidak setuju, dan tidak 

ada responden yang menjawab sangat tidak setuju. Dengan demikian 

mayoritas responden menjawab setuju. Artinya, dilakukan pembinaan 

dan sosialisasi kepada masyarakat di daerah sekitar kawasan industri 

untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan lingkungan. Badan 

Lingkungan Hidup wajib memberikan informasi kepada masyarakat 

7 

48 

5 
0 

0

10

20

30

40

50

60

Sangat
Setuju

Setuju Tidak Setuju Sangat Tidak
Setuju



147 
 

tentang kondisi lingkungan, status mutu lingkungan, dan kegiatan yang 

berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan.Untuk meningkatkan 

kesadaran masyarakat akan hak dan tanggung jawabnya untuk mencegah 

terjadinya pencemaran lingkungan.  

 Indikator kesepuluh yaitu pengawasan harus bersifat membimbing. 

Peneliti membagi ke dalam sub indikator yaitu mengambil tindakan yang 

tepat untuk menangulangi kesalahan dan bukan menyalahkan namun juga 

diberitahu apa yang harus dilakukan. Sub indikator ini terdiri dari 4 item 

pernyataan yaitu pada pernyataan nomor 38, 39, dan 40. Jumlah jawaban 

responden dari 4 pernyataan tersebut yaitu 227+228+222= 677. Skor 

ideal untuk indikator Pengawasan harus segera memberikan petunjuk 

tentang kemungkinan adanya deviasi dari rencana adalah 3x4x60= 720 

(3= jumlah pernyataan yang valid untuk indikator pengawasan harus 

bersifat membimbing, 4= nilai skor ideal dari setiap jawaban responden, 

kriteria skor berdasarkan pada skala Likert, 60= jumlah sampel yang 

dijadikan responden). Jadi, nilai presentase untuk untuk indikator 

pengawasan harus bersifat membimbing adalah 677:720x100%= 94,02%. 

Hal ini dapat diartikan bahwa Efektivitas Pengawasan Badan Lingkungan 

Hidup Kota Cilegon dalam Mengatasi Pencemaran Udara di Kota 

Cilegon sudah baik (efektif) bila dilihat dari indikator pengawasan 

mencari apa yang tidak beres. Hal tersebut dapat dilihat sebagai berikut: 
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Tidak baik               Kurang baik                    Baik  Sangat baik 

 

         240                     480                        677   720                                  960  

 Nilai 677 termasuk dalam interval kurang baik dan  dan baik, 

karena lebih mendekati kategori sangat baik maka indikator ini termasuk 

sangat baik. 

4.4 Uji Validitas  

 Uji validitas dilakukan untuk mengetahui seberapa tepat suatu alat 

ukur yang digunakan untuk mendapatkan data mengukur tersebut valid. 

Validitas alat ukur adalah akurasi alat ukur terhadap yang diukur 

walaupun dilakukan berkali-kali (Bungin, 2009:97). Validitas  digunakan 

untuk sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Uji validitas ini 

menggunakan bantuan SPSS versi 16 for Windows. Berikut adalah hasil 

perhitungannya :  

Tabel 4.4 

Hasil Uji Validitas Instrumen Penelitian (Kuesioner) 

Pernyataan r-hitung r-tabel N Keterangan 

Pernyataan 1 0.532 0.330 60 Valid 

Pernyataan 2 0.756 0.330 60 Valid 

Pernyataan 3 0.507 0.330 60 Valid 

Pernyataan 4 0.731 0.330 60 Valid 

Pernyataan 5 0.636 0.330 60 Valid 

Pernyataan 6 0.423 0.330 60 Valid 

Pernyataan 7 0.495 0.330 60 Valid 

Pernyataan 8 0.390 0.330 60 Valid 

Pernyataan 9 0.516 0.330 60 Valid 

Pernyataan 10 0.777 0.330 60 Valid 

Pernyataan 11 0.447 0.330 60 Valid 

Pernyataan 12 0.716 0.330 60 Valid 

Pernyataan 13 0.306 0.330 60 Valid 

Pernyataan 14 0.499 0.330 60 Valid 
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Pernyataan 15 0.645 0.330 60 Valid 

Pernyataan 16 0.735 0.330 60 Valid 

Pernyataan 17 0.327 0.330 60 Valid 

Pernyataan 18 0.461 0.330 60 Valid 

Pernyataan 19 0.582 0.330 60 Valid 

Pernyataan 20 0.460 0.330 60 Valid 

Pernyataan 21 0.497 0.330 60 Valid 

Pernyataan 22 0.661 0.330 60 Valid 

Pernyataan 23 0.484 0.330 60 Valid 

Pernyataan 24 0.431 0.330 60 Valid 

Pernyataan 25 0.433 0.330 60 Valid 

Pernyataan 26 0.330 0.330 60 Valid 

Pernyataan 27 0.714 0.330 60 Valid 

Pernyataan 28 0.530 0.330 60 Valid 

Pernyataan 29 0.587 0.330 60 Valid 

Pernyataan 30 0.711 0.330 60 Valid 

Pernyataan 31 0.407 0.330 60 Valid 

Pernyataan 32 0.368 0.330 60 Valid 

Pernyataan 33 0.793 0.330 60 Valid 

Pernyataan 34  0.450 0.330 60 Valid 

Pernyataan 35 0.435 0.330 60 Valid 

Pernyataan 36 0.432 0.330 60 Valid 

Pernyataan 37 0.533 0.330 60 Valid 

Pernyataan 38 0.596 0.330 60 Valid 

Pernyataan 39 0.759 0.330 60 Valid 

Pernyataan 40  0.467 0.330 60 Valid 

 Sumber: Hasil SPSS 16. for Windows, 2015 

 

 Berdasarkan tabel 4.3 hasil uji validitas instrumen penelitian 

(kuesioner) sebanyak 40 pernyataan dinyatakan valid. Peneliti melakukan 

uji coba skala pengukuran pada 30 responden kemudian mempersiapkan 

tabel tabulasi jawaban untuk kemudian diolah menggunakan bantuan 

SPSS 16 for Windows. Dari hasil tersebut didapat bahwa instrumen 

dinyatakan valid, kemudian dilanjutkan dengan 60 responden. Kriteria 

item instrumen pada uji validitas diatas dikatakan valid apabila r-hitung 
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>r-tabel dimana nilai r-tabel yaitu 0,330 dengan taraf signifikansi yaitu 

10%. 

4.5 Uji Reliabilitas 

Setelah uji validitas tahap berikutnya adalah uji reliabilitas. Uji 

reliabilitas digunakan untuk menjaga kehandalan dari sebuah instrumen 

atau alat ukur. Dengan dilakukan uji reliabilitas maka akan mengahsilkan 

suatu instrumen yang benar-benar tepat dan akurat. Dalam penelitian ini, 

uji reliabilitas ini dilakukan dengan menggunakan teknik Alpha 

Cronbach diukur berdasarkan skala Alpha Cronbach 0 sampai 1. Jika 

skala tersebut dikelompokan dalam lima kelas dengan reng yang sama, 

maka ukuran kemantapan alpha dapat diinterpretasikan sebagai berikut:  

1. Cronbach alpha < 0,6 berarti reliabilitas buruk 

2. Cronbach alpha 0,6 – 0,79 berarti reliabilitas diterima 

3. Cronbach alpha 0,8 berarti reliabilitas baik (Sekaran, 2003) 

Uji reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan SPSS 16 for Windows. 

Berikut hasil dari perhitungannya: 

Tabel 4.5 

Reliability Statistics 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.934 40 

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS 16 for Windows, 2015 
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Adapun hasil dari uji reliabilitas yang telah dilakukan dalam 

penelitian ini adalah nilai Alpha Cronbach sebesar 0,934. Merujuk pada 

skala menurut Uma Sekaran (2003) maka dinyatakan reliabilitas baik.  

4.6 Uji Normalitas Data 

 

      Uji normalitas dilakukan untuk melihat tingkat kenormalan data yang 

digunakan, apakah data berdistribusi normal atau tidak. Tingkat 

kenormalan sangat penting, karena dengan data yang terdistribusi 

normal, maka data tersebut dianggap dapat mewakili populasi. Uji 

normalitas data pada penelitian ini menggunakan uji normalitas dengan 

menggunakan metode Kolmogorov Smirnov. Data dinyatakan normal 

jika signifikansi > 0,05 (Duwi Priyatno, 2013). Adapun hasil dari uji 

normalitas data adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.6 

Uji Normalitas Data 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS 16 for Window, 2015 

 

 Dari output di atas dapat diketahui bahwa nilai signifikansi (Asymp. 

Sig 2 tailed) sebesar 0,061. Karena signifikansinya lebih besar dari 0,05 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  VAR00001 

N 60 

Normal Parameters
a
 Mean 120.62 

Std. Deviation 11.844 

Most Extreme Differences Absolute .170 

Positive .170 

Negative -.079 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.320 

Asymp. Sig. (2-tailed) .061 

a. Test distribution is Normal.  
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maka dapat disimpulkan bahwa distribusi pada data tersebut dinyatakan 

normal.  

4.7 Uji Hipotesis 

Hipotesis yang dipakai adalah besarnya efektivitas pengawasan dimana 

peneliti memprediksi hipotesis tersebut minimal 65% dan nilai ideal yaitu 

100%, dengan penjelasan sebagai berikut: 

Ho : µ0    % 

Ho :      “Efektivitas pengawasan Badan Lingkungan Hidup Daerah 

dalam mengatasi masalah pencemaran lingkungan di Kota 

Cilegon kurang dari atau sama dengan 65% dari 100%.“ 

Ha : µa      

Ha :      “Efektivitas pengawasan Badan Lingkungan Hidup Daerah 

dalam mengatasi masalah pencemaran lingkungan di Kota 

Cilegon paling rendah 65% dari 100%.“ 

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti menjadikan HO sebagai 

hipotesis penelitian yaitu: 

“Efektivitas pengawasan Badan Lingkungan Hidup Daerah dalam 

mengatasi masalah pencemaran lingkungan di Kota Cilegon kurang 

dari atau sama dengan 65% dari 100%.“ 

 Pengujian hipotesis dimaksudkan untuk mengetahui tingkat signifikasi 

dari hipotesis yang diajukan. Berdasarkan metode penelitian, maka pada 

tahap pengujian hipotesis penelitian ini, peneliti menggunakan rumus t-

test satu sampel. Adapun perhitungan pengujian hipotesis tersebut yakni 

sebagai berikut 4 x 40 x 60 = 9600. 
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Berdasarkan data yang diperoleh, maka skor ideal yang diperoleh adalah 

4 x 40 x 60 = 9600 (4 = nilai skor ideal dari tiap jawaban responden, 

kriteria skor berdasarkan pada skala Likert. 60 = jumlah sampel yang 

dijadikan responden. 40 = jumlah pernyataan yang valid). Sedangkan 

untuk skor penelitian adalah sebesar 7237. 

 Dengan demikian nilai “Efektivitas Pengawasan Badan 

Lingkungan Hidup Kota Cilegon dalam Mengatasi Pencemaran 

Pencemaran Udara oleh Perusahaan di kota Cilegon” adalah 7237 : 9600 

= 0,75 atau dalam presentasi yaitu sebesar 75%. Selanjutnya untuk 

menguji hipotesis maka peneliti menggunakan rumus t-test satu sampel. 

Skor ideal untuk Efektivitas Pengawasan Badan Lingkungan Hidup Kota 

Cilegon adalah 4 x 60 x 40 = 9600 (4 = nilai skor ideal dari tiap jawaban 

responden, kriteria skor berdasarkan pada skala Likert. 60 = jumlah 

sampel yang dijadikan responden. 40 = jumlah pernyataan yang valid) 

dan nilai mean atau rata-ratanya adalah 9600 : 60 = 160. Sehingga untuk 

Efektivitas Pengawasan Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon tinggi 

bila telah mencapai 65% dari yang diharapkan, nilai yang dihipotesiskan 

0,65 x 9600 = 6240 dibagi 60 = 104.Hipotesis statistiknya dapat ditulis 

dengan rumus: 

Ho : µ ≤ 65% ≤ 0,65 x 9600 : 60 = 104 

Ha : µ > 65% > 0,65 x 9600 : 60 = 104 

  Pengujian hipotesis menggunakan rumus t-test satu sampel dengan 

uji pihak kiri adalah sebagai berikut: 
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Diketahui : 

  = 
    

  
 = 120,6 

µO = 104 

s=√
 (   ) 

   
= √

      

  
=  √       = 11,84  

n = 60 

Ditanya : t ? 

Jawab : 

t = 
      

 

√  

 

t = 
         

     

√  

 

t = 
    

    
 

t = 10,92  

 

Harga t-hitung tersebut selanjutnya dibandingkan dengan harga t-

tabel dengan derajat kebebasan (dk) = n – 1 = 60 – 1 – 59 dan taraf 

kesalahan α = 10% untuk uji satu pihak kiri maka harga t-tabel yaitu 

1,671 karena harga t-hitung lebih besar dari pada t-tabel (10,92> 1,671) 

dan jatuh pada penolakanHO, maka hipotesis nol (Ho) ditolak dan 

hipotesis kerja (Ha) diterima. Harga ini dapat ditunjukan pada pada 

gambar 4.1 harga 10,92 terletak pada daerah penolakan Ho. Berikut 

adalah gambar kurva daerah penerimaannya. 
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Daerah Penerimaan Ho   Daerah Penolakan Ho 

 

 

 

 

      01,671                         10,92 

Gambar 4.2 

Kurva Penolakan dan Penerimaan Hipotesis 

Uji Hipotesis Pihak Kanans 

 

4.8 Interpretasi Hasil Penelitian 

 

 Kemudian peneliti akan menginterpretasikan data dari hasil 

mengamatan dengan penyebaran angket atau kuesioner dengan 

berdasarkan 40 butir pernyataan untuk variabel efektivitas pengawasan 

yang diajukan kepada 60 responden perusahaan yang tersebar di Kota 

Cilegon yang berada di bawah pengawasan Badan lingkungan Hidup 

Kota Cilegon. Berdasarkan hasil yang diperoleh dapat dikatakan bahwa 

efektivitas pengawasan Badan lingkungan Hidup Kota Cilegon adalah 

sudah baik, hal ini sesuai denga jawaban responden ayas variabel 

efektivitas pengawasan. Dari hasil uji persyaratan statistik, skor ideal 

instrumen pada variabel efektivitas pengawasan adalah  4 x 60 x 40 = 

9600 (4 = nilai skor ideal dari tiap jawaban responden, kriteria skor 
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berdasarkan pada skala Likert. 60 = jumlah sampel yang dijadikan 

responden. 40 = jumlah pernyataan yang valid). Hasil kuesioner dari 

pengumpulan data penelitian adalah adalah sebesar 7237.Denagn 

demikian nilai efektivitas eengawasan Badan Lingkungan Hidup Kota 

Cilegon dalam mengatasi pencemaran udara oleh perusahaan di Kota 

Cilegon adalah 7237 : 9600 = 0,75 atau dalam presentasi yaitu sebesar 

0,75 x 100% =  75%. Sehingga dapat diketahui bahwa efektivitas 

pengawasan Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon dalam mengatasi 

pencemaran udara di Kota Cilegon adalah sebesar 75% dan termasuk 

kategori baik atau sudah efektif. 

 Sehingga hasil dari pengujian hipotesis tersebut dapat dijelaskan 

bahwa “Efektivitas Pengawasan Badan Lingkungan Hidup dalam 

Mengatasi Pencemaran Udara di Kota Cilegon mencapai angka 75%” 

dari angka minimal yang dihipotesiskan yaitu 65%, dengan demikian 

pengawasan Badan Lingkungan Hidup dalam mengatasi pencemaran 

udara oleh perusahaan di Kota Cilegon sudah efektif. Hal tersebut dapat 

dilihat sebagai berikut : 

Kategori instrumen:  

Tidak baik              Kurang baik            Baik Sangat baik 

  

 

2400  4800                  7200         72379600 
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Nilai 7237 termasuk dalam kategori interval  baik dan sangat 

baik, maka hasil di atas masuk dalam kategori baik karena lebih 

mendekati kategori baik. 

 Dalam menguji hipotesis penelitian ini dilakukan dengan uji 

signifikasi α = 0,1. Kaidah pengujian bila : t-hitung > t-tabel, maka Ho 

diterima. Berdasarkan hasil yang diuji dan dianalisis maka yang di dapat 

adalah t-hitung jatuh di daerah penerimaan Ha dengan t-hitung=10,92 

dan t-tabel=1,671 sehingga dapat diketahui t-hitung lebih besar dari pada 

t-tabel maka Ha diterima. 

 Berdasarkan hasil uji validitas yang telah dilakukan, maka dapat 

diketahui bahwa seluruh instrumen yang digunakan adalah valid, dimana 

r-hitung lebih besar dari pada r-tabel pada product moment yang 

dimaksud adalah 0,330. Selanjutnya dalam melakukan uji reliabilitas 

dengan menggunakan rumus Alpha Cronbach maka didapat bahwa 

instrumen pernyataan dinyatakan reliabel, karena nilai 0,934 > 0,6. 

Dimana suatu instrumen penelitian dikatakan realiabel bila koefisien 

reliabilitas >0,6. 

4.9 Pembahasan  

 Berdasarkan dari pengujian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka 

efektivitas pengawasan Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon dalam 

mengatasi pencemaran udara oleh perusahaan di Kota Cilegon dinilai 

sudah berjalan sangat baik yaitu sebesar 75% dengan uraian sebagai 

berikut: 
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  Tingginya tingkat efektivitas tesebut dikaji dengan teori dari 

Siagian (2005) yaitu 10 indikator efektivitas pengawasan dengan uraian 

sebagai berikut: 

Grafik 4.41 

Efektivitas Pengawasan Badan Lingkungan Hidup dalam Mengatasi 

Pencemaran Udara di Kota Cilegon berdasarkan Indikator 

 
Sumber: Hasil Pengolahan  Data 

 Berdasarkan grafik diatas,indikator paling rendah  adalah indikator 

pengawasan menunjukan pengecualian pada titik stratgis tertentu, dan 

yang paling tinggi yaitu pengawasan bersifat membimbing. Dari 

berbagai permasalahan dari efektivitas pengawasan Badan Lingkungan 

Hidup Kota Cilegon dalam mengatasi pencemaran udara oleh 

perusahaan di Kota Cilegon ternyata dari hasil olah data kuesioner 

menunjukan bahwa pengawasan yang dilakukan  hasilnya adalah 
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sudah baik. Namun masih ada indikator yang hasilnya rendah 

dibandingkan indikator lainnya yaitu pada indikator pengawasan yang 

menunjukan pengecualian. Pengawasan harus menunjukan 

pengecualian pada titik-titik strategis tertentu karena banyaknya 

kegiatan yang harus dilakukan, pengawas harus mampu menentukan 

kegiatan apa yang perlu dilakukan sendiri dan kegiatan apa yang 

seharusnya didelegasikan kepada orang lain. Dalam hal ini tenaga 

pengawas ternyata belum mencukupi jumlahnya sehingga pada bidang 

PPLH (Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup) masih kekurangan 

jumlah tenaga ahli untuk mengawasi 147 perusahaan yang ada di Kota 

Cilegon ini.  

 Dari hasil kuesioner yang telah diolah terdapat beberapa hal yang 

berpengaruh pada efektivitas pengawasan Badan lingkungan Hidup 

Kota Cilegon dalam mengatasi pencemaran udara oleh perusahaan di 

Kota Cilegon, atau juga disebut sebagai faktor pendorong dalam 

mengefektifkan pengawasan tersebut, antara lain: 

1. Petugas pengawas dari Badan Lingkungan Hidup merupakan orang 

yang sesuai dengan keahliannya. Sumber daya manusia menjadi 

bagian dari faktor penentu bagaimana suatu pengawasan berjalan 

dengan baik atau tidak. Dalam mengawasi komponen lingkungan 

hidup atau dalam hal ini yang menjadi fokusnya adalah komponen 

udara, petugas pengawas mempunyai ilmu di bidang komponen 

tersebut. Dapat mengukur dan memahani kondisi status udara, nilai 
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ambang batas udara normal, dan cara menanggulangi apabila 

terdapat permasalahan terhadap udara di suatu lokasi tempat. Pada 

hal ini, Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon memang belum 

memiliki laboratorium sendiri dan alat sendiri untuk pengukuran 

komponen lingkungan hidup, namun Badan Lingkungan Hidup 

Kota Cilegon telah mengatasinya dengan cara diserahkan kepada 

pihak ketiga untuk memantau dan mengukur kondisi komponen 

lingkungan hidup. Hal ini dilakukan untuk menutupi kekurangan 

dari Badan Lingkungan Hidup tersebut.  

2. Melakukan pengawasan dengan cara turun langsung ke lokasi. 

Pengawasan dilakukan untuk mencegah terjadinya penyimpangan 

dari rencana dan tujuan awal, untuk itu pengawasan harus dapat 

mendeteksi jika terjadi adanya penyimpangan. Untuk mengawasi 

komponen udara, tidak bisa jika hanya melihat data yang 

disampaikan dari laporan perusahaan atau kegiatan usaha, namun 

untuk lebih efektif yaitu dengan cara melakukan pengawasan 

langsung ke lapangan secara berkala. Untuk komponen udara, 

petugas pengawas dari Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon 

melakukan pengawsan secara berkala yaitu tiga bulan sekali. Hal 

ini dilakukan pada beberapa titik yang tersebar di Kota Cilegon. 

3. Terjalinnya komunikasi yang baik antara Badan Lingkungan 

Hidup, pelaku usaha, dan masyarakat. Setiap penanggung jawab 

usaha wajib memiliki dokumen analisis mengenai dampak 
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lingkungan yang kemudian diserahkan kepada Badan Lingkungan 

Hidup untuk mendapatkan persetujuan, dari sana terjalin 

komunikasi antara penanggung jawab usaha dengan Badan 

Lingkungan Hidup. Kemudian apabila terjadi penyimpangan, 

penanggulangan dilakukan oleh kedua belah pihak. Badan 

Lingkungan Hidup juga memberikan pembinaan atau sosialisasi 

kepada masyarakat agar masyarakat memahami kondisi lingkungan 

sekitarnya, dan apabila terjadi hal-hal yang berkaitan dengan 

adanya gangguan karena limbah atau polusi dari industri, 

masyarakat tidak kaget dan telah mengetahui penanganan awalnya 

dan tidak segan untuk lapor kepada yang bersangkutan. 

 Namun dari serangkaian faktor pendorong tersebut, ada 

pula faktor pengahambatnya antara lain: 

1. Jumlah tenaga pengawas yang tidak mencukupi. Sumber daya 

manusia sebagai tenaga pengawas atau disebut dengan Pejabat 

pengawas lingkungan Hidup atau PPLH ternyata belum 

mencukupi jumlahnya. Dengan jumlah perusahaan sebanyak 

147 perusahaan yang berada di bawah pengawasan Badan 

Lingkungan Hidup Kota Cilegon, hanya sekitar 90 perusahaan 

dalam setahun yang bisa diawasi, hal tersebut disebabkan 

karena tenaga pengawas yang ada tidak mencukupi.  

2. Sarana prasarana yang kurang memadai. Badan Lingkungan 

Hidup dibantu oleh pihak ketiga untuk melakukan pengawasan 
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lingkungan hidup, hal tersebut karena masalah sarana dan 

prasarana yang kurang memadai. Kemudian untuk komponen 

udara sendiri alatnya belum tersedia hal tersebut dikarenakan 

dari faktor anggaran. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil hasil penelitian  yang sudah dilakukan 

oleh peneliti mengenai efektivitas Badan Lingkungan Hidup Kota 

Cilegon dalam mengatasi pencemaran udara oleh perusahaan di 

Kota Cilegon, peneliti mengambil kesimpulan yaitu efektivitas 

Pengawasan Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon dalam 

mengatasi pencemaran udara oleh perusahaan di Kota Cilegon 

sudah berjalan denganbaik karena angka mencapai 75%, artinya 

angka tersebut lebih dari angka yang diharapkan yaitu 65%. 

Berdasarkan hasil yang diuji dan dianalisis maka yang di dapat 

adalah t-hitung jatuh di daerah penerimaan Ha dengan t-

hitung=10,92dan t-tabel=1,671 sehingga dapat diketahui t-hitung 

lebih besar dari pada t-tabel maka Ha diterima. Walaupun sudah 

efektif, namun dalam berjalannya proses pengawasan ternyata 

masih ditemukan beberapa kendala, antara lain: 

1. Jumlah petugas pengawas di bagian PPLH (Pejabat 

Pengawas Lingkungan Hidup)jumlah tenaga pengawas 

yang tidak mencukupi. Sehingga dalam satu tahun hanya 

beberapa perusahaan yang terpantau atau dilakukan 

pengawasan secara langsung ke lokasi. Sisanyadilanjutkan 
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pada periode tahun depan. Hal ini dikarenakan petugas 

pengawas yang tidak mencukupi. 

2. Sarana prasarana yang belum memadai. Untuk melakukan 

pengawasan pada komponen udara maka diperlukan turun 

langsung ke lokasi untuk kemudian diukur kandungan 

udara yang ada. Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon 

belum memiliki alat untuk mengukur kadar udara.  

3. Laporan AMDAL yang seharusnya rutin dilaporkan oleh 

perusahaan kepada Badan Lingkungan Hidup ternyata 

masih sering terdapat sperusahaan yang tidak melapor 

rutin setiap periodenya.  

5.2 Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian mengenai Efektivitas 

pengawasan Badan Lingkungan Hidup Kota Cilegon dalam 

mengatasi pencemaran udara oleh perusahaan di Kota Cilegon, 

maka peneliti dapat memberikan saran yaitu: 

1. Menambah jumlah petugas pengawas di bagian PPLH 

(Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup). Petugas pengawas 

belum mencukupi untuk tugas pengawasan di seluruh Kota 

Cilegon. karena kurangnya jumlah petugas pengawas 

sehingga tidak semua kegiatan usaha terkontrol, dan harus 

dilanjut pada tahun berikutnya. Dibuat tim untuk masing-

masing komponen lingkungan hidup supaya setiap 
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komponen lingkungan hidup mendapatkan pengawasan 

sesuai periode waktunya. 

2. Penyediaan sarana dan prasarana yang memadai demi 

terjalannya proses pengawasan yang lebih efektif. Untuk 

alat pengukuran kualitas udara belum tersedia sehingga 

harus mengandalkan pihak ketiga, maka diperlukan 

pengadaan alat untuk pengukuran udara agar lebih efektif 

dan terkontrol. 

3. Bekerjasama dengan perusahaan atau para pelaku usaha 

agar pengawasan dapat berjalan sesuai dengan peraturan 

dan dilakukan pada jangka waktunya agar dapat dipantau 

perubahan kadar udara di setiap periodenya. 
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